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BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Geografi

Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah atau lebih
tepatnya secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak pada
70.43’.13” dan 79.04’.40” garis Lintang Selatan (LS) serta
1099.43°.19” dan 1109.04°.40” garis Bujur Timur (BT), dengan luas
98.468 ha (984,68 km?) atau 3,03 % luas Jawa Tengah. Jarak
ibukota Kabupaten Wonosobo ke ibukota Provinsi Jawa Tengah
berjarak 120 km dan dari ibukota negara (Jakarta) berjarak 520
km. Posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada
di antara Jalur Pantai Utara dan Jalur Pantai Selatan. Selain itu
menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan
Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur
strategis nasional tersebut.

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam
kabupaten, yaitu:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan
Kabupaten Magelang;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan
Kabupaten Kebumen;

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan
Kabupaten Kebumen.

Dilihat dari aspek topografi, Kabupaten Wonosobo bisa dibagi
menjadi tiga bagian, yaitu, daerah dengan ketinggian 250-500 m
dpl seluas 33,33% dari seluruh wilayah. Daerah dengan ketinggian
S500-1.000 m dpl seluas 50,00% dari seluruh areal dan daerah
dengan ketinggian > 1.000 m dpl seluas 16,67% dari seluruh
wilayah, sehingga menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wajah
Kabupaten. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang terletak di
sekitar gunung api muda menyebabkan tanah di Wonosobo
termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan
pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat
Wonosobo.Komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah
mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80
ha (55,99 %), hutan negara 18.909,72 ha (19.20 %), perkebunan
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negara/swasta 2.764,51 ha (2,80 %) dan lainnya seluas 2.968,07 ha
(3,01 %).Namun demikian karena topografinya dengan lembah yang
masih curam menyebabkan sering timbul bencana alam seperti
tanah longsor.

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan
penghujan. Suhu udara rata-rata 24 — 30° C di siang hari, turun
menjadi 20 °© C pada malam hari. Pada bulan Juli — Agustus turun
menjadi 12 - 15° C pada malam hari dan 15 — 20° C di siang hari.
Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata
3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah
di Kecamatan Watumalang (1.554 mm).

Berdasarkan kajian Tata Ruang Kabupaten Wonosobo sistem
perdesaan yang dikembangkan sebagai kawasan Agropolitan adalah
Kawasan Rojonoto, yang meliputi Kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo,
Leksono, dan Selomerto. Pada Kawasan Agropolitan Rojonoto
terdapat kota tani utama yaitu Kota Tani Sawangan serta 4 Kota
Tani lainnya yaitu Kota Tani Sukoharjo, Kota Tani Tlogo, Kota Tani
Selomerto dan Kota Tani Kaliwiro. Sistem Pusat Pelayanan terdiri
dari :

e PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang mencakup wilayah
Kecamatan Wonosobo

e PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) yang mencakup wilayah
Kecamatan Kertek dan Selomerto

e PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang mencakup wilayah
Kecamatan Mojotengah, Kejajar dan Sapuran

e PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang mencakup wilayah
Kecamatan Kepil, Kaliwiro, Wadaslintang, Leksono, Kalikajar,
Garung, Watumalang, Sukoharjo dan Kalibawang.

Berdasarkan pola ruang wilayah dibagi menjadi 2 (dua) besar yaitu
Kawasan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan
lindung adalah kawasan yang berfungsi melindungikelestarian
lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber
daya buatan. Mengingat posisi geografis Kabupaten Wonosobo yang
berada di wilayah atas maka Kawasan lindung ini hampir meliputi
seluruh wilayah. Kawasan ini terdiri dari :

a. Kawasan Hutan Lindung

b. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan
bawahannya.

c. Kawasan perlindungan setempat.

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
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€.

f.

Kawasan rawan bencana alam, dan
Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah.

Sedangkan Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya
buatan. Kawasan budidaya ini meliputi:

a.
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Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan Budidaya hutan produksi terdapat di Kecamatan
Kaliwiro, Leksono, Watumalang, Sukoharjo, Sapuran,
Kalibawang, Wadaslintang dan Kepil.

Kawasan Peruntukan Pertanian yang terdiri dari :

1). Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di semua
kecamatan kecuali Kecamatan Kejajar

2). Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan pada daerah
yang tidak terjangkau jaringan irigasi, bukan hutan lindung
atau kemiringan lereng kurang dari 40 % dan terdapat pada
semua kecamatan pada lahan yang sesuai.

Kawasan Peruntukan Perkebunan terdapat pada semua wilayah
kecamatan sesuai dengan komoditas yang berkembang di
kabupaten Wonosobo.

Kawasan Peruntukan Perikanan diprioritaskan dikembangkan
disemua kecamatan didaerah yang tersedia pasokan air yang
cukup.

Kawasan Peruntukan Peternakan, yang terdiri dari :

1). Kawasan peternakan ternak  besar  diprioritaskan
dikembangkan di Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Leksono,
Kalikajar, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang, Sukoharjo, Kertek,
Selomerto, Watumalang, Wonosobo dan Mojotengah.

2). Kawasan Peternakan unggas di Kecamatan Kejajar,
Kalikajar, Garung, Mojotengah, Watumalang, Wadaslintang,
Kalibawang, Kaliwiro, Leksono, Sukoharjo, Wonosobo, Kepil,
Sapuran, Kertek dan Selomerto.

Kawasan Peruntukan Pertambangan dikembangkan pada
kawasan yang potensial bahan tambang namun bukan pada
Kawasan Lindung, yang dikelola secara berkelanjutan dengan
mengedepankan aspek lingkungan dalam ekploitasinya.
Kawasan Peruntukan Pemukiman sebagaimana dikembangkan
di daerah yang datar, bukan lahan irigasi teknis, bukan
kawasan lindung, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih.
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h. Kawasan Peruntukan Industri, untuk industri menengah dan
besar dikembangkan di sepanjang jalur regional Temanggung-
Wonosobo-Banjarnegara yang mencakup wilayah Kertek,
Wonosobo dan Selomerto serta Jalur Kertek-Sapuran-Kepil
dengan lokasi di Kecamatan Sapuran. Sedangkan sentra-sentra
industri kecil dan Industri Rumah tangga dikembangkan di
seluruh wilayah Kecamatan.

i. Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada kawasan
sebagai berikut :

1). Kawasan Wisata Alam;

2). Kawasan Wisata Budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan;

3). Kawasan Wisata Religius terdapat di Kecamatan
Kaliwiro,Selomerto dan Kejajar;

4). Kawasan Wisata Buatan terdapat di Kecamatan Kejajar,
Wonosobo dan Wadaslintang;

5). Kawasan Wisata Tradisi terdapat di Kecamatan Kejajar,
Selomerto, Kertek, Garung, Kalikajar, Wonosobo;

6). Kawasan Wisata sejarah di Kecamatan Wonosobo;

7). Kawasan wisata minat khusus terdapat di Kecamatan
Selomerto dan Kejajar.

Sedangkan potensi terjadinya bencana alam, Kabupaten Wonosobo
termasuk daerah yang memiliki kelas kerawanan bencana yang
tinggi. Dari hasil analisa dan kajian geologi, hidrogeologi,
vulkanologi dan kondisi bentang alam wilayah, Kabupaten
Wonosobo mempunyai kawasan rawan bencana alam, yaitu :

a. kawasan rawan tanah longsor, terdapat di Kecamatan Kepil,
Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan
Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang dan
Kecamatan Kalibawang;

b. kawasan rawan angin topan, terdapat di Kecamatan Wonosobo,
Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran,
Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Watumalang;

c. kawasan rawan kebakaran hutan, terdapat di = Kecamatan
Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo,
Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar,
Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil,

d. kawasan rawan bencana gas beracun, terdapat di Kecamatan
Kejajar; dan
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e. kawasan rawan bencana letusan gunung api, yang terdapat di
Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang,
Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan
Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan
Kecamatan Kepil.

Demografi

Tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo sebesar
858.273 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar
439.028 jiwa dan penduduk perempuan 419.245 jiwa. Tingkat
persentase jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan
Wonosobo dengan besar persentase 10,46 % atau 89.800 jiwa dari
total jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo. Letak Kecamatan
Wonosobo yang merupakan pusat ibukota Kabupaten Wonosobo
menjadikan daya tarik sendiri untuk penduduk tinggal di
Kecamatan Wonosobo. Sedangkan Kecamatan Kalibawang
merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil
dengan tingkat persentase 3,22 % atau 27.697 jiwa.

Tabel II. 1. Data Penduduk Wonosobo Tahun 2017
Berdasarkan Pencatatan Administratif Kependudukan

NO. Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah Persentase
L P (%)

1 | Wadaslintang 29.550 | 28.525| 58.075 6,76
2 | Kepil 31.938 | 30.587 | 62.525 7,28
3 | Sapuran 29.958 | 28.735| 58.693 6,83
4 | Kaliwiro 25.615| 25.032 | 50.647 5,90
5 | Leksono 22.827 | 22.414 | 45.241 5,27
6 | Selomerto 26.477 | 25.890| 52.367 6,10
7 | Kalikajar 34.817 | 32.810| 67.627 7,87
8 | Kertek 44.329 | 42.524 | 86.853 10,11
9 | Wonosobo 45.466 | 44.334 | 89.800 10,46
10 | Watumalang 29.082 | 27.713 | 56.795 6,61
11 | Mojotengah 33.296 | 31.045| 64.341 7,49
12 | Garung 29.299 | 27.138 | 56.437 6,57
13 | Kejajar 23.761 | 22.028 | 45.789 5,33
14 | Sukoharjo 18.279 | 17.107 | 35.386 4,12
15 | Kalibawang 14.334 | 13.363 | 27.697 3,22
Jumlah 439.028 | 419.245 | 858.273 100,00

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2018
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Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2017
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Tahun
2017 angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo sebesar 20,32 %.
dibandingkan dengan Tahun 2016 angka tersebut turun 0,21%.
Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih diatas
dari tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017.
Gambar II.1 menunjukkan persentase tingkat kemiskinan
Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-
2017.

PERSENTASE TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2012-2017

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN WONOSOBO

Gambar II.1. Grafik Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonosobo

III.
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Tahun 2012-2017

Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan
umum di Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari indikator kinerja
pembangunan secara keseluruhan. Dalam Proses pembangunan baik
mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pelaksanaan perlu
adanya evaluasi pelaksanaan kinerja dari suatu program dan kegiatan
untuk mengukur sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan
program dan kegiatan tersebut. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan
pembangunan akan dapat diketahui informasi capaian kinerja untuk
proses penyusunan kebijakan.

Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja
pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja utama yang mencerminkan realisasi penyelenggaraan suatu
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urusan pemerintahan. Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang
telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan
misi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan untuk menentukan
langkah-langkah atau penyusunan kebijakan yang harus ditempuh
berdasarkan kondisi capaian yang ada, dan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan agar lebih terfokus, telah ditetapkan
beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur
pelaksanaan pembangunan.

keberhasilan

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam
RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019, dibagi menjadi kategori
Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten

Wonosobo Tahun 2019 selengkapnya adalah sebagai berikut:

A.Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan pada
Tabel II.A.1.1 di bawah ini

Tabel I1.A.1.1
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun

2017
%
Indikator L L % Capaian
L Realisasi Realisasi .
Kinerja . Target . Realisasi | Target 2017
No. Capaian Capaian .
Program 2016 2017 2017 Capaian | 2021 | terhadap
(Outcome) 2017 Target
2021
1 | APM SD 95,49 | 96,00 98,18 102,27 | 97,95 100
2 | APK SD 107,38 | 103,84 109,68 105,62 | 103,5 106
3 | APM SMP 81,03 | 78,24 76,55 97,84 90 85
4 | APK SMP 96,31 | 100,24 99,24 99,00 | 100 99
Angka
Partisipasi
5 | sekolah 97,20 | 87,12 93,05| 106,81 90 103
penduduk
usia 13-15
tahun
Angka
6 | Partsipasi 97,23 | 96,35 99,50 | 103,27 | 99 101
sekolah
penduduk
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

usia 7-12
tahun

Angka Putus
Sekolah SD

0,18

0,072

0,05

128,57

0,04

125

Angka Putus
Sekolah SMP

0,65

0,23

0,55

39,13

0,07

786

Rasio APK
SMP
penduduk
usia sekolah
20%
penduduk
termiskin
dibanding
20% terkaya

0,81

0,65

0,86

132,31

0,9

96

10

Angka
Kelulusan
(AL) SD

100

99,38

99,9

100,52

100

100

11

Angka
Kelulusan
(AL) SMP

99,84

100

99,94

99,94

100

100

12

Angka
Melanjutkan
(AM) dari SD
ke SMP

91,97

94,57

93,61

98,98

100

94

13

Angka
Melanjutkan
(AM) dari
SMP ke
SMA/SMK

70,73

76,67

76,55

99,84

86,95

88

14

Persentase
ruang kelas
SD yang
memenuhi
standar
nasional
Pendidikan

70%

70%

75%

107,14

88%

85

15

Persentase
ruang kelas
SMP yang
memenuhi

78%

78%

80%

102,56

88%

91
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

standar
nasional
Pendidikan

16

Persentase
indeks nilai
sikap siswa
kategori baik

80%

77%

98,18%

127,51

85%

116

17

% PAUD
formal yang
terakreditasi

20%

20%

60%

300,00

80%

75

18

APK PAUD

39

39,85

59,03

148,13

49,9

118

19

Persentase
satuan
pendidikan
non formal
terakreditasi

10

15,40%

20%

129,87

50%

40

20

Angka Melek
Huruf
Penduduk
15 -45
Tahun

98,9

98,64

98,31

99,67

99,99

98

21

Persentase
pendidik SD
dengan
kualifikasi
pendidikan
S1/D4 dan
bersertifikat
pendidik

87,18

79,29

89,87

113,34

100

90

22

Persentase
pendidik
SMP dengan
kualifikasi
pendidikan
S1/D4 dan
bersertifikat
pendidik

91,46

95,26

93,59

98,25

100

94

23

Persentase
pendidik
PAUD
dengan

47%

50%

48%

96,00

60%

80
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

kualifikasi
pendidikan
S1/D4

24

persentase
SD
berakreditasi
B

83%

85%

95,85%

112,76

95%

101

25

Persentase
SMP Minimal
Berakreditasi
B

80%

81%

75,49%

93,20

90%

84

26

Persentase
SMA
minimal
berakreditasi
B

82,00%

81,72%

87,50%

107,07

85%

103

27

Rata-rata
Nilai Ujian
Sekolah SD

7,18

7,25

7,37

101,66

7,5

98

28

Rata-rata
Nilai Ujian
Sekolah SMP

6,38

6,4

5,6

87,50

80

29

Rata - rata
nilai ujian
sekolah SMA

6,2

6,25

5,1

81,60

73

30

Persentase
sekolah SD
yang
menerapkan
sistem
inklusi

0,85%

1,10%

1,24%

112,73

2,6%

48

31

Persentase
sekolah SMP
yang
menerapkan
sistem
inklusi

1,43%

2,00%

2,77%

138,50

5,4%

51

32

Persentase
Sekolah yang
website
memiliki

50%

40%

55%

137,50

75

73,33

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT

II-10




No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

aktif

33

Rasio Guru /
Murid SD
(jumlah guru
PNS SD per
1000 murid
SD)

42,87

41,29

42,71

103,44

35

122

34

Rasio Guru /
Murid SMP
(jumlah guru
PNS SMP per
1000 murid
SMP)

35

35

40,57

115,91

32

127

35

Rasio Guru/
Murid SMA
(jumlah guru
PNS SMA per
1000 murid
SMA)

40

39

32,3

82,82

32

101

36

Persentase
Sekolah
Ramah Anak

1,06

100

20

10

37

Angka
Partisipasi
sekolah
penduduk
usia 16-18
tahun

57,15

43,93

50,08

114,00

38

Rasio APK
SMA
penduduk
usia sekolah
20%
penduduk
termiskin
dibanding
20% terkaya

1%

65,00%

42,65%

65,62

#DIV/O!

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2017
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Secara umum capaian kinerja urusan pendidikan terdapat
peningkatan. Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) pada kategori TK/RAmengalami kenaikan yang
signifikan. Pendidikan PAUD yang oleh sebagian masyarakat
masih diabaikan mulai dirasakan manfaatnya untuk menghadapi
persiapan ke jenjang sekolah dasar, sehingga secara bertahap APK
PAUD meningkat. Meningkatknya animo masyarakat untuk
mengikutsertakan anak- anaknya dalam pendidikan PAUD ini
sejalan dengan upaya- upaya yang telah dilaksanakan dalam
meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan wusia dini
diantaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana PAUD
baik negeri maupun swasta, bantuan alat permainan edukatif
serta penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi peserta didik
PAUD maupun apresiasi bagi bunda PAUD.

Capaian Angka Partisipasi Murni atau APM pada jenjang
pendidikan dasar mengalami peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya. Pada jenjang SD APM meningkat dari 95,49 menjadi
98,18 pada tahun 2017dan pada jenjang SMP/MTs APM
menurun4,48 % dari tahun sebelumnya menjadi 76,55. Ini di
sebabkan karena masih ada siswa yg usianya 12 dan 16 yg masih
sekolah di SMP.Angka Partisipasi sekolah yang menunjukkan
jumlah anak wusia sekolah 7-12 yang sedang mengenyam
pendidikan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 angka
putus sekolah usia SD adalah sebesar 0,07 dan menurun menjadi
0,05 pada tahun 2017, sedangkan untuk usia SMP angka putus
sekolah sebesar 0,55 meningkat dibandingkan tahun 2016.
Dukungan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah
kabupaten untuk urusan pendidikan terus mengalami
peningkatan yang signifikan.

Rata- rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas pada
tahun 2017 di Kabupaten Wonosobo masih rendah yaitu 6,12
tahun yang artinya sebagian besar penduduk di usia 25 tahun ke
atas hanya menikmati pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP.
Perlu upaya keras dan kerjasama berbagai pihak untuk dapat
meningkatkan rata- rata lama sekolah karena bukan merupakan
hal yang mudah dan instan. Dari sisi penyediaan sarana sekolah
menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat memberikan
layanan pendidikan yang dapat terjangkau bagi masyarakat baik
formal maupun non formal serta motivasi dan kemauan yang
tinggi dari orang tua dan peserta didik untuk secara sadar untuk
meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
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Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
urusan Pendidikan antara lain :

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah usia
2. Rendahnya motivasi siswa dan masyarakat untuk melanjutkan
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi

3. Belum meratanya kualitas dan kompetensi guru
4. Masih rendahnya kualitas lembaga pendidikan masyarakat
5

. Masih minimnya sekolah inklusi baik jenjang SD,SMP maupun
SMA karena katerbatasan jumlah guru yang terlatih

2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 74 target indikator kinerja dengan

capaian pada Tabel I1.A.2.1.

Capaian kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Tabel I1.A.2.1

Tahun 2017

No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

Cakupan
kunjungan
Ibu Hamil K4

90,27

90,71

89,37

98,52

95%

94,07%

Cakupan
komplikasi
kebidanan
yang
ditangani

100,00%

100,00%

100,00%

100

100%

100%

Cakupan
Persalinan
yang ditolong
oleh nakes
yang
mempunyai
kompetensi
kebidanan

99,36%

99,76%

99,94%

100,18

100%

100%

Cakupan
kunjungan
nifas lengkap
(KFL)

99,46%

98,24%

98,30%

100,06

100%

98%
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

Cakupan
peduduk yang
memiliki
jaminan
kesehatan

58,76%

63,00%

57,78%

91,71

80%

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

72%

Prosentase
puskesmas
melaksanaka
n
pemeriksaan
dan
surveilans
jamaah haji

100%

100%

100%

100

100%

100%

Cakupan
Kesehatan
Bayi
(Kunjungan
Bayi)

100,00%

99,45%

97,31%

97,85

100%

97%

Angka
kelangsungan
hidup bayi

98,80%

99,22%

91,65%

92,37

99,25%

92%

Cakupan
pelayanan
kesehatan
anak balita

65%

100%

77,72%

77,72

100%

78%

10

Persentase
ketersediaan
obat dan
vaksin di
puskesmas

100%

92%

100%

108

100%

100%

11

Persentase
penggunaan
obat rasional
di puskesmas

45%

49%

97,61%

199

75%

130%

12

Rasio
kebutuhan :
ketersediaan
obat

1:0,08

01:00,6

01:00,7

116

(1:1)

13

Persentase
pelayanan
kefarmasian

41,67%

46,68%

54,20%

116

67%

81%
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

sesuai
standar

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

14

Persentase
apotek, toko
obat, dan toko
alat
kesehatan
yang memiliki
izin.

100,00%

92,00%

98,20%

106

100%

98%

15

Ratio bed

rawat inap
per satuan
penduduk

01:06,5

4,351388
9

0,919444
4

100

3,513889

26%

16

Rasio
Puskesmas,
poliklinik,
pustu per
satuan
penduduk

01:10,1

01:10,1

01:11,0

90,61

1:10000

17

Persentase
puskesmas
yang memiliki
sarana dan
prasarana
sesuai
standar

33,33

50

70,83%

141

100%

71%

18

Indeks
Kepuasan
Pelanggan
Pelayanan
Kesehatan
Rawat Jalan

100,00%

72,64%

97,22%

133

90%

108%

19

Indeks
Kepuasan
Pelanggan
Pelayanan
Kesehatan
Rawat Inap

79,78%

84,80%

83,89%

98,92

90%

93%

20

Angka
Kematian
BBLR

7,06%

4,10%

0,00%

100

2,50%

0%
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

(1.500gr -
2.500 gr) di
Rumah Sakit

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

21

Ketersediaan
Obat di
Rumah Sakit

97%

98%

99%

101

99%

100%

22

Lama Tunggu
Pelayanan
Rawat Jalan

57

72 menit

55,19

123

60 menit

23

Lama Tunggu
Pelayanan
Obat

122

26 menit

61

42,62

15 menit

24

Bed
Occupancy
Ratio/
Tingkat
pemakaian
bed pasien di
RS

67,01%

63,91%

81,90%

100

75%

109%

25

Cakupan
Ketersediaan
Fasilitas
Gedung
Ruang
Pelayanan

80%

82%

83%

100

90%

92%

26

Baku Mutu
Limbah Cair:
COD
(Chemical
Oxygen
Demand)

80

88,88
gr/lt

65

100

80 gr/lt

81%

27

Jumlah
Puskesmas
Yang minimal
memiliki lima
jenis tenaga
kesehatan

12

12

200

15

80%

28

Rasio dokter
per satuan
penduduk
(per 10.000

1,82:
10.000

1,68:
10.000

1,82:
10.000

100

2:10000
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

penduduk)

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

29

Cakupan
Pelayanan
Gawat
Darurat level
1 yang harus
diberikan oleh
Sarana
Kesehatan
(Rumah Sakit)
di Kab/Kota

100%

100%

100%

100

100%

100%

30

Persentase
Puskesmas
Terakreditasi

33%

40%

70,83%

177

100%

71%

31

Prosentase
kasus gawat
darurat yang
ditangani
dengan
SPGDT
(Sistem
Penanganan
Gawat
Darurat
Terpadu)

100%

100%

100%

100

100%

100%

32

Prosentase
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
yang memiliki
Ljin
Operasional

88,37%

97,04%

87,20%

89,86

100%

87%

33

Cakupan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
Miskin

62,46%

89,72%

70,18%

78,22

95%

74%

34

Penanganan
penderita TB
sesuai

100

100

100

100

100

100%
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

standar

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

35

Prevalensi
HIV (persen)

0,04

<0,5%

0,06%

100

<0,5%

100%

36

Cakupan
Penemuan
Penderita
Pneumonia
Balita

23,47%

24,64%

99,10%

412

30%

330%

37

Persentase
kasus DBD
ditangani

100%

100%

100%

100

100%

100%

38

Angka
kesakitan
DBD per
100.000
penduduk

22,44

<25

2,09

100

<25

100%

39

Persentase
penemuan
penderita
diare

78,80%

47,36%

83,07%

100

50%

166%

40

Persentase
anak usia O-
11 bulan yang
mendapat
imunisasi
dasar lengkap

101,70%

98,34%

96,86%

98,5

98,50%

98%

41

Cakupan
desa/kelurah
an Universal
Child
Immunization
(UCI)

99%

100%

100,00%

100

100%

100%

42

Penemuan
kasus AFP
Non polio per
100.000
penduduk
usia < 15
tahun

2,3

4,75

100

100%
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

43

Persentase
Kejadian Luar
Biasa (KLB)
penyakit yang
dilakukan
penanggulang
an < 24 jam
(persen)

100%

100%

100%

100

100%

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

100%

44

Angka
kesakitan
malaria
(API/ 1000
penduduk)

0,02%

<0,7

0,01%

100

<0,7

100%

45

Persentase
penanganan
penderita
malaria

100%

100%

100%

100

100%

100%

46

Persentase
kasus
filariasis yang
mendapat
pengobatan

100%

100%

50%

50

100%

50%

47

Persentase
cakupan
penemuan
kasus baru
kusta tanpa
cacat

100%

85%

26%

30,82

95%

27%

48

Prevalensi
tekanan
darah tinggi
(persen)

0,74%

< 23,4%

8,70%

100

<23,4%

100%

49

Persentase
perempuan
usia 30-50
tahun yang
dideteksi dini
kanker
serviks dan
payudara

0,90%

2,00%

1,89%

94,5

4%

47%
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

50

Prevalensi
obesitas
penduduk
usia 18+
tahun
(persen)

0,18%

< 15,4%

8,40%

100

<15,4%

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

100%

51

Persentase
merokok
penduduk
usia < 18
Tahun

17,69%

< 5,9%

2,90%

100

<5,9%

100%

52

Presentase
penderita
ganguan jiwa
bebas pasung

95%

95,60%

97,70%

100

98%

100%

53

Prevalensi ibu
hamil kurang
energi kronik
(KEK)

9,25%

11,53%

18,82%

36,77

10%

188%

54

Persentase
ibu hamil
KEK yang
mendapat
makanan
tambahan

100%

50%

79,58%

100

75%

106%

55

Persentase
bayi usia
kurang dari 6
bulan
mendapat ASI
Eksklusif

68,93%

63,33%

76,40%

100

67,50%

113%

56

Prevalensi
bayi dengan
Berat Badan
Lahir Rendah
(BBLR)

5,10%

4,47%

3,84%

100

3,50%

110%

57

Persentase
anak balita
gizi buruk
yang
mendapatkan

100%

100%

100%

100

100,00%

100%
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

perawatan

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

58

Prevalensi
Stunting
(pendek dan
sangat
pendek) pada
anak baduta
(bawah 2
tahun)
(persen)

11,14%

16,48%

19,20%

83,49

15%

128%

59

Cakupan
pemberian
makanan
pendamping
ASI balita
usia 6-24
tahun dari
keluarga
miskin

100%

100%

100%

100

100%

100%

60

Prevalensi
Kekurangan
Gizi
(underweight)
pada anak
balita
(persen)

2,56

1,98

2,44

76,76

1,1

222%

61

Persentase
Balita /Gizi
Kurang dari
keluarga
miskin yang
tertangani

100%

90%

100%

100

100%

100%

62

Persentase
Balita Gizi
buruk dari
keluarga
miskin yang
tertangani

100%

90%

100%

100

100%

100%

63

Cakupan desa
siaga aktif

%

%

12,45%

100

13,20%

94%
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

strata mandiri

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

64

Cakupan
rumah tangga
sehat (persen)

57,52%

72,80%

58%

79,07

80%

73%

65

Prosentase
posyandu
dengan strata
mandiri

21%

22%

36,97%

100

30%

123%

66

Persentase
makanan di
kantin
sekolah dan
industri
rumah tangga
yang
memenuhi
syarat

55%

50%

74,56%

100

80%

93%

67

Persentase
industri
rumah tangga
pangan yang
memiliki
sertifikat
produksi
pangan (SPP-
IRT)

79,06%

84,00%

81,08%

96,52

90%

90%

68

Jumlah
desa/kelurah
an yang
melaksanaka
n Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat
(STBM)

50

6%

1667%

69

Persentase
Desa ODF

6,03%

12,20%

12,07%

98,93

38%

32%

70

Persentase
Tempat-
Tempat
Umum (TTU)

75,90%

70,90%

71,60%

100

90%

80%
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No.

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

yang
memenuhi
syarat
kesehatan

71

Persentase
Tempat
Pengolahan
Makanan
(TPM) yang
memenuhi
syarat
kesehatan

52%

50%

55,80%

100

70%

80%

72

Persentase
fasilitas
pelayanan
kesehatan
ramah
lingkungan

39%

50%

60,00%

100

100%

60%

73

Persentase
ruta miskin
berakses
sanitasi layak

41%

55%

56%

100

80%

70%

74

Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Lansia

69,98%

99,75%

87,36%

87,58

100%

87%

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD, 2017
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Beberapa capaian kinerja urusan kesehatan pada tahun 2017
mengalami kenaikan bahkan melebihi target yang telah
ditetapkan. Kenaikan pertolongan persalinan pada tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten
Wonoosbo berhasil menekan angka kematian ibu menjadi 80 per
100.000 kelahiran hidup atau 10 kasus dan kematian bayi
menurun dari 12,82 menjadi 7,7 per 1000 kelahiran. Pada tahun
2017 ini penyebab kasus kematian ibu sebagian besar disebabkan
karena penyakit penyerta seperti TBC, HIV dan jantung, sehingga
perlu upaya yang lebih intensif lagi dalam penanganan kasus-
kasus ibu hamil dengan penyakit penyerta. Kasus kematian bayi
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pada tahun 2017 sebagian besar masih disebabkan oleh berat
badan lahir rendah. Disis lain, kasus ibu hamil dengan kasus
Kekurangan Energi Kronis (KEK) mengalami peningkatan menjadi
18,82% pada tahun 2017. Status gizi ibu hamil akan
mempengaruhi kesehatan bayi dan ibu hamil itu sendiri.
Disamping minimnya pendapatan keluarga, faktor rendahnya
pendidikan, usia ibu hamil yang terlalu muda, dan menjadi
pekerja sektor informal menyebabkan kurangnya kepedulian
terhadap asupan gizi selama kehamilan. Dalam kasus bumil KEK,
tidak semua mendapatkan intervensi berupa PMT, karena
penyebabnya bukan karena faktor ekonomi, tapi lebih cenderung
ke asupan dan pola makan yang salah, sehingga intervensi yang
lebih tepat adalah pemberian konseling. Angka kematian bayi
akibat BBLR di rumah sakit menurun menjadi O % pada tahun
2017, hal inir elevan dengan penambahan saranna dan prasarana
alat kesehatan pada ruang Intensif Maternal Perinatal (IMP) seperti
Basic Suction Pump, Vacum, serta infant warmer.

Masalah gizi lainnya adalah kasus balita stunting yang pada tahun
2017 mencapai 19,20 Secara nasional Kabupaten Wonosobo
menjadi salah satu dari 100 kabupaten prioritas penanganan
stunting. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bersama dan
perlu kerjasama dengan berbagai pihak baik dari segi penaganan
maupun pendanaan. Sebaran teringgi status stunting di
Kabupaten Wonosobo yang masuk dalam 1000 desa prioritas
adalah desa Sumbersari, Ngaliyan, Tanjunganom, Pulosaren,
Pakuncen, Kwadungan, Purwojiwo, Pagerejo, Sigedang dan
Igirmranak.

Meningkatnya penemuan kasus HIV/AIDS sampai pada tahun
2017 merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam
penanggulangan penyakit menular oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonosobo yang bekerjasama dengan Komisi
Penanggulangan Aids yang secara aktif menggandeng mitra baik
LSM maupun komunitas sosial peduli Aids untuk melakukan
pendampingan, konseling dan penyuluhan ke populasi kunci
dalam rangka menekan bertambahnya kasus HIV/Aids di
Kabupaten Wonosobo. Banyak upaya yang sudah dilakukan
untuk pencegahan penularan HIV/AIDS antara lain Klinik IMS
Mobile dan VCT Mobile, bekerja sama dengan Wonosobo Youth
Center (WYC) sebagai penjangkau, dengan sasaran WPS, TKI,
Pekerja Pabrik, Awak Bus, Pengamen, dan Porter, melakukan
pendekatan dan sosialisasi kepada kelompok rentan tertular
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HIV/AIDS, melakukan test kesehatan secara berkala kepada
komunitas resiko tinggi serta sosialisasi tentang pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS di tingkat sekolah dan masyarakat.
Sampai dengan tahun 2017 jumlah penderita HIV/Aids di
Kabupaten Wonosobo sejumlah 342 penderita dengan 18
diantaranya adalah bayi dan 96 orang diantaranya sudah
meninggal dunia.

Sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan terutama pada
upaya meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, setiap
tahunnya pemerintah Kabupaten Wonosobo meluaskan cakupan
penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan yang sampai pada
tahun 2017 mencapai 70,18% dari jumlah total individu
berdasarkan data BDT 2015.

Upaya pencegahan melalui deteksi dini melalui pemeriksaan IVA
yang dilaksanakan di puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan
terlatih, maupun melalui VCT mobile. Dari 2.130 wanita usia 30-
50 tahun yang melakukan tes IVA, 7,84% terdeteksi IVA positif (
pra kanker). Meskipun cakupan pemeriksaan IVA sudah
mendekati target, namun mengingat temuannya IVA positif cukup
banyak, maka perlu peningkatan cakupan pelayanan terutama
pada VCT mobile untuk menjangkau daerah- daerah terpencil
serta penambahan tenaga kesehatan terlatih beserta sarana dan
prasaranya. Selain pemeriksaan IVA, 4 puskesmas ( Sapuran,
Wonoosbo 1, Kaliwiro dan Selomerto 1) juga sudah bisa melayani
krioterapi , yaitu tindakan pengobatan kanker serviks tahap awal
dengan teknik pendinginan setelah ditemukannya lesi prakanker
dari deteksi dini.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
urusan Kesehatan yaitu :

1. Kesadaran sebagian masyarakat untuk menerapkan perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS) masih kurang.

2. Status Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu dari 100
kabupaten/kota prioritas di Indonesia dalam penanganan
stunting serta naiknya kasus bumik KEK perlu menjadi
perhatian bersama.

3. Kurangnya kesadaran bagi wanita usia produktif untuk
mengikuti pemeriksaan deteksi dini kanker serviks melalaui
test IVA. Banyak wanita yang takut untuk mengikuti test
karena alasan takut sakit ataupun takut terdeteksi penyakit.
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4. Belum semua kantin di sekolah dan industri pengolahan
pangan memenuhi standar keamanan pangan karena lemahnya

pengawasan.

5. Masih tingginya kasus HIV/AIDS di Wonosobo.
Fungsi pelayanan di PKD belum optimal
tunggu pelayanan

o

7. Lama

obat

belum mencapai

target

dikarenakan peningkatan jumlah kunjungan pasien, kurangnya
jumlah loket apotik, SDM apoteker, maupun asisten apoteker

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 32 target
indikator kinerja dengan capaian pada di bawah ini :

Tabel I1.A.3.1

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Tahun 2017
%
. o Realisasi % ) Capaian
No Indikator Kinerja Target Capaian Realisasi | Target 2017
Program (Outcome) 2017 Capaian 2021 terhadap
2017
2017 Target
2021
Persentase panjang
1 |jalan dalam kondisi | 54.333 | 50.339 92,65
baik
Persentase panjang
p |lalan kabupaten 62.383 | 29,17% | 0,47
dalam kondisi
sedang
Persentase jumlah
3 | jembatan kondisi 68.157 | 74.473 109,27
baik
Persentase KSCT
4 | yang terbangun 10% 28% 281,3 60% 47%
jalan lingkar
5 | lingkat kemantapan 62| 74% 120,07 | 75% 99%
jalan
Persentase Panjang
6 |jalan yang 7| 8,01% 114,37 25% 32%
dilakukan
11-26
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No

Indikator Kinerja
Program (Outcome)

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

pemeliharaan rutin
per tahun

Persentase
jembatan kondisi
rusak yang
direhabilitasi per
tahun

16

9,09%

56,82

22%

41%

Rasio ruas jalan
yang telah
dilakukan
inspeksi/pemeriksa
an rutin

0,65

153,85

0,75

133%

Rasio jembatan
yang telah
dilakukan
inspeksi/pemeriksa
an rutin

100

100%

10

Persentase panjang
jalan yang dileger

60%

0%

11

Rasio Panjang jalan
rusak akibat
bencana yang
direhabilitasi

0,867

115,38

100%

12

Rasio Jumlah
jembatan rusak
akibat bencana yang
direhabilitasi

0%

13

Rasio drainase jalan
kondisi baik dan
sedang

0,647

0,969

149,85

0,8

121%

14

Persentase panjang
drainase perkotaan
kondisi baik

64.667

80%

0%

15

Persentase jaringan
Irigasi Kabupaten
Baik

72%

67%

93,05

75%

89%

16

Persentase
penduduk yang
mendapatkan akses
air minum yang

90%

89%

99,01

100%

89%

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT

11-27




No

Indikator Kinerja
Program (Outcome)

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

layak

17

Persentase satuan
permukiman (RW)
yang memiliki IPAL
komunal

3%

28%

1101,25

3,75%

749%

18

persentase desa
yang memiliki
BPSPAM

61%

74%

120,46

56%

132%

19

Persentase
penduduk yang
terlayani sistem air
limbah yang
memadai

14%

40%

0%

20

Persentase
penduduk berakses
sanitasi

66%

53%

80,29

100%

53%

21

Persentase KK ber
akses sanitasi layak

36,67

68%

0%

22

Persentase Kawasan
Kumuh perkotaan

0,398

1.860

467,34

0%

23

Persentase
berkurangnya
luasan permukiman
kumuh di kawasan
perkotaan

12,71

158,88

10%

24

Persentase
Tersedianya
informasi mengenai
rencana tata ruang
(RTR) wilayah
kabupaten beserta
rencana rincinya
melalui peta analog
dan peta digital

79,17
%

78,96%

99,74

100%

79%

25

Persentase RDTR
yang dilegalisasi

53%

0%

26

Persentase luas
permukiman yang
tertata

80%

90%

0%
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%
Realisasi % Capaian
No Indikator Kinerja Target Czap;SiZ:: Realisasi | Target 2017
Program (Outcome) 2017 2017 Capaian 2021 terhadap
2017 Target
2021
Persentase peta
27 | RDTR yang 0% 0% 0 100% 0%
direkomendasi BIG
Rasio Ruang
gg | Terbuka Hijau per 0,209 0 54% 0%
satuan luas wilayah
(ber-HPL /HGB)
Persentase luas RTH
29 | perkotaan per luas 39% | 41,47% 105,83 40% 104%
wilayah perkotaan
Persentase
tersedianya luasan
30 | RTH publik sebesar 75% | 75,00% 100 100% 75%
20% dari luas
wilayah perkotaan
Rasio Bangunan/
31 |Rumah yang tidak 28% 0 20% 0%
sesuai dengan
pemanfaatan ruang
Persentase jumlah
32 g;gﬁ;‘ﬁr(lﬁg) 10.000 | 4,88% 0,49 60% 8%
yang diterbitkan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rangkuman indikator
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capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
tahun 2017. Indikator “prosentase panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik” tercapai sebesar 50,339%. Capaian ini lebih rendah
dibandingkan dengan target capaian RPJMD tahun 2017 sebesar
54,33%. Hal ini disebabkan adanya penambahan panjang ruas
jalan kabupaten pada tahun 2016 sebagai bilangan pembagi
persentase. Proyeksi capaian target RPJMD didasarkan pada Surat
Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 620/303/2014 yang
menetapkan panjang ruas jalan kabupaten 779,891 km,
sedangkan penghitungan capaian tahun 2017 didasarkan pada
panjang ruas jalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Wonosobo Nomor 630/300/2016 yang menetapkan panjang ruas
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jalan kabupaten pada tahun 2016 menjadi sepanjang 999,276 km.
Jika dikonversi dalam data nominal, panjang jalan dalam kondisi
baik tersebut sepanjang 503,026 km dan jika dihitung persentase
dengan panjang jalan keseluruhan berdasarkan data dasar pada
target RPJMD sepanjang 779,891 km maka akan mencapai
persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 64,5% yang
berarti tidak melebihin dari target. Disamping itu, capaian
program pembangunan jalan yang dibarengi dengan Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, diikuti pula
dengan laju kerusakan serta habisnya umur teknis jalan yang
lebih cepat dari pada laju pembangunan.

Di samping itu, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten
Wonosobo juga memprioritaskan pembangunan beberapa ruas
jalan strategis guna mendukung Dieng sebagai Kawasan Strategis
Pariwista Nasional. Diantara ruas jalan yang dibangun pada tahun
2017 adalah Candiyasan-Keseneng dan ruas Jalan Rake
Panangkaran. Ruas jalan Candiyasan-Keseneng ditujukan untuk
mengantisipasi titik rawan kecelakaan dari arah Kledung sampai
kertek, mengurangi tingkat kepadatan di pertigaan Kertek, sebagai
pendukung pariwisata, serta membuka akses pengembangan
wilayah baru pada koridor Kertek bagian utara sampai dengan
pertigaan Andingsili. Namun demikian, pada tahun 2017
pembangunan belum selesai dilaksanakan karena keterbatasan
pendanaan dan sebagian baru selesai untuk pembebasan lahan
sehingga keberadaan jalur jalan belum dapat difungsikan
sebagaimana mestinya.

Pembangunan jalan strategis lainnya yaitu ruas Jalan Rake
Panangkaran yang menghubungkan Menjer dengan Dieng (PLN-
Dieng Wetan). Ruas ini akan dijadikan jalur alternatif menuju
Dieng dimana jalur utama yang ada sekarang sebagian besar
merupakan daerah rawan bencana dan ketika terjadi bencana
(longsor) akses ke Dieng sering terisolir secara total. Keberadaan
Jalan Rake Panangkaran juga diharapkan mamou menjadi
pengurai kepadatan lalu lintas di Kawasan Wisata Dieng yang
terjadi pada musim libur atau pada hari-hari raya dimana jumlah
pengunjung meningkat secara drastis.

Selain menjadi pendukung KSPN Dieng, pembangunan ruas Jalan
Rake Panangkaran diharapkan dapat menjadi jalur integrasi antar
objek wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo antara Dieng
dengan Telaga Menjer maupun objek lainnya yang berada di
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kawasan Perkotaan Wonosobo. Selama ini, dalam kepariwisataan
lebih dikenal kawasan Dieng daripada Wonosobo itu sendiri
sehingga dengan adanya jalur integrasi antar objek diharapkan
dapat mengenalkan pariwisata Wonosobo secara keseluruhan. Di
sisi lain, pembangunan Jalan Rake Panangkaran juga merupakan
langkah antisipatif Pemerintah = Kabupaten Wonosobo dalam
menyikapi kebijakan pemerintah pusat dengan adanya
pembangunan jalan Tol Trans Jawa melalui jalur Pantura. Dengan
adanya pembangunan Jalan Tol tersebut, berkembang wacana
pembangunan jalur akses menuju Dieng dari Kabupaten Batang.
Jika hal ini terjadi maka besar kemungkinan pengunjung Dieng
tidak lagi lewat jalur Perkotaan Wonosobo sehingga keberadaan
Jalan Rake Panangkaran mempunyai peran strategis sebagai jalur
integrasi antar objek yang diharapkan akan dapat menarik
pengunjung untuk mengakses objek yang berada dibawah
Kawasan Dieng.

Sebaliknya, pada indikator “Prosentase daerah irigasi dalam
kondisi baik” capaian kinerja pembangunan daerah hanya
mencapai 66,726% dari target sebesar 71,713% atau terjadi selisih
sebesar 4,987%. Hal tersebut salah satunya disebabkan
disebabkan oleh derasnya tekanan air sehingga menggerus
bangunan serta secara umur teknis kondisi sebagian besar
jaringan irigasi sudah hampir habis.

Pada sisi penataan ruang, sesuai dengan arahan RPJMD capaian
kinerja diukur dengan kemampuan daerah dalam menyediakan
informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten
beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital dan
jumlah RDTR yang dilegalisasi. Selama kurun waktu 2017 capaian
persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang
(RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta
analog dan peta digital sebesar 73,96%%. Capaian ini dipicu oleh
perbaikan pada penyediaan informasi, kajian dan rekomendasi
untuk arahan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh masing-
masing OPD pengampu dan juga oleh BKPRD yang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri diubah menjadi TKPRD. Sesuai
dengan arahan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2015 tentang Ijin
Pemanfaatan Ruang maka semua kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat harus dilandasi oleh informasi atau rekomendasi tata
ruang yang dikeluarkan secara resmi oleh BKPRD. Meskipun
masih banyak di dapati pemanfaatan ruang yang tidak
memperhatikan arahan tata ruangnya akan tetapi dari tahun ke

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT I1-31



tahun terdapat peningkatan jumlah pemohon informasi atau
rekomendasi tata ruang.

Dalam kaitannya dengan indikator Persentase RDTR yang
dilegalisasi, masih belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya
yaitu capaian masih 0%. keseluruhan RDTR yang
diamanatkan oleh Perda RTRW Kabupaten Wonosobo, baru
tersusun 13 naskah studi RDTR kecamatan, itupun masih belum
memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan. Secara umum,
penyusunan RDTR di Jawa Tengah memang masih menemui
kendala. Dari Keseluruhan 35 Kabuapten/kota hingga 2017 juga

belum ada satupun yang berhasil menetapkan perda RDTR.

Dari

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

1. Dalam upaya pemenuhan target 100% layanan air minum
masyarakat terkendala pada penguasaan mata air
2. Kurang tepatnya desain fasilitas ramah disabilitas

3. Adanya keterlambatan penentuan APBD Perubahan yang
berimbas ada ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang

terbatas

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel II.A.4.1
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
Indikator . L % Capaian
L Realisasi Realisasi o
Kinerja . Target . Realisasi | Target 2017
No. Capaian Capaian .
Program 5016 2017 5017 Capaian | 2021 | terhadap
(Outcome) 2017 Target
2021
; | Rasio Rumah 0,753 | 0,895 0,761 85,03 | 0,914 | 83%
Layak huni
Kekurangan
tempat tinggal
2 | (backlog) 37608 | 32816 21575 152,10 | 29415 73%
berdasarkan
perspektif
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No.

Indikator
Kinerja
Program

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap

(Outcome) Target

2021

menghuni

Cakupan
rumah
huni
terjangkau

layak

3,81% | 5,00% 3,96% 79,20 | 10% 40%

Rasio tempat
pemakaman

4 | umum per
satuan
penduduk

1.358 | 1.000 1.342 134,20 | 1000 134%

Persentase
rumah  yang
5 | diperbaiki
akibat
bencana

0% | 2,00% 2,73% 136,50 | 100% 3%

Sumber: Dinperkimhub, DPUPR, BPBD, DPMPST, 2017

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman pada tahun 2017 secara umum mengalami
peningkatan. Pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi perhatian
pemerintah untuk ditangani. Capaian rumah tangga pengguna air
bersih di Kabupaten Wonosobo selalu didorong untuk dapat
ditingkatkan. Untuk wilayah perkotaan dan sekitarnya penyediaan
air bersih dilaksanakan oleh PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo.
Melalui Program Hibah Air Minum Perkotaaan APBN 2017 dapat
mendanai 2.000 SR baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR). Sehingga PDAM secara keseluruhan mencatat peningkatan
jumlah pelanggan/ sambungan rumah dari 81.999 SR di tahun
2016 menjadi 87.596 SR pada tahun 2017. Pemenuhan air bersih
juga dilakukan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melalui kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.161.695.200,00 serta
kegiatan Pembangunan Sistem Air Minum Pedesaan dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 984.489.000,00. Selain itu ditopang
dengan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat
(PAMSIMAS) untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh
layanan PDAM. Pada tahun 2017 program PAMSIMAS mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp  3.770.000.000,00 untuk
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melaksanakan kegiatan di 6 (enam) kecamatan dengan sasaran
sebanyak 12 (dua belas) desa yaitu di Kecamatan Kalikajar (Desa
Butuh, Simbang, Kembaran, Tegalombo, Lamuk dan Rejosari),
Kecamatan Kertek (Desa Candiyasan), Kecamatan Kepil (Desa
Kagungan dan Tegalgot), Kecamatan Kejajar (Desa Jogogan),
Kecamatan Garung (Desa Maron) serta Kecamatan Mojotengah
(Desa Derongisor) sebagai penerima kegiatan. Kolaborasi kegiatan-
kegiatan penyediaan air bersih tersebut mampu melayani
sejumlah 212.303 KK yang sehingga capaian Rumah tangga
pengguna air bersih meningkat menjadi 88,82% atau naik 2,11%
dari capaian tahun 2016.

Pada tahun 2017 melalui kegiatan Bantuan Dana Intensif (BDI)
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dialokasikan anggaran
sebesar Rp 500.000.000,00 dari APBN, yang dilaksanakan di
Kelurahan Jaraksari. Disamping itu Pemerintah Kabupaten
Wonosobo juga menganggarkan dana melalui APBD sebesar Rp
800.000.000,00 untuk kegiatan Penataan Lingkungan Kelurahan
di empat lokasi di wilayah Kelurahan Sambek, Mlipak, Jaraksari
dan Wonosobo Barat. Kolaborasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat
menurunkan luas lingkungan permukiman kumuh menjadi
61,988 Ha atau turun 23.768 m2 dari tahun 2016 sehingga
capaian lingkungan permukiman kumuh menjadi 0,759% atau
turun 0,029% dari capaian tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017
melakukan upaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak
huni melalui kolaborasi berbagai macam program. Seperti dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang
memberikan bantuan sebesar Rp4.325.500.000,00 dengan
rincian untuk rumah tidak layak huni dengan kategori rusak
ringan menerima Rp 7,5 juta, kategori rusak sedang menerima Rp
10 juta dan kategori rusak berat menerima Rp 15 juta. Diikuti
bantuan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan
untuk membantu 768 KK dengan total anggaran sebesar Rp
7.680.000.000,00 dimana masing-masing menerima bantuan
sebesar Rp 10 juta. Sedangkan dari APBD Kabupaten Wonosobo
mengalokasikan bantuan untuk 338 KK dengan anggaran sebesar
Rp 4.910.000.000,00 dengan rincian masing-masing menerima RP
10 juta. Selain itu ditopang dengan partisipasi dari sumber
anggaran lainnya, misalnya CSR, Dana Desa dan lain sebagianya.
Dari program-program tersebut, berkontribusi menurunkan
jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.883 rumabh,
sehingga jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2017
berkurang manjadi 55.403 rumah. Data tersebut menjadi faktor

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT 11-34



pengurang bagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Wonosobo
pada tahun 2017 yaitu sebanyak 231.996 rumah dan
mendapatkan data jumlah rumah layak huni sebanyak 176.593
rumah. Sehingga dapat diketahui capaian rumah layak huni
tahun 2017 adalah sebesar 76,12%.

Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan dari capaian
tahun 2016 sebesar 0,753 menjadi 0.761 di tahun 2017, akan
tetapi masih di bawah target capaian sebesar 0,895. Hal ini
mengindikasikan bahwa masih banyak rumah tinggal tidak layak
huni (RTLH) di Kabupaten Wonosobo yang belum tertangani.

Capaian kinerja kekurangan tempat tinggal (backlog)
berdasarkan perspektif menghuni untuk tahun 2017 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan menjadi 21.575. Hal ini
disebabkan data base untuk dasar perhitungan backlog ini
mengalami perubahan, dengan mengkoreksi jumlah Kepala
Keluarga (KK) yang pada tahun sebelumnya masih menggunakan
data proyeksi pertumbuhan KK menjadi data dari Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) berdasarkan
aplikasi nasional. Sedangkan data jumlah rumah keseluruhan
juga berubah dari tahun sebelumnya yang menggunakan
proyeksi pertambahan rumah hasil dokumen RP3KP tahun 2011
menjadi data proyeksi pertumbuhan jumlah rumah berdasarkan
perhitungan data citra satelit. Penggunaan data citra satelit
dengan resolusi tinggi dari BIG (Badan Informasi Geospasial) ini
merupakan upaya untuk memperoleh data yang lebih detail dan
akurat. Namun demikian kedepannya perlu dibangun sistem
informasi perumahan yang salah satunya memuat data rumah by
name by address di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo,
sehingga perhitungan capaian kinerja kekurangan tempat tinggal
(backlog) berdasarkan perspektif menghuni untuk tahun-tahun
berikutnya semakin valid.

Untuk capaian cakupan rumah layak huni terjangkau mengalami
kenaikan dari 3,81% di tahun 2016 menjadi 3,96% pada tahun
2017, yang mana masih di bawah target sebesar 5%. Hal ini
menggambarkan masih rendahnya penambahan jumlah rumah
di Kabupaten Wonosobo.

Sedangkan rasio tempat pemakaman umum per satuan
penduduk mengalami penurunan dari capaian tahun 2016
sebesar 1,358 menjadi 1,342 di tahun 2017, hal ini terjadi karena
jumlah tempat pemakaman umum tidak mengalami tidak
penambahan sedangkan jumlah penduduk selalu bertambah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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(BPBD) sampai dengan tahun 2017 tercatat sejumlah 366 rumah
terkena bencana. Pada tahun 2017 berhasil ditangani sejumlah
10 rumah, sehingga persentase rumah yang diperbaiki akibat
bencana sebesar 2,73%.

Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi
Perumahan
Permukiman sebagai berikut:

pelaksanaan

urusan

Rakyat

dan

dalam
Kawasan

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan sanitasi

ShE R

Terbatasnya dana pembangunan sanitasi
Terbatasnya lahan yang tersedia untuk lokasi IPAL Komunal
Tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH)
Sulitnya mendapatkan data di bidang perumahan khususnya

data jumlah rumah dengan tingkat keakuratannya yang tinggi

o

5. Urusan Ketentraman,

Rendahnya kepemilikan rumah

Ketertiban Umum Dan Perlindungan

Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja
sebanyak 20 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel
II.LA.5.1.

Tabel I1.A.5.1
Capaian Kinerja Urusan Urusan Trantibum dan Linmas
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
. o o S % Capaian
Indikator Kinerja | Realisasi Realisasi .
. Target . Realisasi | Target 2017
No Program Capaian 17 Capaian . 1 had
(Outcome) 2016 20 5017 Capaian | 202 terhadap
2017 Target
2021
Tingkat 73.60
1 | partisipasi 72,92% ’ Y 72,92% 99,08 75% 97%
pemilih °
Prosentase kasus
pelanggaran
o |HAMyang 1| 100% | 5,00% | 5,00 | 100% | 5%
dilaporkan dan
difasilitasi
penyelesaiannya
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No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

Persentase
siskamling aktif

55%

55%

50,00%

90,91

75%

67%

Prosentase
FKDM yang aktif

65%

70%

60,00%

85,71

85%

71%

Persentase
lembaga
keagamaan dan
kemasyarakatan
yang telah
berbadan hukum
indonesia yang
mendapat
bantuan
pemerintah
daerah

70%

70%

50,00%

71,43

85%

59%

Rasio tempat
ibadah per
satuan
penduduk
(jumlah tempat
ibadah/jumlah
penduduk)x1000

4,42

4,42

4,42

100,00

4,45

99%

Persentase
patroli siaga
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat

75%

90%

67,00%

74,44

90%

74%

Tingkat
penyelesaian pe-
langgaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten/ Kota

85%

90%

100,00%

111,11

100%

100%

Angka
kriminalitas yang
tertangani

70%

85%

75,00%

88,24

85%

88%

10

Rasio kasus
penyakit

0,025

0,005

0,025

500,00

0,005

500%
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No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

masyarakat/
PEKAT
(pornografi,
pornoaksi,
penyalahgunaan
narkoba,
perjudian,
prostitusi, dan
berbagai jenis
praktik asusila)
per 1.000
penduduk

11

Cakupan Patroli
siaga ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat

0,25

0,29

7.460

2572,41

0,4

12

Cakupan rasio
petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas) di
Kabupaten/ Kota

1,23

1,3

4,4

338,46

1,5

293%

13

Rasio jumlah
Polisi Pamong
Praja per 10.000
penduduk

0,64

0,64

0,53

82,81

0,74

2%

14

Persentase
LINMAS terlatih

9%

15%

8,00%

53,33

40%

20%

15

RasioPos
Siskamling per
jumlah
desa/kelurahan

0,05

4,80

39,06%

8,14

7,04

6%

16

Persentase desa
siaga bencana

25%

30%

25,00%

83,33

75%

33%

17

persentase
sekolah tanggap
bencana

80%

0,00%

0,00

100%

0%

18

capaian
pembentukan
wilayah

0,00%

0,00

0%

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT

II-38




No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

manajemen
kebakaran
(WMK) pada
lingkungan dan
atau kawasan
potensi
kebakaran

19

cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran

92%

93%

95,00%

102,15

100%

95%

20

Tingkat waktu
tanggap
(response time
rate) daerah
layanan WMK

35%

40%

35,00%

87,50

75%

47%

Sumber : Kantor Kesbangpol, Satpol PP, dan BPBD Kab. Wonosobo, 2018
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Frekuensi kegiatan Pembinaan politik daerah pada tahun 2017
mengalami penurunan dari 3 kegiatan menjadi 2 kegiatan di
tahun 2017. Penurunan jumlah jumlah kegiatan pembinaan
politik pada tahun 2017 disebabkan pada tahun 2017 tidak ada
pesta demokrasi di Kabupaten Wonosobo. Demikian juga dengan
kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP juga
mengalami penurunan jumlah pada tahun 2017. Hal tersebut
disebabkan oleh bertambahnya jumlah LSM, ormas dan OKP
sedangkan jumlah anggaran mengalami stagnasi.

Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun
2017 juga mengalami penurunan menjadi 0,53%. Turunnya rasio
satpol PP terhadap jumlah penduduk disebabkan oleh adanya
mutasi pegawai Satpol PP ke perangkat daerah lainnya dan
memasuki masa pensiun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik IndonesiaNomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka jumlah
minimal pegawai Satpol PP dari kabupaten/kota minimal pegawai
sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan
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Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
sebagai berikut:

1.

Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami
perlunya kecintaan terhadap tanah air, pentingnya rasa
persatuan, dan pengamalan Pancasila sebagai Idiologi
Negara

Kelompok-kelompok radikal selalu memanfaatkan situasi
dan moment-moment tertentu untuk kepentingannya
sendiri/ kelompoknya sehingga dapat menimbulkan
kerawanan sosial

Belum terpadunya pemahaman terhadap Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat yang merupakan urusan
wajib pemerintahan

Adanya keterbatasan letak geografis dan topografi yang
potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya
cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan
dengan jenis potensi bencana yangberagam menghambat

kecepatan penyebaran arus data dan penanganan bencana

6. Urusan Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian
kinerja sebanyak 14 target indikator kinerja dengan capaian pada

Tabel I1.A.6.1

Tabel I1.A.6.1
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Wonosobo 2017

%

o .
Indikator Kinerja | Realisasi Realisasi /0 : Capaian
. Target . Realisasi | Target 2017
No Program Capaian Capaian .
(Outcome) 2016 2017 5017 Capaian | 2021 | terhadap
2017 Target
2021
Persentase PMKS
1 |yang terlayani 90 89,72 | 86,19% 96,07 95% 91%
jaminan sosial
Persentase PMKS
2 |yang mendapat| 26,48 46,20 | 20,65% 44,70 63,2% 33%

bansos

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT
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No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

Persentase panti
yang
menyediakan
sarpras
kesejahteraan
sosial untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar

DTT

38,84

88,24%

227,19

61%

145%

Persentase
penyandang
cacat fisik dan
mental serta
lanjut usia tidak
potensial  yang
menerima
jaminan sosial

19

10

9,31%

93,10

30%

31%

Persentase PMKS
yang menerima
program

pemberdayaan
melalui KUBE
atau  kelompok
sosial ekonomi
sejenis lainnya

37,6

2,92%

7,71

60%

5%

Persentase anak
terlantar, balita
terlantar, ABH,
anak dengan
kecacatan yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya

71,2

52

41,95%

80,67

74,4%

56%

Persentase
penyandang
cacat
trauma
kebutuhan
dasarnya
terpenuhi

dan
yang

DTD

58

14,06%

24,24

65%

22%

Jumlah
sosial

panti

17

17

17

100

20

85%
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No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

Presentase panti
sosial berbadan
hukum

94,1

65

88,24%

135,75

100%

88%

10

Presentase
lembaga  sosial
yang berbadan
hukum

45

43

46%

106,98

60%

77%

11

Persentase
kenaikan zakat
di lembaga ZIS

(-)4,31

()7,28%

(-)145,6

19%

-38%

12

Presentase PMKS
yang
memperoleh
bantuan  sosial
untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar

26

46,27

39,67%

84,80

60%

66%

13

Cakupan Raskin
terhadap Rumah
Tangga Miskin

61,60

65,16

87,36

134,07

79,42

110%

14

Persentase rata-
rata kenaikan
PMKS yang
memiliki
kemandirian
ekonomi

11,5

2,89%

96,33

2,5%

116%

Sumber : Dinsos PMD, Bagian Kesra dan Bagian Pemerintahan Setda, 2017
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Panti sosial sebagai sarana pembinaan dan penampungan bagi
PMKS di Kabupaten Wonosobo sejumlah 17 panti terdiri dari 12
panti asuhan anak, 1 panti sosial tresna werda (panti jompo), 1 panti
sosial bina laras, 2 panti sosial bina rungu wicara, 1 rumah singgah/
Shelter dan pada tahun 2017. Semua panti telah berbadan hukum,
artinya secara kelembagaan sudah mendapat pengakuan dari
Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Kelembagaan Sosial yang
tabel diatas mencapai
meskipun meningkat 1 % dibandingkan tahun 2016 tetapi sudah
diatas target yang telah ditetapkan dalam RKPD 2017.

sudah berbadan hukum sesuai

46 %

Upaya pemberdayaan PMKS dimaksudkan agar PMKS dapat hidup
mandiri. Kenaikan rata-rata PMKS mandiri mencapai 2,89 % masih
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dibawah target RKPD tahun 2017 meskipun % realisasi capaian
tahun 2017 mencapai 96,33 %, sehingga pada tahun berikutnya
PMKS mandiri harus lebih ditingkatkan mencapai 100 %.

Capaian kinerja terhadap Persentase Kenaikan Zakat di Lembaga ZIS
juga perlu mendapat perhatian, berdasarkan tabel di atas pada
tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan zakat di 4 lembaga ZIS
dari 6 (enam) yang tercatat, yaitu KSPPS BMT Marhamah, BMT
Melati, LAZISMU dan BAZNAS sedangkan yang naik yaitu KSPPS
TAMZIS BINA UTAMA dan KSPPS AL HUDA, sehingga % realisasi
capaian tahun 2017 terjadi penurunan hingga 145,6 %. Penurunan
sejak tahun 2015 sejumlah Rp 2.638.325.608,- menurun pada tahun
2016 sejumlah Rp 2.524.513.726,- dan tahun 2017 sejumlah Rp
2.340.711.474,-. Penurunan ini dikarenakan hanya 6 lembaga ini
yang melaporkan sehingga perlu lebih didorong kesadaran lembaga
ZIS yang lain untuk dapat melaporkan penerimaan dan penyaluran
zakat kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo sehingga dapat
dilihat capaian kinerja secara keseluruhan.

Permasalahan dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial serta
upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Data PMKS belum valid/lengkap

2. Tidak terlayaninya penyandang masalah kesejahteraan sosial
dalam keluarga miskin oleh berbagai program karena
ketidaktahuan keluarga maupun ketidakmampuan program
menjangkau keberadaannya

3. Besarnya cakupan sasaran dan tantangan aktual dalam bagi
penyelenggaraan pelayanan/rehabilitasi PPMKS dibandingkan
dengan sumber daya yang tersedia

4. Masih kurangnya kebijakan pendukung tentang penanganan
masalah kesejahteraan sosial yang bisa menjangkau semua
permasalahan sosial.

B.Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 14 target indikator kinerja dengan
capaian pada Tabel II.B.1.1.

Tabel II.B.1.1
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo Tahun
2017
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Persentase
kenaikan
kepersertaan
pekerja
dalam
jaminan
kesehatan

10%

40%

62,76%

156,90

80%

78%

Persentase
sengketa
pengusaha
pekerja per
tahun yang
diselesaikan

100%

100%

100,00%

100,00

100%

100%

Persentase
Perusahaan
yang
menerapkan
syarat kerja
non
diskriminatif

75%

76%

79,00%

103,95

100%

79%

Angka
sengketa
pengusaha -
pekerja per
tahun,

23

766,67

Persentase
angkatan
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
berbasis
Kompetensi

43%

50%

58,00%

116,94

60%

97%

Persentase
angkatan
kerja yang
mendapat
pelatihan
berbasis
masyarakat

44%

69%

57,46%

83,28

75%

7%

Persentase
peserta

3%

14,80%

493,33

15%

99%
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Pelatihan
yang
mendapatkan
sertifikat
kompetensi

Persentase
warga miskin
yang
mendapatkan
pelatihan
ketrampilan

12%

12%

23,00%

191,67

25%

92%

Persentase
instruktur
bersertifikat
kompetensi

0,1873

18,75%

9,38

10

2%

10

Persentase
Lembaga
Kursus dan
Pelatihan
bersertifikat
Nasional

0,04

0,00%

0,00

20%

0%

11

Persentase
Pencari Kerja
Terdaftar
yang
ditempatkan

62,61%

47,34%

60,42%

127,63

55%

110%

12

Peningkatan
jumlah
kerjasama
penempatan
tenaga kerja
dengan
perusahaan

19%

13%

16,00%

123,08

30%

53%

13

Persentase
warga miskin
yang
mendapatkan
pelatihan
ketrampilan

12%

12%

23,00%

191,67

30%

7%

14

Persentase
Ruta miskin

0,03

0,00%

0,00

20%

0%
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%

Indikator L L % Capaian
L. Realisasi Realisasi .
Kinerja . Target . Realisasi | Target 2017
No Capaian Capaian .
Program 2016 2017 2017 Capaian | 2021 | Terhadap
(Outcome) 2017 Target
2021

yg mampu
menjadi wira
usaha

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2017
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Pada tahun 2017 ini terdapat persamaan indikator kinerja
berdasar RKPD dibanding dengan tahun sebelumnya. Mengacu
pada RPJMD 2016-2021 terdapat 3 program yang masuk dalam
ketenagakerjaan yaitu Program  Pengembangan
Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja, dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif. Ketiga program tersebut diarahkan
pada upaya pencapaian indikator RPJMD di atas.

urusan

Indikator capaian Program Pengembangan Hubungan Industrial
dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja antara lain
adalah Persentase Kenaikan Kepersertaan Pekerja Dalam
Jaminan Kesehatan,Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja Per
Tahun Yang Diselesaikan, Perusahaan Yang
Menerapkan Syarat Kerja Non Diskriminatif, dan Angka
Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun Yang Diselesaikan.

Persentase

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada indikator Persentase
Kenaikan Kepersertaan Pekerja Dalam Jaminan Kesehatan
terjadi kenaikan persentase kepesertaan pekerja pada jaminan
kesehatan/sosial sebesar 5,91% dimana pada tahun 2016
terdapat 56,85% pekerja yang telah menjadi peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan, namun pada tahun 2017 terdapat 62,76%
pekerja yang  tercatat sebagai peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh semakin
banyak pekerja yang mengetahui tentang manfaat dari
kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan. Angka 5,91% bukanlah
angka yang cukup baik, namun hal ini akan menjadi evaluasi
bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk
memberikan terobosan agar semakin banyak pekerja yang
mengikuti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan terus
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mendorong keterlibatan aktif perusahaan untuk memenuhi hak
pekerja termasuk dalam keikutsertaan pekerja sebagai peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003 yang dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha, akan
menciptakan kondisi iklim kerja yang kondusif dan perhatian
terhadap kesehatan dan keselamatan kerja sebagai hak dasar
pekerja akan lebih terjamin yang akan mendukung terciptanya
iklim usaha kondusif, pada akhirnya mampu menarik investor
masuk ke Wonosobo.

Untuk mencapai hal tersebut, upaya penyelesaian sengketa
pengusaha — pekerja menjadi salah satu perhatian bagi Kantor
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengingat pentingnya menjaga
situasi dunia usaha yang kondusif, dan pentingnya kepastian
penyelesaian sengketa secara adil dan bermartabat bagi kedua
belah pihak, yang difasiiasti melalui Kegiatan Fasilitasi
Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial. Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun
2017 terdapat 23 sengketa pengusaha - pekerja, dan semua
sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
merupakan suatu program dalam urusan ketenagakerjaan yang
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja melalui serangkaian intervensi kegiatan berupa
pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, sehingga dengan
bekal ketrampilan yang dimilikinya ~masyarakat bisa
mendapatkan pekerjaan baik sebagai karyawan pada
perusahaan maupun dengan berusaha mandiri. Indikator
kinerja berupa : persentase angkatan kerja yang mendapatkan
pelatihan berbasis kompetensi, persentase angkatan kerja yang
mendapat pelatihan berbasis masyarakat, persentase peserta
pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi, persentase
warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan,
persentase instruktur bersertifikat kompetensi, persentase
lembaga kursus dan pelatihan bersertifikat nasional, persentase
pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, peningkatan jumlah
kerjasama  penempatan tenaga kerja dengan perusahaan,
persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan
ketrampilan.

Pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga
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Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah pelatihan berbasis
kompetensi, yaitu pelatihan yang berpedoman pada SKKNI
(Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia) dengan pelatihan
ini diharapkan peserta mampu mencapai standar kompetensi
sehingga peserta bisa mendapatkan manfaat dari
kemampuannya tersebut baik dengan bekerja pada dunia
industri maupun dengan berwirausaha. Capaian indikator
Persentase Angkatan Kerja yang mendapat pelatihan berbasis
kompetensi pada Tahun 2017 sebesar 58% artinya hanya 58
orang dari 100 orang pendaftar pelatihan yang bisa mengikuti
pelatihan berbasis kompetensi, meningkat dibanding capaian
tahun sebelumnya (2016) sebesar 43,19%. Hal ini terjadi karena
besarnya animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan belum
sebanding dengan fasilitas yang tersedia.

Salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan adalah
masalah terbatasnya akses keluarga miskin atas berbagai
fasilitas baik akses pendidikan, akses terhadap layanan
kesehatan, akses terhadap sumberdaya ekonomi, termasuk
terbatasnya akses mendapatkan pekerjaan dan pelatihan kerja
yang memungkinkan meningkatnya ketrampilan sehingga
terbuka peluang lebih untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak. Maka indikator persentase warga
miskin yang mendapat pelatihan menjadi salah satu indikator
penting untuk membantu warga miskin membuka peluang
terlibat aktif dalam aktifitas ekonomi setelah mendapat pelatihan
kerja. Untuk indikator persentase warga miskin yang
mendapatkan pelatihan ditunjukkan pada tabel di atas, terlihat
baru 23% dari peserta pelatihan merupakan warga miskin.
Angka ini sudah melampaui target kinerja tahun 2017 sebesar
12%, namun capaian ini akan terus ditingkatkan dengan
memperbesar porsi peserta pelatihan bagi warga miskin.

Kualitas instruktur, yang antara lain diukur dengan sertifikat
kompetensi yang dimiliki, menjadi bagian penting dalam
peningkatan kualitas lulusan pelatihan. Oleh karena itu upaya
untuk memperbaiki kualitas instruktur terus dilakukan antara
lain dengan mendorong insruktur menngikuti sertifikasi, dan hal
ini menjadi salah satu indikator kinerja, yaitu persentase
instruktur yang bersertifikat kompeten. Tabel di menunjukkan
capaian indikator ini sebesar 18,75% dimana dari 16 instruktur
3 diantaranya telah bersertifikat kompeten, yaitu 2 orang
instruktur pada kejuruan otomotif dan 1 orang pada kejuruan
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menjahit.

Salah satu indikator penting dalam penempatan tenaga kerja
adalah peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja
dengan perusahaan, yang tahun ini capaian kinerjanya adalah
sebesar 16 %, artinya terdapat peningkatan kerjasama
penempatan dengan perusahaan dibanding dengan tahun
sebelumnya. Pada tahun 2017 terdapat 29 perusahaan yang
melakukan  kerjasama penempatan. Sementara jumlah
kerjasama penempatan pada tahun sebelumnya sebanyak 25
perusahaan.

Meskipun telah melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan
pada Tahun 2017, pencapaian beberapa indikator pada progam
ini mengalami penurunan, diantaranya adalah indikator
persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Pada tahun
2016 capaian indikator ini adalah 62,61%, sedangkan pada
tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 60,42%. Pada tahun
2017 tercatat 6.226 pencari kerja terdaftar. Dari angka tersebut
3.762 orang bisa ditempatkan, baik melalui Program Antar Kerja
Lokal (Penempatan tenaga Kerja Dalam Satu Provinsi), Antar
Kerja Antar Daerah (Penempatan Tenaga Kerja di luar provinsi)
dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Secara umum  permasalahan yang berkaitan dengan

pelaksanaan urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Desain produk pelayanan yang belum berorientasi ke
pelanggan (customer oriented) membuat layanan kepada
masyarakat terutama para pencari kerja menjadi tidak
optimal.

2. Masih terbatasnya lapangan kerja yang tidak sebanding
dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia, serta
ketidaksesuaian peluang kerja yang ada dengan pendidikan
dan kemampuan yang dimiliki oleh para pencari kerja.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 target
indikator kinerja dengan capaian pada Tabel II.B.2.1

Tabel II1.B.2.1
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Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

CPR/
Contraceptive
Prevalancy Rate
(Prevalensi
Peserta KB aktif)

80,46

81,20%

74,49%

92

85,20%

95,31%

Cakupan
penyediaan
informasi data
mikro keluarga di
setiap
desa/kelurahan
100% setiap
tahun

100%

100%

100,00%

100

100%

100,00%

Rasio petugas KB
/desa

4,03

2,88

4,07

141,32

96,00%

Age Spesific
Fertility Rate
(ASFR) 15-19

65

85

64

125

45

188,89%

Unmetneed

8,36

7,85

12,16

45,09

7,57

103,70%

Cakupan
kepersertaan KB
pada PUS
keluarga pra
sejahtera

30,01

50

75,5

151

75

66,67%

Persentase
Peserta KB MKJP
(Metode
Kontrasepsi
Jangka Panjang)

41,02

43

32,38

75,3

45

95,56%

Drop out KB

17,2

16,52

37,68

28,08

10

165,20%

% Kepersertaan
KB Pria

2,33

2,80%

2,15%

76,79

4%

70,00%

10

Jumlah
Kelompok Bina
Keluarga Balita
(BKB)

432

452

432

95,58

457

98,91%

11

% anggota Bina
Keluarga Balita
(BKB) ber-KB

87,36

87,35

83,11%

95

87,39%

95,42%
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No.

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

12

Jumlah
Kelompok Bina
Keluarga Remaja
(BKR) yang
terbentuk dan
terbina

233

224

235

104,91

234

95,73%

13

Jumlah
Kelompok Bina
Keluarga Lansis
(BKL) yang
terbentuk dan
terbina

20

266

1330

40

50,00%

14

Rata-rata usia
kawin pertama
perempuan

16,9
tahun

17

17,01

100,06

18
tahun

94,44%

15

Rata-rata usia
melahirkan
pertama
perempuan

17

18

18,01

100,06

20
tahun

90,00%

16

% Pasangan Usia
Subur (PUS) yang
isterinya dibawah
usia 20 tahun %

5,12%

3,01%

1,89%

137,,20

2%

150,50%

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo, 2017
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Capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, hampir semua indikator tercapai, namun ada
yang tidak tercapai yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan dari target yang ditetapkan sebesar 65,05% baru
tercapai 61,41%. Artinya tingkat partisipasi perempuan di dunia
kerja cukup tinggi. Namun, dari data di atas dapat dilihat bahwa
status pekerjaan tertinggi adalah menjadi pekerja tidak dibayar.
Pekerja perempuan yang tidak dibayar, berperan hanya membantu

usaha keluarga.

urusan

Beberapa  permasalahan yang dihadapi dalam  urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Tenaga pelaksana yang berkompeten menangani dan
memberikan pelayanan serta pendampingan terhadap kasus-
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kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih
terbatas, baik dari sisi medis, psikologis, psikososial maupun
hukum.

Pendampingan dalam proses perencanaan program dan
kegiatan di semua SKPD yang terkait, biasanya hanya diikuti
oleh perencana. Sedangan perencana tidak memiliki power
untuk menekan masing-masing pengampu kegiatan untuk
melaksanakan kegiatan atas dasar responsif gender sehingga
program dan kegiatan yang responsif gender belum

sepenuhnya terlaksana.

Belum adanya sistem yang kuat untuk mengikat masing-
masing OPD untuk melaksanakan perencanaan kegiatan yang
responsif gender.

Konsep dan strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan
Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) belum sepenuhnya
difahami oleh semua pihak, sehingga kurang maksimal dalam
implementasinya.

Adanya Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan

kontrol serta partisipasi dalam pembangunan.

3. Penyelenggaraan Urusan Pangan

Kinerja pada urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja
sebanyak 9 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel
II.B.3.1. Data Indikator Kinerja Urusan Pangan Berdasarkan RKPD
Tahun 2017 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel I1.B.3.1
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
. o L L % Capaian
Indikator Kinerja | Realisasi Realisasi o
. Target . Realisasi | Target 2017
No Program Capaian - Capaian . Terhad
(Outcome) 2016 201 5017 Capaian | 2021 erhadap
2017 Target
2021
1 | Skor PPH 88,8 | 87,3 83 95,07 90 92%
Rata-rata
p | konsumsi 2114,8 | 2229 | 1968 | 88,29 | 2232 | 88%
pangan per
kapita
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No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Rata-rata
konsumsi protein
nabati

Realisasi
Capaian
2016

40,1

Target
2017

52

Realisasi
Capaian
2017

54,8

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

105,38

76

2%

Rata-rata
konsumsi protein
hewani

22,6

42

2,17

5,17

50

4%

Jumlah lumbung
pangan

31

23

31

134,78

33

94%

Jumlah desa
mandiri pangan

29

32

33

103,13

45

73%

Persentase
ketersediaan
bahan pangan
utama terhadap
kebutuhan

95

96

167

173,96

100

167%

Persentase
pengeluaran
konsumsi padi-
padian terhadap
total
pengeluaran
konsumsi
makanan

20,1

13,34

17,33

129,91

14

124%

Cakupan
pengawasan dan
pembinaan
keamanan
pangan pada
industri pangan
lokal

73%

88%

50,00%

56,63

91%

55%

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, 2017
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Score PPH Kabupaten Wonosobo sebesar 83, sedangkan Score PPH
ideal adalah 100. Belum idealnya kualitas konsumsi pangan ini
terjadi karena pola konsumsi pangan masih sangat tergantung
pada padi-padian, dan masih kurang dalam hal konsumsi pangan
hewani, sayuran dan buah serta kacang-kacangan. Apabila terjadi
ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan
mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi
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total yang tinggi pula. Pengembangan kearah pola konsumsi
pangan yang sehat memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku
masyarakat agar dengan kemauan dan kemampuan sendiri mau
mengubah pola konsumsinya ke arah yang lebih beragam dan
bergizi serta seimbang. Upaya sosialisasi dan promosi yang intensif
dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan dari sektor
pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat secara utuh dan
menyeluruh perlu menjadi prioritas.

Rata-rata konsumsi pangan per kapita (kg/kapita/thn) penduduk
di Kabupaten Wonosobo sebesar 1.968 kkal. Berdasarkan analisis
Survey Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilaksanakan setiap
tahun, hasil analisis senantiasa mengalami pergeseran. Hasil
analisis survey pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata
konsumsi energi penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2017
sebesar 1.968 kkal/kapita/hari atau berada di bawah Angka
Standart Kecukupan Energi sebesar 2.034,1 kkal/kapita/hari
(sesuai perhitungan) dan masih dibawah Angka Kecukupan Energi
Nasional sebesar 2.150 kkal/kapita/hari. Rendahnya angka ini
karena asupan pangan masyarakat belum seimbang, antar
komposisi pangan masih didominasi kelompok padi-padian, perlu
upaya khusus untuk meningkatkan rata-rata konsumsi pangan per
kapita agar minimal sama dengan Angka Standart Kecukupan
Energi.

Berdasarkan perhitungan hasil analisis data yang menggunakan
aplikasi, menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi protein
penduduk Kabupaten Wonosobo sebesar 58.3 gram/kap/hari.
Posisi ini menunjukkan bahwa angka rata-rata konsumsi protein
penduduk Kabupaten Wonosobo telah melebihi angka kecukupan
protein sebesar 57 gram/kap/hari (Standart Nasional). Hasil
perhitungan Konsumsi Protein Nabati yang diperoleh dari sumber
pangan kacang-kacangan diperoleh sebesar 54,8 gram/kap/hari,
sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi protein penduduk di
Kabupaten Wonosobo menunjukkan angka yang berlebihan dalam
hal konsumsi protein nabati. Hal ini disebabkan karena sebagian
besar penduduk Kabupaten Wonosobo sangat menyukai untuk
mengkonsumsi kedelai. Seperti diketahui bahwa kedelai
merupakan bahan dasar pembuatan tempe dan tahu dan hampir
setiap waktu makanan ini dikonsumsi, dimana kedelai adalah
sumber protein nabati.
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Perkembangan jumlah dan jenis bahan pangan yang dikonsumsi
mencerminkan tingkat kemampuan rumah tangga dalam
mengakses pangan, yang dipengaruhi berbagai faktor seperti
pendapatan rumah tangga, ketersediaan bahan pangan yang
terdistribusi secara merata dengan harga yang terjangkau, serta
pemahaman dan tingkat kesadaran gizi masyarakat. Pada tahun
2017 konsumsi protein hewani masyarakat Kabupaten Wonosobo
sebesar 2,17 gram/kap/hari, angka ini masih sangat jauh dari
target yang direncanakan sebesar 42 gram/kap/hari. Selain
belum sesuai target, angka konsumsi protein hewani juga
mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, hal ini karena adanya penurunan kemampuan daya
beli masyarakat terhadap harga daging baik daging ruminansia
besar maupun kecil, serta sumber pangan dari ayam potong
maupun ayam petelur masih belum banyak di produksi oleh
masyarakat Kabupaten  Wonosobo, tetapi masih banyak
mendatangkan dari luar Kabupaten Wonosobo. Selain daya beli
masyarakat yang belum cukup kuat, konsumsi protein hewani
belum menjadi prioritas bagi masyarakat Indonesia. Hal ini karena
anggapan bahwa protein hewani adalah makanan yang mahal,
sedangkan masyarakat sebenarnya dapat memperoleh protein
hewani yang terjangkau, yaitu telur ayam.

Lumbung Pangan sebagai pengembangan cadangan pangan
masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan
perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan
memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan
pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Melalui
pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola
cadangan pangan yang ada dikelompok, dan juga dapat
meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi
anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan
mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki Lumbung Pangan
sebagai cadangan pangan masyarakat yang dilakukan untuk
mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan
ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat.
Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Wonosobo pada tahun
2017 sebanyak 31 lumbung, hal ini berarti jumlah Lumbung
Pangan di Kabupaten Wonosobo telah melebihi dari target yang
direncanakan yakni sebanyak 23 lumbung.

Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi
untuk mempercepat pembangunan di perdesaan, khususnya dalam
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memantapkan ketahanan pangan sebagai wujud integrasi
pengembangan program pembangunan dari Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten serta Perdesaan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan
dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga
miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar
pemilihannya adalah FIA 2005/FSVA 2009 dan Desa Rawan
Pangan, dengan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30
% dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah
Tangga (DDRT). Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui
pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan,
pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana
prasarana desa melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah
Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan dilaksanakan secara
berjenjang di tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan
pembinaan pada desa-desa pelaksana. Perencanaan di tingkat desa
dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan Tim Pangan Desa
(TPD), penyuluh, kelompok kerja kabupaten, dan pendamping
sebagai fasilitator, serta Lembaga Pembangun Desa (LPD), Kepala
Desa dan Kaur Pembangunan, Aparat, serta Tokoh Masyarakat.
Jumlah Desa Mandiri Pangan Kabupaten Wonosobo pada tahun
2017 sebanyak 33 desa, yang artinya telah lebih dari target yang
direncanakan yakni sebanyak 32 desa.

Ketersediaan Bahan Pangan Utama  diidentikan dengan
ketersediaan pasokan komoditi pangan setara beras. Persentase
capaian Kinerja Ketersediaan Bahan Pangan Utama Kabupaten
Wonosobo pada tahun 2017 sebesar 173,96%. Hal ini
menunjukkan bahwa angka Ketersediaan Bahan Pangan Utama
sebesar 167 telah melebihi dari target yang direncanakan yakni
sebesar 96. Demikian pula dengan persentase capaian kinerja
pengeluaran konsumsi padi-padian terhadap total pengeluaran
konsumsi pangan juga telah melebihi target yang ditentukan.
Persentase capaian kinerja pengeluaran konsumsi padi-padian
terhadap total pengeluaran konsumsi makanan pada tahun 2017
sebesar 129,91%, karena target angka yang ditentukan sebesar
13,34 telah tercapai sebesar 17,33.

Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada
tahun 2017 sebesar 50% mengalami penurunan apabila
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 73%, hal
ini karena pada tahun anggaran 2017 alokasi anggaran
pelaksanaan kegiatan hanya pada perubahan anggaran, sehingga
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kegiatan-kegiatan pemantauan pangan jelang Lebaran untuk tahun
2017 ini tidak bisa dilaksanakan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pangan yang
telah dilakukan antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan melalui diversifikasi

pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, hal ini
ditunjukkan dengan Angka Pola Pangan Harapan (PPH) dan
Score PPH masih rendah, masih dibawah angka kecukupan
gizi. Score PPH Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sebesar 83,
sedangkan Score PPH ideal seharusnya 100 Sebagian besar
masyarakat masih mengandalkan konsumsi karbohidrat dari
beras, padahal sumber karbohidrat selain padi/beras di
Kabupaten Wonosobo sangatlah melimpah (Umbi-umbian).

. Kualitas konsumsi pangan masyarakat masih jauh dari aman,

baik pada produk pangan segar maupun produk pangan
olahan, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai temuan
makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi, baik dari tata
cara ataupun proses produksi serta penggunaan bahan
tambahan pangan yang tidak dianjurkan untuk produk
pangan.

4. Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

Capaian kinerja urusan Pertanahan tahun 2017 disajikan dalam
tabel berkut ini :

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Tabel II1.B.4.1

Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
Indikator Kinerja | Realisasi Realisasi O/.O . Capaian
No. Program Capaian Target Capaian Rea11§a31 Target 2017
(Outcome) 2016 2017 2017 Capaian 2021 Terhadap
2017 Target
2021
Persentase Luas
Lahan
Bersertifikat/Pers
1 |entase Lahan | 43,91% | 52,17% | 45,67% 87,54 | 75,00% | 60,89%
Tanah Aset
Daerah yang
Disertifikatkan
Persentase Lahan
2 |Tanah Aset Desa 0% 10% 0,00% 0,00 | 30,00% 0,00%
yang Disertifikat
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Persentase
Penyelesaian
Kasus Tanah
Negara

100% 100% | 100,00% 100,00 | 100,00% | 100,00%

Persentase
4 | Penyelesaian Ijin 100% 100% | 100,00% 100,00 | 100,00% | 100,00%
Lokasi

Sumber: Dinperkimhub, DPMPST, ATR/BPN, 2018

Capaian kinerja urusan Pertanahan pada tahun 2017 secara
umum mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kantor
ATR/BPN Wonosobo, dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten
Wonosobo seluas 98.468 Ha, luasan tanah yang bersertifikat
meningkat dari 43.237 Ha pada tahun 2016 menjadi 44.973 Ha di
tahun 2017. Sehingga capaian Persentase Luas lahan bersertifikat
meningkat dari tahun 2016 sebesar 43,91% menjadi 45,67% di
tahun 2017. Sedangkan sertifikat tanah yang diterbitkan selama
tahun 2017 berjumlah 22.116 sertifikat. Dilihat dari sisi luasan,
prosentase tanah yang telah Dbersertitifikat di Kabupaten
Wonosobo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun
demikian, perlu upaya dan strategi untuk lebih memacu
kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat sebagai
salah satu alat/bukti kepemilikan tanah yang sah.

Persentase Lahan Tanah Aset Desa yang disertifikat sampai
dengan tahun 2017 belum dapat diketahui hasilnya, mengingat
belum tersedianya data aset tanah yang dimiliki desa. Program
pendataan ini menjadi prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonosobo pada tahun-tahun mendatang. Upaya lain yang dapat
dilakukan adalah mendorong percepatan penataan database
pertanahan melalui aplikasi SIPETA hingga menjangkau ke
seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk
meminimalkan konflik-konflik pertanahanan milik Pemerintah
Daerah adalah melalui kegiatan penyelesaian konflik pertanahan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Perhubungan, yang ada tahun 2017 dapat menyelesaikan
kegiatan sesuai target untuk sertifikat 20 bidang tanah aset
Pemerintah Daerah sehingga mendorong capaian Persentase
penyelesaian kasus tanah Negara tahun 2017 menjadi 100%.
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Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) sepanjang tahun 2017 tercatat hanya ada satu
permohonan yang masuk dan diproses untuk ijin lokasi
pengembangan perumahan di Desa Wonosari Kecamatan
Wonosobo. Sehingga capaian persentase penyelesaian ijin lokasi di
tahun 2017 sesuai dengan target yaitu 100%.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan
urusan Pertanahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah terkait dengan
fasilitasi pemberian ganti rugi untuk masyarakat maupun
Pemerintah Desa yang tanahnya dipergunakan untuk
fasilitas Pemerintah Daerah (fasilitas pendidikan, fasilitas
kesehatan dan fasilitas umum lainnya).

2. Tanah aset Pemerintah Daerah masih banyak yang belum
bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah.

3. Proses pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah
cenderung lambat prosesnya.

4. Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah
yang belum maksimal dan sesuai peruntukannya.

5. Aset desa yang berupa tanah masih banyak yang belum
bersertifikat.

6. Penataan database pertanahan ideal-nya dapat serempak
dilaksanakan sehingga dapat mempercepat implementasi one
map policy.

7. Masih terjadi proses pengadaan tanah yang tidak didasarkan
pada rencana kebutuhan dan tidak sesuai dengan rencana

pemanfaatan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Wonosobo.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup juga didasarkan
pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasar Indikator
Kinerja RPKPD. Adapun capaiannya dapat diuraikan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel II1.B.5.1
Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup
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Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No

Indikator
Kinerja Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%Realisasi

Capaian
2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup

61,42

65

72,09

110,91

Persentase
Jumlah Usaha
Dan Atau
Kegiatan Yang
Mentaati
Persyaratan
Administrasi
Dan Teknis
Pencegahan
Pencemaran Air

68%

78,67%

77,70%

98,77

100%

77,7%

Persentase
Jumlah Usaha
Dan Atau
Kegiatan
Sumber Tidak
Bergerak Yang
Memenuhi
Persyaratan
Administratif
Dan Teknis
Pencegahan
Pencemaran
Udara

78%

84%

86,70%

103,21

100%

86,7%

Persentase
Kualitas
Sumber Mata
Air Kelas A

75%

83%

44,13%

53%

100%

44,1%

Indeks Kualitas
Udara

77,72

72

97,56

135,5

80

122,0%

Indeks Kualitas
Air Sungai

65

63

50

79,37

70

71,4%

Indeks Tutupan
Vegetasi

41,65%

91,28

69,55

76,19

91,28

76,2%

Persentase
Usaha Dan Atau
Kegiatan Yang
Berdampak

12%

30%

59,65%

198,83

90%

66,3%
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No

Indikator
Kinerja Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%Realisasi
Capaian
2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Besar Dan
Penting Yang
Diawasi

Persentase
Jumlah
Pengaduan
Masyarakat
Akibat Adanya
Dugaan
Pencemaran
Dan Perusakan
Lingkungan
Hidup Yang
Ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100

100%

100,0%

10

Cakupan
Pengawasan
Terhadap
Pelaksanaan
Amdal

100%

100%

100%

100

100%

100,0%

11

Persentase Luas
Lahan Kritis
Yang
Direhabilitasi

4,83%

33%

8,34%

25,29

50%

16,7%

12

Persentase Krp
Wajib Klhs Yang
Dilengkapi
Dokumen Klhs

10%

33%

10%

30,3

80%

12,5%

13

Persentase
Ibukota
Kecamatan
Yang Terpasang
Informasi
Status Kualitas
Udara Dan Air

11%

0%

67%

0,0%

14

Persentase
Peningkatan
Kunjungan
Portal
Lingkungan
Kab. Wonosobo

10%

10%

100

70%

14,3%
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No

Indikator
Kinerja Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%Realisasi
Capaian
2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

15

Rasio Motivator
Lingkungan Thd
10000
Penduduk

3,3

4,5

3,18

70,57

75

4,2%

16

Persentase
Usaha Yang
Memiliki Ipal
Thd Industri
Wajib Ipal

27,81%

38%

50%

131,58

50%

100,0%

17

Persentase Luas
Lahan Kritis
Pada Kawasan
Budidaya Dan
Lindung Diluar
Hutan

38%

34,16%

28%

81,84

29295%

0,1%

18

Persentase
Sumber Mata
Air Yang Rusak

6,25%

10%

2,86%

28,57

10%

28,6%

19

Persentase
Tutupan
Vegetasi

74,83%

74,83%

51,23%

68,46

74,83%

68,5%

20

Persentase
Penanganan
Sampah

31,66%

24,63%

34,58%

140,4

60%

57,6%

21

Rasio Tempat
Pembuangan
Sampah Per
Satuan
Penduduk

0,36

0,55

0,34

61,82

0,8

42,5%

22

Jumlah Tempat
Pengolahan
Sampah
Terpadu (Tpst)
3r Skala
Kecamatan

0,0%

23

Persentase
Tempat
Pengolahan
Sampah
Terpadu (Tpst)
Skala

1,51%

9,10%

6,04%

66,35

1,13%

534,5%
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No

Indikator
Kinerja Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%Realisasi
Capaian
2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Desa/Kelurahan

24

Persentase Rw
Yang Memiliki
Bank Sampah

6,85%

40,90%

6,85%

16,76

11,30%

60,6%

25

Persentase
Pengurangan
Sampah Di
Perkotaan

5%

9%

10,17%

113,07

7,50%

135,6%

26

Persentase
Pengoperasian
Tpa

40%

15%

40%

266,67

80%

50,0%

27

Persentase Luas
Rth Perkotaan
Per Luas
Wilayah
Perkotaan

38,80%

38,98%

41,47%

106,39

40%

103,7%

28

Persentase
Tersedianya
Luasan Rth
Publik Sebesar
20% Dari Luas
Perkotaan

75%

80%

75%

93,75%

100%

75,0%

29

Persentase
Panjang
Sempadan
Sungai Utama
Berupa Ruang
Terbuka Hijau

88,25%

88,75%

97,65%

90,88%

88%

111,0%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Olah Data, 2017
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Berdasarkan Tabel II.B.5.1 diatas, pada urusan lingkungan hidup
masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu
misalnya terkait indikator penanganan persampahan beserta
indikator turunannya, indikator kualitas air sungai, rasio
motivator lingkungan hidup per satuan penduduk. Capaian
kinerja persampahan yang masih dalam angka 34,58% harus
ditingkatkan lagi. Upaya peningkatan kinerja perlu mendapatkan
dukungan dari berbagai pihak, masyarakat dan swasta. Dukungan
dari pemerintah desa yang menganggarkan kendaraan angkut
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sampah harusnya diikuti pula dengan penyediaan TPS terpadu
dengan bantuan binaan dari pemerintah daerah. Hal ini karena
selama tahun 2017 ada tren kenaikan volume sampah yang
masuk di TPA Wonorejo yang berasal dari desa. Sementara itu,
desain TPA hanya melayani wilayah RIK perkotaan saja. Jikalau
ada penambahan dari luar wilayah layanan, seharusnya hanyalah
sampah sisa yang sudah tidak dapat diolah. Upaya peningkatan
kinerja ini tentunya tetap membutuhkan peningkatan peran serta
dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Selain itu, untuk beberapa data indikator ada yang bersifat
berbanding terbalik dengan capaian, sehingga persentase realisasi
capaian dianggap pada angka 100 atau tercapai, yaitu pada
contoh indikator persentase sumber mata air yang rusak.
Perhitungan pemantauan sumber air yang rusak pada tahun 2017
masih sangat terbatas jumlah sampelnya. Oleh karena itu,
ditahun mendatang perlu upaya ekstra untuk menyusun data
base direktori mata air beserta kondisinya.

Permasalahan dalam urusan Lingkungan Hidup adalah:

1. Belum optimalnya penangangan persampahan
2. Meningkatnya limpasan air permukaan

3. Penyediaan RTH publik perkotaan masih dibawah standar
pelayanan minimal

4. Terbatasnya upaya pengawasan rutin terhadap jenis
usaha/kegiatan yang berpotensi polutan

5. Masih banyak kegiatan/usaha yang belum melaksanakan
pengelolaan lingkungan, sementara masih terbatas pada syarat
administratif dengan menyusun dokumen pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup (DPPLH)

6. Masih terjadinya praktik pertanian yang mencemari lingkungan
(pengolahan lahan yang masif dan penggunaan pestisida,
pupuk kimia yang berlebihan)

7. Menurunnya kualitas air sungai (tercemar e-coli dan bahan
kimia lainnya)

8. Terbatasnya basis data sumber mata air dan hasil pantauan
rutin kualitas dan kuantitas mata air

9. Masih terbatasnya litbang dalam penyelesaian
permasalahan/pengelolaan lingkungan terkait kegiatan usaha
skala rumah rumah tangga

6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan hal yang penting
menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari lahir
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sampai dengan meninggal. Identitas pribadi seperti akte kelahiran,
kartu keluarga dan KTP merupakan bukti bahwa seseorang adalah
bagian dari sebuah keluarga dan warga wilayah tertentu. Dengan
bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan
layanan atas administtasi kependudukan dan pencatatan sipil
dituntut untuk selalu meningkatkan layanan dengan prosedur
yang lebih ringkas, lebih singkat waktu kepengurunsan dan
terjangkau aksesnya. Sejalan dengan kebutuhan itu, maka pada
thaun 2017, dinas kependuudkan dan capil telah menambah
jumlah peraalatan perekaman e-KTP di kecamatan agar dapat
mendekatkan layanan.

Tabel I1.B.6.1
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Rasio Kepemilikan
KTP berbasis NIK

91,57

90

72,93

81,03

100

73%

Rasio kepemilikan
akta kelahiran
bagi bayi (0-1
tahun)

98,81

99,6

99,86

100,00

100

100%

Rasio kepemilikan
akta kelahiran
(semua
penduduk)

79,48

80

31,45

39,31

92

34%

Rasio kepemilikan
akta kematian

5,5

10,75

4,6

42,79

80

6%

Rasio kepemilikan
akta kelahiran
bagi bayi (0-1
tahun) dari rumah
tangga miskin

84,6%

100

99,99

99,99

Rasio kepemilikan
Kartu Identitas
Anak (usia 0-16
tahun)

15

0,00

100

0%

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Berdasarkan indikator capaian RPJMD 2016-2021, capain kinerja
urusan administasi kependudukan dan pencatatan sipil yang
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perlu mendapatkan perhatian adalah rasio kepemilikan akte
kelahiran yang masih rendah. Meskipun upaya peningkatan
layanan terhadap adminstrasi kependudukan dan pencatatan Sipil
terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui
jemput bola ke desa—desa capaian rendah serta tingkat kesulitan
geografis yang tinggi, namun dengan keterbatasan SDM tidak
mungkin menjangkau seluruh masyarakat yang belum memiliki
dokumen kependudukan. Namun demikian, jika dilihat dari rasio
kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0-1 tahun maka
pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan dengan
adanya inovasi yang memastikan setiap bayi yang lahir pada bidan
maupun tenaga kesehatan langsung mendapatkan akte kelahiran.
Dari hasil kegiatan jemput bola, selama tahun 2017 telah berhasil
melayani rekam KTP elektronik sejumlah 2.834 rekaman,
pelayanan cetak KK sejumlah 4.160 lembar dan penerbitan akte
kelahiran sejumlah 1.761 lembar.

Pada tahun 2017, penambahan peralatan perekaman KTP di
masing-masing kecamatan telah dilaksanakan untuk
mempermudah masyarakat dalam kepengurusan KTP. Kendala
utama dalam pemenuhan kepemilikan KTP adalah pengadaan
blanko KTP yang masih terpusat, bahkan jumlah blangko yang
diditribusikan juga tidak sesuai kebutuhan ril di lapangan.
Akibatnya jumlah pemilik KTP pada tahun 2017 mengalami
penurunan. Penurunan jumlah tersebut antara lain disebabkan
oleh masih banyaknya penduduk wajib KTP baik itu wajib KTP
baru (Usia 17 tahun) maupun wajib KTP lama yang belum
melaksanakan perekaman e-KTP. Penyebab lain dalam penurunan
angka tersebut yaitu karena keterbatasan jumlah blangko e-KTP
yang diterbitkan oleh kementrian pusat. Dalam hal perencanaan
kebutuhan jumlah blangko e-KTP tersebut, Dinas dukcapil
sebenarnya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan kekurangan
kepemilikan KTP tersebut. Hanya saja praktek di lapangan masih
banyak kasus pergantian KTP baru dikarenakan rusak, hilang dan
peralihan status dalam KTP terebut. Keterbatasan blangko e-KTP
tersebut juga berdampak pada indikator lain, yaitu pengurusan
KTP, karena jumlah penumpukan pemohon data kependudukan
yang setiap hari semakin bertambah.

Untuk  meningkatkan  efektivitas pelayanan  administrasi
kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data
kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan, telah disusun
naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten
Wonosobo tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan
yang merupakan penyesuaian atas undang- undang nomor 24
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tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Beberapa
perubahan mendasar yang termuat dalam rancangan perda
meliputi : masa berlaku KTP elektronik menjadi seumur hidup,
kewenangan kabupaten untuk melaksanakan pencetakan KTP
elektronik, serta penerapan azas domisili dimana kepengurusan
akta pencatatan sipil tidak didasarkan pada tempat peristiwa
terjadi tetapi dudasarkan pada tempat tinggal pendudk serta

kewenangan kecamatan untuk melaksanakan pelayanan
adminduk dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara
lain :

1. Banyaknya desa dan medan pegunungan menyebabkan
layanan dan pembinaan kurang maksimal.

2. Jarak tempuh masyarakat selaku pengguna layanan dengan
tempat layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang
jauh.

3. Mobilitas penduduk yang tinggi terutama pada penduduk
yang merantau baik di luar kota maupun TKI kurang
terpantau status kependudukannya

4. Upaya kearah terintegrasinya peraturan antar sector dalam
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan masih perlu
di tingkatkan.

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
dokumen kependudukan dalam menunjang aktivitasnya
sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen
kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel II1.B.7.1
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
. . . Realisasi Realisasi % ) Capaian
No Indikator Kinerja Capaian Target Capaian Realisasi | Target 2017
" | Program (Outcome) 2017 Capaian | 2021 | Terhadap
2016 2017
2017 Target
2021
Persentase desa
1 | dengan tipe 6,35 7 6,35 90,71
swasembada
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No.

Indikator Kinerja
Program (Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Persentase desa
kategori maju
(Indeks Desa
Membangun)

DTD

15

11,44

76,27

40

29%

Jumlah BUMDes

56

30

68

226,67

70

97%

Persentase
BUMDes aktif

83

84

86%

102,38

100%

86%

Persentase
pendampingan
dalam
pemberdayaan
masyarakat yang
berkelanjutan
terhadap
kemitraan
pemberdayaan
(min 2 tahun)

10

25

16%

64

50%

32%

Jumlah Badan
Kerjasama Antar
Desa (BKAD)

15

16

16

100

20

80%

Rata-rata
Persentase
Kontribusi
Masyarakat dalam
Pendanaan
Pemberdayaan
Masyarakat

DTD

10

DTD

30%

DTD

Persentase pokmas
aktif

30

50

32%

64

75%

43%

Persentase nilai
swadaya
masyarakat
terhadap total nilai
APBDes

4,7

3,43%

114,33

20%

17%

10

Persentase Desa
yang memiliki
proporsi anggaran
swadaya >20%
dalam total
APBDes

4,23

1,27%

25,4

25%

5%
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No.

Indikator Kinerja
Program (Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

11

Persentase Desa
yang
menginformasikan
Rencana
pembangunan
desa di ruang
publik

70

20

100%

500

100%

100%

12

Persentase
partisipasi aktif
masyarakat
kelompok rentan
dalam
musyawarah desa

DTD

15

DTD

80%

DTD

13

Persentase
Keterwakilan
Perempuan di
Pemerintah Desa

DTD

4,60%

2,3

100%

5%

14

Persentase desa
yang menetapkan
APBDes tepat
waktu

100

100

100%

0%

15

Persentase desa yg
menyampaikan
laporan
keterangan
pertanggungjawab
an
penyelenggaraan
pemerintahan kpd
BPD tepat waktu

100

100

100%

100

100%

100%

16

Persentase desa yg
menyampaikan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan
kepada bupati
tepat waktu

100

100

100%

100

100%

100%
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No.

Indikator Kinerja
Program (Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

17

Persentase desa yg
menyampaikan lap
penyelenggaraan
pemerintahan kpd
masyarakat tepat
waktu

100

100

100%

100

100%

100%

18

% Kepala Desa
yang Mempunyai
Sertifikasi Bidang
Pemerintahan
Desa

DTD

100

12,71%

12,71

100%

13%

19

% Perangkat Desa
yang Mempunyai
Sertifikat Bidang
Pemerintahan
Desa

DTD

35

29,56%

84,46

70%

42%

20

% BPD yang
Membahas
Laporan
Pertanggungjawab
an Pemerintahan
Desa Tepat Waktu

DTD

100

DTD

100%

DTD

21

% Anggota BPD
yang Mengajukan
Usul Rancangan
Perdes

DTD

20

DTD

20%

DTD

22

Jumlah Kelompok
Masyarakat
Produktif

DTD

140

140

100

265

53%

Sumber : Dinsos PMD dan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa strata desa swasembada tahun

2017 mencapai 6,35 %

atau 15 desa swasembada. Hal ini

menunjukan perkembangan desa baik dilihat dari kemudahan
pemenuhan kebutuhan pokok, alat-alat teknis yang digunakan,
keberadaan lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan kebudayaan,
keheterogenitas jenis mata pencaharian, tingkat pendidikan dan
kesadaran tentang kesehatan serta kehidupan perekonomian
penduduk meskipun di tahun berikutnya harus ditingkatkan desa
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bertipe swasembada dengan program/upaya yang tepat sehingga
dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Jumlah BUMDes juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun
2016, diikuti pula oleh meningkatnya persentase BUMDes yang
aktif dari 83% menjadi 86% pada tahun 2017, hal tersebut tidak
terlepas dari upaya pembinaan dan pelatihan pengelolaan
BUMDes yang dilakukan secara berkelanjutan.

Persentase desa dengan Kategori Maju sesuai Indeks Desa
Membangun terdapat 28 desa atau sekitar 11,86% dari total 236
desa di Kabupaten Wonosobo, sehingga masih sangat perlu untuk
ditingkatkan lebih banyak desa dengan kategori maju sesuai
Indeks Membangun Desa karena % realisasi capaian pada tahun
2017 hanya mencapai 79,10 % yang diantaranya disebabkan desa
masih mengutamakan pembangunan bersifat fisik yang kurang
didukung dengan pembangunan non fisik.

Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang
berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun)
juga masih harus ditingkatkan karena dari target RKPD tahun
2017 25 % berhasil terealisasi 16 %, sehingga persentase realisasi
capaian tahun 2017 hanya 64 %, dengan demikian pemberdayaan
masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan
pemberdayaan harus tetap dilaksanakan agar pendampingan
dapat ditingkatkan.

Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu pada tahun
2017 yaitu 0% (nol perseratus) dikarenakan berdasarkan
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015, penetapan
APBDesa paling lambat yaitu pada tanggal 31 Desember,
sementara untuk tahun 2017, seluruh desa di Kabupaten
Wonosobo menetapkan APBDesa pada tahun berjalan dengan
masa berlaku APBDesa sejak tanggal 1 januari tahun berjalan.
Sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Wonosobo saja
dan terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya masih
tergantungnya penetapan APBDesa dengan penetapan APBD
Kabupaten maupun besaran Dana Desa yang bersumber dari
APBN. Harapannya di tahun 2018 melalui sistem baru yang tengah
di bangun, desa — desa di Kabupaten Wonosobo dapat menetapkan
APBDesa tepat waktu.

Persentase kepala desa yang mempunyai sertifikasi bidang
pemerintahan desa berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa, hingga tahun 2015 tercatat seluruh
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Kepala Desa telah mendapatkan kompetensi dalam manajemen
pemerintahan desa dengan rangkaian pelatihan yang dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten. Perlu diketahui, bahwa tahun 2016
merupakan periode awal Pemilihan Kepala Desa sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2016
dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di 30 desa, yang selanjutnya
di tahun 2017 dilaksanakan pembekalan dan pelatihan kepada 30
Kepala Desa Baru atau 12,71% dari jumlah keseluruhan Kepala
Desa.

Persentase perangkat desa yang mempunyai sertifikat bidang
pemerintahan desa juga terkait dengan peningkatan kapasitas bagi
perangkat desa. Tahun 2017 dilaksanakan Pelatihan Sistem
Informasi Desa (SID) "Mitra Desa” kepada 472 perangkat desa yang
bertugas sebagai Admin SID dan Tim Pelaksana Kegiatan dan
Pelatihan kepada 118 perangkat desa baru hasil pengisian
kekosongan perangkat desa Tahun 2017., sehingga capaian nya
yaitu 29,56% dari jumlah keseluruhan perangkat desa yang ada
yaitu 1.996 Perangkat Desa.

Data persentase anggota BPD yang mengajukan usulan perdes
belum dapat disajikan, meskipun di tahun 2016 dan 2017 telah
dilaksanakan Pelatihan kepada 472 anggota BPD, hal ini belum
cukup untuk merangsang anggota BPD untuk berinisiasi dalam
mengajukan perdes shingga masih diperlukan rangkaian pelatihan
tematik terkait BPD jika ingin membetuk kapasitas lembaga BPD
yang lebih baik, dimulai dengan proses rekruitmen anggota.

Indikator kinerja lain yang belum mampu tercapai yaitu terkait
dengan nilai swadaya masyarakat terhadap nilai APBDesa, hal
yang menjadi perhatian bersama sejak meningkatnya dana yang
dikelola desa yaitu ketakutan menurunnya tingkat swadaya
masayarakat desa dalam pembangunan desa. Hal ini di buktikan
dengan terus menurunnya nilai swadaya masyarakat, dimana di
Tahun 2017 hanya senilai Rp11.357.965.551,00 dari total nilai
APBDesa sejumlah Rp331.152.712.753,00 atau hanya sekitar
3,14%, selain itu tidak semua desa memasukkan besaran swadaya
masyarakat, meskipun sebenarnya di lapangan terdapat swadaya
yang dilakukan masyarakat. Ketentuan pencatatan swadaya
masyarakat dalam APBDesa dan ketentuan pertanggungjawaban
segala pendapatan dalam APBDesa, membuat pemerintah desa
enggan mencatat pendapatan APBDesa dari sektor swadaya
masyarakat, sehingga diharapkan dapat dipertimbangkan kembali
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perlu tidaknya indikator ini menjadi capaian RPJMD Kabupaten
Wonosobo.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa serta upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Masih terdapat kelompok masyarakat tertentu yang belum
optimal berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan

2. Kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan
kelembagaan sosial ekonomi yang masih terbatas dalam
mendukung peningkatan sumber daya pembangunan
perdesaan

3. Akses/informasi yang masih terbatas bagi masyarakat desa
mengenai program pemberdayaan masyarakat desa

4. Besarnya dana yang dikelola desa menuntut upaya
peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer ke
Desa

5. Kapasitas aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
terbatas

6. Pengelolaan dan penataan aset desa yang masih belum
maksimal

8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Capaian Kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera berdasarkan Indikator.Kinerja Kunci (IKK)
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

Tabel I1.B.8.1

Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
. L % Capaian
No Indikator Kinerja 1222)132:11 Target 126;;122:11 Realisasi | Target 2017
" | Program (Outcome) 2017 Capaian | 2021 terhadap
2016 2017
2017 Target
2021
CPR/
Contraceptive
1 | Prevalancy Rate 80,46 | 81,20% | 74,49% 92 | 85,20% 95,31%
(Prevalensi Peserta
KB aktif)
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No.

Indikator Kinerja
Program (Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

Cakupan
penyediaan
informasi data
mikro keluarga di
setiap
desa/kelurahan
100% setiap tahun

100%

100%

100,00%

100

100%

100,00%

Rasio petugas KB
/desa

4,03

2,88

4,07

141,32

96,00%

Age Spesific
Fertility Rate
(ASFR) 15-19

65

85

64

125

45

188,89%

Unmetneed

8,36

7,85

12,16

45,09

7,57

103,70%

Cakupan
kepersertaan KB
pada PUS keluarga
pra sejahtera

30,01

50

75,5

151

75

66,67%

Persentase Peserta
KB MKJP (Metode
Kontrasepsi
Jangka Panjang)

41,02

43

32,38

75,3

45

95,56%

Drop out KB

17,2

16,52

37,68

28,08

10

165,20%

% Kepersertaan KB
Pria

2,33

2,80%

2,15%

76,79

4%

70,00%

10

Jumlah Kelompok
Bina Keluarga
Balita (BKB)

432

452

432

95,58

457

98,91%

11

% anggota Bina
Keluarga Balita
(BKB) ber-KB

87,36

87,35

83,11%

95

87,39%

9995,42%

12

Jumlah Kelompok
Bina Keluarga
Remaja (BKR) yang
terbentuk dan
terbina

233

224

235

104,91

234

95,73%

13

Jumlah Kelompok
Bina Keluarga
Lansis (BKL) yang
terbentuk dan
terbina

20

266

1330

40

50,00%

14

Rata-rata usia

16,9

17

17,01

100,06

18

94,44%
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%
. L % Capaian
No Indikator Kinerja lé(;alzzfll Target %zalzzil Realisasi | Target 2017
" | Program (Outcome) P 2017 b Capaian | 2021 | terhadap
2016 2017
2017 Target
2021
kawin pertama tahun tahun
perempuan
Rata-rata usia
15 | melahirkan 17 18 18,01 | 100,06 201 90,00%
pertama tahun
perempuan
% Pasangan Usia
16 | Subur (PUS) yang 5,12% | 3,01% | 1,89% | 137,20 2% | 150,50%
isterinya dibawah
usia 20 tahun %

Sumber: BKKBPPPA Kabupaten Wonosobo, 2017
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Menurut hasil Updating data keluarga tahun 2017 bahwa
Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun
di kabupaten Wonosobo cukup mengalami penurunan yang
signifikan yaitu 1,89% di tahun 2017, sedangkan tahun 2016
capaiannya masih di angka presentase 5,12%. Cakupan
kepersertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1
mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 30,01 di
tahun 2016 menjadi 75,5% ditahun 2017. Meningkatnya capaian
kinerja di beberapa indikator di atas disebabkan oleh adanya aksi
pemasangan Kontrasepsi Implant bagi PUS sebanyak 200 PUS
belum KB Kategori Keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I
dilaksanakan di Kecamatan Wadaslintang.

Penurunan kinerja Persentase Peserta KB MKJP (Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang) dari 41,02% di tahun 2016 menjadi
32,38% di tahun 2017. Begitu pula angka drop out KB mengalami
peningkatan dari 17,20% di tahun 2016 menjadi 37,68% di tahun
2017. Angka ini jauh dari target RKPD 2017 yaitu 16,52%.
Kepesertaan KB Pria juga mengalami penurunan yaitu di tahun
2016 2,33% menjadi 2,15%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2017 antara lain :

1. Pola pikir masyarakat yang berubah dari pilihan penggunaan
kontrasepsi modern menjadi kontrasepsi tradisional.
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2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

3. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
rendah, ini ditandai dengan Usia Kawin pertama perempuan
pada umur 17,01 tahun.

masih

4. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai
penggerak program di tingkat desa/rw maupun RT untuk

berpartisipasi dalam pelaksanaan program KKBPK.

9. Urusan Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan dapat dilihat melalui indikator yang
sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo
2016-2021. Pada sebagian besar indikator, semakin tinggi nilai
indikator terkait maka akan semakin tinggi pula kemampuan
daerah tersebut dalam menyelenggarakan urusan perhubungan.
Capaian kinerja perhubungan dapat dilihat dalam tabel dibawah
sebagai berikut dibawah ini :

Tabel I1.B.9.1
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

2017

No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

% 2017
Capaian
terhadap
Target
2021

Persentase jalan
lingkar baru
yang terbangun
terhadap
rencana jalan
lingkar yang
ditetapkan

0%

60%

0%

0%

100%

0%

Persentase
simpang jalan
strategis
simpang jalan
perkotaan yang
dilakukan
perhitungan
LHR pada jam
sibuk

0%

10%

0%

0%

50%

0%

Persentase spot

71%

70%

80%

100%

100%

80%
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No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

% 2017
Capaian
terhadap
Target
2021

parkir on street
yang tertata

Persentase
tersedianya
gedung parkir

0%

15%

0%

0%

50%

0%

persentase
tersedianya
halte terhadap
total kebutuhan
halte

10%

15%

10%

66%

50%

20%

rasio jumlah
kendaraan (unit
SMP) per
panjang jalan
(km)

95

95

95

100%

95

100%

Persentase
terminal
kewenangan
kabupaten yang
direvitalisasi

40%

33

40%

100%

100%

40%

Persentase
angkutan umum
laik pakai

69%

73

53%

2%

100%

53%

Persentase
jaringan trayek
yang sudah
dilayani
angkutan umum
yang
menghubungkan
daerah tertinggal
dan terpencil

70%

65%

67%

100%

80%

84%

10

Persentase
pelayanan
pengujian
kendaraan
bermotor

59%

62.56%

65%

100%

75%

87%

11

Jumlah titik
blackspot yang
tertangani

100%

100%

4%

12

Persentase
sekolah di tepi

50%

37%

50%

100%

80%

63%

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT

1I-77




% % 2017
Indikator Kinerja | Realisasi Realisasi S Capaian
. Target . Realisasi
No Program Capaian 2017 Capaian Capaian Target | terhadap
(Outcome) 2016 2017 5017 2021 Target
2021
jalan protokol
yang terpasang
zona selamat
sekolah
Jumlah
persimpangan
13 wajib APILE 4 6 4 66% 10 40%
terpasang APILL
Tersedianya area
14 | bongkar muat 0 11 0% 0% ) 0%
barang layak

Sumber : Disperkimhub, 2017
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Berdasarkan beberapa indikator yang ditampilkan, hanya ada
beberapa target yang tercapai. indikator tersebut adalah indikator
persentase spot parkir on street yang tertata; indiKator rasio
jumlah kendaraan (unit SMP) per panjang jalan; indikator
prosentase terminal kewenangan kabupaten yang direvitalisasi;
indikator prosentase jaringan trayek yang sudah dilayani
angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan
terpencil; indikator Persentase pelayanan pengujian kendaraan
bermotor; Jumlah titik blackspot yang tertangani dan indikator
Persentase sekolah di tepi jalan protokol yang terpasang zona
selamat sekolah.

Dari 71% di tahun 2016, untuk indikator persentase spot parkir
on street yang tertata prosentasenya meningkat menjadi 80% pada
tahun 2017. Peningkatan ini sebagian terlihat pada penataan
parkir di jalan A. Yani dan Jalan Angkatan 45.

indikator rasio jumlah kendaraan (unit SMP) per panjang jalan
angkanya hamper sama dengan capaian tahun lalu yaitu sebesar
95. indikator prosentase terminal kewenangan kabupaten yang
direvitalisasi capaianya juga sama dengan tahun lalu yaitu baru
mencapai 40%. Meskipun begitu angka tersebut sudah melebihi
target yang ditetapkan yaitu sebesar 33%.

indikator Persentase pelayanan pengujian kendaraan bermotor
mengalami peningkatan hingga 65% dari tahun sebelumnya yang

hanya mencapai 59,45%. Peningkatan ini terlihat dari
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bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada tahun
2017 mencapai 13.303 kendaraan (dibanding 12.500 pada tahun
2016). Peningkatan ini merupakan hasil revitalisasi dan
peningkatan kapasitas sarana pengujian kendaraan bermotor yang
dilaksanakan pada tahun 2016.

Sebaliknya, pada indikator Persentase angkutan umum laik pakai
dan indikator Persentase jaringan trayek yang sudah dilayani
angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan
terpencil justru terjadi penurunan. Persentase angkutan umum
laik pakai turun dari 69% menjadi 53%. Penurunan ini
disebabkan karena menurunya jumlah penumpang angkutan
umum sehingga memaksa pemilik armada untuk mengurangi
biaya perawatan kendaraanya. Hal tersebut secara langsung
berimbas pada berkurangnya jumlah angkutan umum yang layak
pakai. Pada indicator Persentase jaringan trayek yang sudah
dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal
dan terpencil terjadi penurunan dari 70 % menjadi 67%.
Penurunan terbanyak disebabkan berkurangnya angkutan yang
melayani trayek Kalibawang Kaliwiro. Pada Trayek ini, sebagian
besar armada angkutan telah banyak yang dirubah menjadi
barang karena sepinya penumpang.

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan Urusan
Perhubungan antara lain:

1. Pertumbuhan mobilisasi sarana transportasi yang sudah tidak
seimbang dengan penyediaan prasarana transportasi yang
menyebabkan kemacetan di beberapa titik/simpul jalan pada saat
jam sibuk.

2. Banyaknya pergerakan kendaraan pribadi ini terutama sepeda
motor

3. Lalu lintas campur antara pergerakan antar kabupaten dengan
pergerakan lokal seringkali menimbulkan konflik baik kemacetan,
kecelakaan maupun ketidaknyamanan di dalam perjalanan.

4. Kondisi topografis turunan curam yang mengakibatkan rawan
kecelakaan.

5. Sering dan lamanya waktu mengetem, mengakibatkan waktu
perjalanan yang tidak jelas.

6. Sepinya pengguna angkutan menyebabkan banyaknya angkutan
yang mangkal atau mengetem di pinggir jalan. Akibatnya timbul
terminal bayangan/pangkalan kendaraan angkot/microbus pada
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titik titik tertentu.

7. Belum optimalnya penataan parkir terutama pada badan jalan
yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena
manuver parkir

10. Urusan Komunikasi Dan Informatika
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi Pemerintah
maka harus dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan sumber
daya yang dikelola dan dokumen perencanaan yang disusun.
Tabel 1I.B.10.1
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
. % Capaian
Inc.hka1':or Realisasi Realisasi % .| Target 2017
NO Kinerja Capaian Target Capaian Rea11§a31 Capaian | Terhadap
Program 2017 Capaian
(Outcome) 2016 2017 2017 2021 Target
2021
Persentase
Sistem
Informasi SKPD
1 | yang berfungsi 44% 45% | 66,67% 148% 69% 97%
dan terintegrasi
dengan
Blueprint TIK
Prosentase
p | SKPD Yang DTD | 42% 100% | 238% 75% 133%
menerapkan 3-
government
Persentase
website PD
3 | yang memiliki 14% | 100% |  100% | 100% 100% 100%
menu
pengaduan
masyarakat
Persentase
aparatur yang
4 | memiliki 25% 40% | 60,50% | 151% 50% 121%
kompetensi
berbasis TIK
Persentase PD
S |yang 24% 75% | 78,05% | 104% 100% 78%
memutakhirkan
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. % Capaian
0,
Inc_hka!:or Realisasi Realisasi /0 .| Target 2017
Kinerja . Target . Realisasi .
NO Capaian Capaian . Capaian | Terhadap
Program 2017 Capaian
2016 2017 2021 Target
(Outcome) 2017 2021
informasi
publik berkala
Persentase PD
yang
6 | memutakhirkan 24% 75% | 78,05% | 104% 100% 78%
informasi wajib
setiap saat

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT

Kenaikan capaian ini sebagai imbas maraknya pemanfaatan
teknologi informasi dalam proses bisnis pemerintahan yang
memudahkan dan mendekatkan pelayanan didukung pula oleh
penerima manfaat itu sendiri yaitu masyarakat luas, dimana
teknologi sekarang berkembang pesat dan murah.

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika,

beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

1. Tingkat pemahaman masyarakat (literasi) dan budaya
teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan birokrasi
masih perlu ditingkatkan. Ini mempengaruhi kecepatan
adaptasi berbagai produk pendayagunaan TIK dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

2. Jangkauan akses internet di kecamatan, mengingat kedepan
kebutuhan akses internet untuk melayani aplikasi menjadi
hal yang utama. Faktor topografis dan geografis Wonosobo
menyebabkan Jaringan WAN (Wide Area Network) Kabupaten
Wonosobo belum dapat mencapai seluruh kecamatan.

3. Aplikasi-aplikasi yang digunakan masih belum terintegrasi
yang mengakibatkan belum efektifnya proses bisnis di
berbagai OPD

4. Belum optimalnya kelembagaan PPID di tingkat OPD yang
sangat mempengaruhi kinerja layanan informasi publik di
tingkat OPD sebagai PPID Pembantu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

11. Urusan Koperasi Dan UKM

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo
dapat dilihat dari indikator prosentase jumlah koperasi aktif
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terhadap jumlah seluruh koperasi dan prosentase jumlah usaha
mikro dan kecil terhadap jumlah seluruh UMKM.

Prosentase koperasi aktif di Kabupaten Wonosobo pada tahun
2017 sebesar 63,34% meningkat dibandingkan tahun 2016. Hal
ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah koperasi, di
manajumlah koperasi tahun 2017 sebesar 371 unit mengalami
penurunan 1 unit dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 372
unit. Sedangkan jumlah koperasi aktif di tahun 2017 sama dengan
jumlah tahun 2016 yaitu 235 unit.

Demikian pula prosentase jumlah usaha mikro dan kecil di tahun
2017 sebesar 99,81% meningkat dibandingkan tahun 2016.
Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya jumlah UKM di mana tahu
2017 sebesar 59.293 unit meningkat dibandingkan tahun 2016.
Kondisi ini disumbang oleh munculnya wirausaha baru skala
mikro kecil yang tumbuh cukup banyak di tahun 2017. Sementara
jumlah UMKM juga mengalami peningkatan, di mana tahun 2017
sebesar 59.405 meningkat dibandingkan tahun 2016. Akan tetapi
peningkatan ini tidak sebanyak peningkatan usaha mikro dan
kecil karena di tahun 2017 banyak juga usaha menengah yang
beralih ke usaha lain dan memulai dari usaha mikro/kecil lagi
serta ada pula yang sudah meningkat menjadi usaha besar.

Tabel II.B.11.1
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
Indikator o o % Capaian
L. Realisasi Realisasi .
Kinerja i Target . Realisasi | Target 2017
No Capaian Capaian .
Program 5016 2017 5017 Capaian | 2021 | Terhadap
(Outcome) 2017 Target
2021
Persentase
Usaha Mikro
1 | dan kecil 99,83% | 98,80% | 97,50% 98,68 |98,82% 98,66%
terhadap
UKM
Persentase
p |kenaikan 4% 5% | 5,00% 100 10% | 50,00%
tenaga kerja
Koperasi
Persentase
3 | kenaikan 0,16% | 0,20% | 0,18% 90 0,5% 36,00%
tenaga kerja
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

UMKM

Persentase
Penambahan
jumlah
wirausaha
baru

3%

3,00%

3,00%

100

10%

30,00%

Persentase
koperasi
terhadap
jumlah
UMKM

2%

2,30%

2,00%

86,96

5%

40,00%

Persentase
kenaikan
Jumlah
UMKM

6%

7,00%

6,50%

92,86

15%

43,33%

Persentase
kenaikan
Aset UMKM

5%

7,00%

5,50%

78,57

15%

36,67%

Persentase
kenaikan
Omset
UMKM (juta)

5%

7,00%

5,40%

77,14

15%

36,00%

Persentase
Koperasi
yang mampu
mengakses
pembiayaan
dari
Lembaga
Keuangan

71%

76%

73,00%

96,05

95%

76,84%

10

Persentase
UMKM yang
mampu
mengakses
pembiayaan
dari
Lembaga
Keuangan

%

10%

8,00%

80

20%

40,00%

11

Persentase
UMKM
memiliki

65%

69%

66,00%

95,65

100%

66,00%
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

perijinan

12

Persentase
kenaikan
Aset
Koperasi

2,21%

3,60%

3,10%

86,11

6,50%

47,69%

13

Persentase
kenaikan
Omset
Koperasi

2,21%

3,60%

3,20%

88,89

6,50%

49,23%

14

Persentase
koperasi
sehat
terhadap
koperasi
aktif

57,00%

60,00%

59,00%

98,33

100%

59,00%

15

Persentase
jumlah
koperasi
aktif
terhadap
jumlah
koperasi

66%

67%

67,00%

100

75%

89,33%

Sumber :Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Wonosobo, 2017

Dalam melaksanakan wurusan Koperasi dan UMKM, beberapa
permasalahan yang perlu diupayakan yaitu:
1. Dana/modal koperasi semakin berkurang karena tingkat
pengembalian pinjaman yang terlalu lama.
2. Masih minimnya pengetahuan /kompetensi kewirausahaan dan
manajemenyang mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha.
3. Kurangnya inovasi produk UMKM baik dari segi teknologi,
manajemen, informasi maupun pasar.
4. Belum adanya lembaga pengembangan bisnis untuk memfasilitasi
pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka.
5. Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM
dengan pelaku usaha lainnya.
12. Urusan Penanaman Modal
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Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal yaitu nilai
realisasi PMDN, pada tahun 2017 menunjukan hasil negatif yaitu -
65,77%. Nilai ini didapatkan dari jumlah PMDN tahun 2017 sebesar
Rp262.869.324.272,00 yang menurun sangat drastis dibandingkan
tahun 2016 yang berjumlah Rp767.948.933.009,00. Penurunan ini
disebabkan pada tahun 2017 perusahaan yang melakukan perijinan
lebih sedikit dibandingkan tahun 2016 (Nilai investasi dihitung
berdasarkan perijinan yang masuk ke

Wonosobo).

Tabel I1.B.12.1

DPMPTSP Kabupaten

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

%
Realisasi
2017

Target
Capaia
n 2021

%
Capaian
2017
Terhada
p Target
2021

Persentase
kenaikan jumlah
kerjasama
investasi

0%

12%

0%

30%

0%

Persentase
kenaikan
Jumlah investor
berskala
nasional (PMDN)

0%

0,2

0%

Jumlah Nilai
investasi (PMDN)

768.100.
000.000

1.500.
000.0
00.00

262.869.
324.272

17,52

2,37
Triliyu

11%

Daya Serap
Tenaga Kerja
(perbandingan
antara jumlah
tenaga kerja
yang bekerja
pada
perusahaan
PMA/PMDN
terhadap PMDN
dan PMA)

98

66

16

24,24

1200:0
8:00

32%

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT

I1-85




%
. o o Capaian
No Indﬂ;?g;i;ﬁlerja Realisasi | Target | Realisasi Real/io sasi g:;iei; 2017
(Outcome) 2016 2017 2017 2017 n 2021 Terhada
p Target
2021
Persentase
pelayanan
perijinan dan
5 | on perijinan 38,19% | 5333 | 83 33% 100 97% 86%
bidang %
penanaman
modal melalui
PTSP
Persentase
6 | implementasi 100% 100% | 100,00% 100 100% 100%
SPIPISE
Rata-rata lama
7 | proses perijinan 4 6 4 150 4 hari 100%
(hari)
Persentasi
8 52;?;;1;‘;““1 0,16 | 20% | 16% 80 50% | 32%
memiliki FS

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wonosobo, 2017

Berdasarkan indikator capaian RKPD 2017 terdapat 8 indikator
urusan penanaman modal, di mana 3 indikator tercapai, S5
indikator tidak tercapai dan perlu upaya keras yaitu Persentase
kenaikan jumlah kerjasama investasi, Persentase kenaikan
Jumlah investor berskala nasional (PMDN), Jumlah Nilai investasi
(PMDN), Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara jumlah
tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap
PMDN dan PMA) Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara
jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN
terhadap PMDN dan PMA) dan Persentasi potensi investasi yang
sudah memiliki FS Persentasi potensi investasi yang sudah
memiliki FS.

Di dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan tahun 2017
Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak melakukan kerjasama di
bidang investasi sehingga tidak ada investor berskala nasional
(PMDN) yang masuk ke Kabupaten Wonosobo. Jumlah investor
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berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Wonosobo sebanyak 460
perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang sebanyak 5.924
orang. Dengan demikian daya serap tenaga kerjanya juga masih

rendah. Dari 460 proyek investasi yang ada di Kabupaten
Wonosobo, pada tahun 2017 menghasilkan nilai sebesar
262.869.324.272. Nilai investasi ini mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2016 karena pada tahun 2017 perusahaan
yang melakukan perijinan lebih sedikit dibandingkan tahun 2016
(Nilai investasi dihitung berdasarkan perijinan yang masuk ke
DPMPTSP Kabupaten Wonosobo).Sedangkan untuk potensi
investasi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 terdapat 12
potensi investasi, di mana yang sudah memiliki FS adadua, dan

dua lainnya sudah ada investornya.

Dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal,

permasalahan yang dihadapi yaitu :

beberapa

1. Belum tersedianya regulasi khusus yang mengatur tentang

penanaman modal termasuk pemberian

investor di Kabupaten Wonosobo

2. Belum adanya peta dan peluang

Wonosobo

3. Kurangnya promosi

investasi

investasi

insentif kepada
Kabupaten

yang dilakukan sehingga

informasi tentang potensi investasi belum banyak diketahui
oleh calon investor

13. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel I1.B.13.1
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
Indikator N N % Capaian
. Realisasi Realisasi .
No Kinerja Capaian Target Capaian Rea11§a31 Target 2017
Program 2016 2017 2017 Capaian | 2021 | Terhadap
(Outcome) 2017 Target
2021
Persentase
organisasi
1 | pemuda yang 10% 20% | 30,00% | 150,00 90% 33%
berbadan
hukum
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Persentase
organisasi
pemuda yg
difasilitasi
dalam
peningkatan
kapasitas dan
manajemen
kepemudaan

6%

7%

15%

214,29

15%

100%

Persentase
organisasi
pemuda aktif

45%

50%

50,00%

100,00

90%

56%

Persentase
komunitas
olahraga aktif

25%

30%

50,00%

166,67

60%

83%

Rasio klub
olahraga
terhadap
jumlah
penduduk

0,863

1,10%

2%

181,82

2,5

1%

Persentase
kenaikan
prestasi
olahraga tk
prov , nasional

0,01

0,1

0,5

500,00

40%

125%

Rasio
Gelanggang
Olah Raga per
1.000
Penduduk

1,96

1,83

109,29

1,9

105%

Rasio
Lapangan Olah
Raga per
10.000
Penduduk

0,0052

0,0025

0,006

240,00

0,003

200%

Persentase
kenaikan
jumlah pemuda
berprestasi

0,01

0,05

0,07

140,00

20%

35%
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%
Indikator o o % Capaian
L Realisasi Realisasi .
No Kinerja Capaian Target Capaian Real1§a31 Target 2017
Program 2016 2017 2017 Capaian | 2021 | Terhadap
(Outcome) 2017 Target
2021
Persentase
pemuda
dengan kasus
10 | narkoba 10% DTT 10% 0%
terhadap
seluruh kasus
narkoba

Sumber: Disdikbupora, Kantor Kesbangpollinmas (diolah)
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Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga secara umum
mengalami peningkatan. pemuda aktif
mengalami kenaikan yang signifikan dari 45 % menjadi 50 %.
Meningkatnya presentase organisasi pemuda aktif disebabkan oleh
banyaknya intervensi pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan
kepemudaan. Sedangkan capaian presentase komunitas olahraga
aktif mengalami penurunan sebesar 4% di tahun 2017 karena
kurang maksimalnya pembinaan langsung untuk
komunitas.

Presentase organisasi

secara

Kegiatan-kegiatan kepemudaan berkembang dengan tujuan
untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam
berbagai bidang pembangunan. Kegiatan tersebut di antaranya
adalah dialog pemuda, pelatihan kewirausahaan pemuda,
pengembangan kepemimipinan dan kepeloporan serta kegiatan
lain dalam wadah organisasi kepemudaan baik yang dilakukan
oleh pemerintah maupun masyarakat. Beberapa prestasi yang
telah diraih putra putri terbaik Kabupaten Wonosobo antara lain :
pada tingkat nasional melalui cabang arung jeram Dinda Prisanda
Uagestina & Sabrina lhzan Ramadhani berhasil memperoleh juara
1 tingkat nasional. Pada cabang Bulu Tangkis Reynanda Dwi
Saputri berhasil memperoleh juara 1 tingkat provinsi. Di tingkat
karisidenan, 31 penghargaan dan kejuaraan berhasil diraih pelajar
baik tingkat SD maupun SMA meliputi kejuaraan bola basket,
sepak takraw, Lomba tata upacara bendera dan baris berbaris,
lomba desain poster, lomba solo gitar, tari berpasangan, lomba
BB/ TUB, Lomba KKR SMA/MA, pencak silat, sepak takraw,
taekwondo, lompat jangkit dan karate.
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Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan
urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

1. Belum tuntasnya pembangunan sarana dan prasarana
olahraga

2. Daya saing dan kemandirian pemuda belum optimal
dalam menghadapi pasar kerja

3. Masih terbatasnya upaya peningkatan life skill para
pemuda

4. Terbatasnya upaya pembinaan atlet terkait
pendanaan maupun fasilitas latihan

dengan

14. Urusan Statistik

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa selama tiga tahun
berturut-turut pemenuhan terhadap indikator ketersediaan buku
"Kabupaten Dalam Angka” dan buku "PDRB Kabupaten” selalu
ada/tersedia. Kedua produk statistik tersebut merupakan statistik
dasar sehingga menjadi ouput tahunan bagi Badan Pusat Statistik
Kabupaten. Produk "Kabupaten Dalam Angka” dan buku "PDRB

Kabupaten” dapat diakses pada website BPS Wonosobo
(https:/ /wonosobokab.bps.go.id/) dan Bappeda Wonosobo
(https:/ /bappeda.wonosobokab.go.id/).
Tabel IV.B.14.1
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
%
Indikator Realisasi Realisasi % . Capaian
No | Kinerja Program | Capaian Target Capaian Real1§as1 Target 2017
J g p p
(Outcome) 2016 2017 5017 Capaian | 2021 | Terhadap
2017 Target
2021
Jumlah
publikasi
data/dokumen
g [hasil 1 5 1 20,00 5 20%
riset/kajian
atau produk
administrasi
yang diakui BPS
Persentase
publikasi
data/dokumen
2 | hasil 10% 20% | 100,00% | 500,00 40% 250%
riset/kajian
atau produk
administrasi
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https://wonosobokab.bps.go.id/
https://bappeda.wonosobokab.go.id/

yang diakui BPS

Persentase
Publikasi data/
kajian wajib
yang diupdate

24%

75%

100,00%

133,33

100%

100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonosobo, 2018

Kabupaten Wonosobo tahun 2017 hanya mengeluarkan 1 buah
saja publikasi data yang diakui oleh BPS yaitu Statistik Daerah.
Sementara itu, produk statistik sektoral lainnya seperti Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Profil Pendidikan, Profil
Kesehatan, Pendataan Keluarga Sejahtera dan Basis Data Terpadu
(BDT) belum diajukan ke proses pengakuan ke BPS Wonosobo.

Dalam pelaksanaan urusan Statistik, beberapa permasalahan dan
solusi yang perlu diupayakan yaitu :

1. Ketersedian (avaibility) data yang masih rendah, yang
disebabkan oleh belum adanya tenaga khusus statistik,
penyimpanan dan pengolahan data masih berlangsung secara
manual/semi manual. Apabila data tersedia, masih bersifat
inventarisasi dan sekadar input data, belum maksimal
digunakan dalam pedoman perencanaan.

2. Data-data yang tersedia tidak didukung oleh data pendukung/
metadata.

3. Ketersediaan (availability) data itu sendiri, dan yang kedua
adalah lokasi sumber data yang masih persial. Saat ini Badan
Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data di
Indonesia juga belum dapat menyediakan seluruh kebutuhan
data untuk pembangunan daerah, terutama yang terkait
dengan data sektoral di kabupaten/kota.

15. Urusan Persandian
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Penyelenggaraan persandian yang dilakukan baik di pusat
maupun di daerah adalah upaya untuk menanggulangi kerawanan
terhadap data dan informasi yang masih belum optimal. Kegiatan
persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality),
keutuhan (integrity), keaslian (authentication), dan tidak ada
pengingkaran (non repudiation) informasi yang disandikan.
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Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada
dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi
dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Capaian kinerja urusan
persandian berdasarkan pada indikator RPJMD 2016-2021, terdiri
dari dua indikator yang mencapai target tahun 2017 yaitu rasio

jenis

informasi

mencapai 1.

Tabel I1.B.15.1
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

yang diamankan dengan persandian telah

No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

Persentase
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Rasio
perangkat
daerah yang
yang
menggunakan
persandian
untuk
mengamankan
setiap jenis
informasi yang
wajib
diamankan

0,53

0,7

142,86

0,8

125%

Rasio jenis
informasi yang
diamankan
dengan
persandian

0,7

142,86

0,9

111%

Rasio konten
informasi dari
setiap jenis
informasi yang
diamankan
dengan
persandian

0,7

142,86

100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Apabila ditinjau dari tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa
Rasio perangkat daerah yang yang menggunakan persandian
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untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan
mencapai angka 1 dimana sudah semua perangkat daerah telah
melakukan pengamanan setiap jenis informasi yang wajib
diamankan.

Dalam pelaksanaan urusan Persandian, beberapa permasalahan
dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

1. Masalah keamanan sering kali kurang mendapat perhatian
dari para pemilik dan pengelola sistem informasi, sering kali
masalah keamanan berada diurutan kedua, bahkan
diurutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap
penting bahkan apabila mengganggu kinerja dari sistem,
seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan.

2. Keterbatasan SDM sandi yang dimiliki pemda dan
keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi
berklasifikasi.

16. Urusan Kebudayaan

Tabel II.B.16.1
Data Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No

%

o .
Indikator Realisasi Realisasi A) . Capaian
L . Target Realisasi | Target 2017
Kinerja Program | Capaian

Capaian .
2017 Capaian | 2021 | Terhadap
(Outcome) 2016 2017 5017 Target

2021

Persentase
kebudayaan
/tradisi yg
ditetapkan 0,4485 40% 100 100,00 80% 125%
sebagai tradisi
/kebudayaan
daerah

Persentase
komunitas 68,42 45% | 100,00% | 100,00 65% 154%
filantropi aktif

Persentase
penyelenggaraan
festival seni dan 60% 60% | 60,00% 100,00 80% 75%
budaya berbasis
kearifan lokal

Rasio Benda
Cagar Budaya
Dalam Kondisi
Baik

0,5 0,6 0,3 50,00 0,8 38%
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No

Indikator
Kinerja Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
Terhadap
Target
2021

Persentase
Benda/ Cagar
Budaya yang
Dilestarikan

25%

51%

29,87%

58,57

60%

50%

Jumlah Sarana
Penyelenggaraan
Seni dan
Budaya

25

11

568

100,00

15

3787%

Rasio kelompok
kesenian yang
terdaftar
terhadap
kelompok
kesenian yang
ada

30%

0,65

0,6

92,31

0,7

86%

Persentase
kelompok
kesenian aktif

40%

50%

59,10%

100,00

80%

74%

Rasio kerjasama
daerah bidang
kebudayaan
terhadap
seluruh
kerjasama
daerah

100%

0,1

0,10%

100,00

0,3

0%

Sumber : Disparbud Kabupaten Wonosobo, 2017
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Capaian kinerja yang belum sesuai dengan target antara lain
persentase benda/ cagar budaya yang dilestarikan. Capaian
persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan pada Tahun 2017 sebesar 25,19, jauh dibawah target
51%. Cagar budaya dalam kategori yang dilestarikan adalah cagar
budaya dalam kondisi baik dan tersedia juru rawat . Minimnya
juru rawat cagar budaya menyebabkan upaya-upaya untuk
pelestarian cagar budaya kurang maksimal, disamping itu
partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap benda/cagar
budaya juga kurang,
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Pelestarian Benda/Cagar Budaya bukan merupakan hal yang
mudah karena seiring waktu mengalami penurunan kualitas
maupun kuantitas, terlebih Benda/Cagar Budaya memiliki
beberapa sifat yang khas yakni unik, langka, rapuh, tidak dapat
diperbaharui, tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang
sama, dan penting/ bernilai sejarah Signifikan dengan pelestarian
cagar budaya, maka rasio benda cagar budaya dalam kondisi baik
juga tidak sesuai target yang diharapkan, mengingat sebagian
besar Cagar Budaya di Kabupaten terletak di udara terbuka, maka
bahan dasar yang digunakan untuk cagar budaya tersebut akan
cepat mengalami proses kerusakan dan pelapukan. Masalah lain
adalah masih banyaknya Cagar Budaya yang terancam hilang dan
rusak, karena belum dilindungi secara hukum.

Sejumlah cagar budaya dalam kondisi baik sebagian besar
digunakan sebagai fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten
Wonosobo, dua cagar budaya dikelola Provinsi Jawa Tengah dan
yang lainnya dipelihara dengan biaya dari swadaya masyarakat.
Hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo,
ditemukan bahwa banyak banyak cagar budaya yang perlu diteliti
lebih dalam mengingat beberapa bangunan kemungkinan memiliki
rangkaian hubungan sejarah.

Selain situs dan benda purbakala, seni tradisional juga bagian dari
sejarah  serta bagian hidup masyarakat dalam suatu
kelompok/suku/bangsa tertentu yang menggambarkan aktivitas
kebudayaan dan filosofi masyarakat ketika kesenian itu
diciptakan. Oleh karena itu, kesenian tradisional yang sudah ada
dan berkembang di masyarakat perlu dilestarikan dan
diperkenalkan secara luas agar tidak punah tergerus oleh
perkembangan jaman. Dengan bertumbuhnya industri pariwisata
di Kabupaten Wonosobo, berdampak pula pada berkembangnya
kelompok- kelompok kesenian tradisional yang tersebar di 15
kecamatan. Banyak event promosi destinasi wisata baru yang
memadukan antara atraksi kesenian tradisional dengan potensi
wisata alam yang banyak bermunculan yang dikelola oleh
pokdarwis setempat. Dukungan terhadap berkembangnya
kelompok kesenian ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Wonosobo melalui pemberian bantuan alat kesenian kepada 34
kelompok kesenian, fasilitasi pertunjukan seni tradisional serta
penggalian seni- seni tradisional yang sudah lama hilang.
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Keberadaan komunitas filantropi yang semakin berkembang dan
aktif mendukung upaya mengatasi masalah sosial kemanusiaan,
lingkungan hidup dan budaya di Kabupaten Wonosobo merupakan
wujud partisipasi masyarakat yang bisa menjadi alternatif sumber
daya untuk pengembangan dan pelestarian seni-budaya. Potensi
filantropi bisa didayagunakan dengan mengarahkan masyarakat

untuk mendukung seni-budaya serta pelestarian cagar budaya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan kebudayaan

antara lain:

1. Belum ada sarana (Gedung Khusus) untuk kegiatan seni
budaya di Kabupaten Wonosobo

2. Tim Ahli

Cagar Budaya (TACB)

belum memiliki

kompetensi terkait penanganan cagar budaya budaya
3. Partisipasi Masyarakat dalam pelestarian cagar budaya masih

kurang.

17. Urusan Perpustakaan

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Tabel I1.B.17.1

Berdasarkan Indikator RPKD 2017

sertifikat

%

o .
Indikator Kinerja | Realisasi Realisasi /.0 . Capaian
: Target . Realisasi | Target 2017
No. Program Capaian Capaian .
(Outcome) 5016 2017 2017 Capaian | 2021 |terhadap
2017 Target
2021
Rata-rata
Kemampuan 120 490 120 o
1 Membaca Cepat DTT kt/Mnt | kt/mnt 408,33 kt/Mnt 408%
Anak SD
Rata-rata
Kemampuan 200 483 200 o
2 Membaca Cepat DTT kt/mnt | kt/mnt 241,50 kt/mnt 242%
Anak SMP
Rata-rata
Kemampuan 250 464 250 o
3 Membaca Cepat DTT kt/mnt | kt/mnt 185,60 kt/mnt 186%
Anak SMA
4 | Jumlah 798 813 834 | 102,58 893 93%
Perpustakaan
Jumlah
5 | Pengunjung 207,674 | 260,959 | 365,658 140,12 292 125%
Perpustakaan
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%
. o L L % Capaian
Indikator Kinerja | Realisasi Realisasi o
. Target . Realisasi | Target 2017
No. Program Capaian 7 Capaian : had
(Outcome) 2016 201 5017 Capaian | 2021 | terhadap
2017 Target
2021
Jumlah
6 D 817 880 1358 154,31 1200 113%
Referensi Digital
Jumlah
7 | Pelajar/Mahasis | 55 7561 180 671 | 292,34 | 160,03 | 204,4 143%
wa yang
berkunjung

Sumber: Dinas Arpusda Kab. Wonosobo, 2017

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT

Dari data tersebut diatas bahwa rata rata kemampuan membaca
cepat untuk anak SD belum dapat dilaksanakan akan tetapi pada
tahun 2017 dapat diselenggarakan. target yang ditetapkan pada
tahun 2017 sebesar 120 kata per menit dan hasil capaiannya
sebesar 490 kata per menit dan sudah jauh melampaui target .
begitu juga halnya dengan kemampuan membaca cepat untuk
anak SMP dan SMA sudah jauh melampaui target. Untuk anak
SMP capaiannya 483 kt per menit dari target 200 kt per menit.
Dan untuk anak SMA capaiannya 464 kata per menit dari target
yang ditetapkan 250 kata per menit.

Untuk jumlah perpustakaan dari tahun ketahun mengalami
peningkatan. di tahun 2016 jumlah perpustakaan sebanyak 798
buah dan pada tahun 2017 jumlah perpustakaan sudah
melampaui target, yaitu dari 828 buah target yang ditetapkan
maka telah tercapai sejumlah 834 buah.

Pengunjung perpustakaan di tahun 2017 angka pencapaiannya
sebesar 365.658 orang sudah melampaui target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 266.178 orang .

Jumlah referensi digital juga tidak kalah pentingnya dalam
meningkatkan minat baca  dikalangan masyarakat. Jumlah
referensinya dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang
signifikan ,pada tahun 2016 sejumlah 817 buah dan pada tahun
2017 meningkat menjadi 1.358 buah, capaiannya jauh
melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 943 buah.

Begitu juga halnya dengan jumlah pelajar dan mahasiswa yang
berkunjung keperpustakaan mengalami peningkatan,
dibandingkan tahun 2016 dan ditahun 2017 sudah jauh
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melampaui target. hal ini disebakan peningkatan dan perbaikan
sarana prasarana perpustakaan dan manajemen pengelolaannya.

Pelaksanaan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada
beberapa hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya budaya dan minat baca kalangan pelajar
dan mahasiswa yang berdomisili di desa-desa.

2. Belum maksimalnya pembinaan perpustakaan yang ada di
masing-masing SKPD, Kantor Kecamatan, Desa, serta
Lingkungan Sekolah

3. Masih minimnya penyelenggaraan diklat/pelatihan bagi
pengelola perpustakaan baik tingkat kabupaten ataupun
SKPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah

4. Belum berkembangnya perpustakaan digital/digital library
untuk pengembangan e-library

5. Perlunya peningkatan kemampuan terhadap teknologi
informasi bagi pengelola perpustakaan
18. Urusan Kearsipan
Penerapan pengolaan arsip secara baku mencapai 84,00%.

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sejumlah
42 SKPD . Dilihat dari angka capaiannya mengalami penurunan
6% hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah OPD yang
harus dibina akibat adanya penambahan jumlah OPD setelah
adanya perubahan SOTK sehingga mempengaruhi rasio jumlah
prosentase angka penghitungan capaian kinerja. Sedangkan
capaian IKK berupa kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola
pengarsipan yang baru sejumlah 1 kegiatan.

Tabel I1.B.18.1
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

%
. o L L % Capaian
Indikator Kinerja | Realisasi Realisasi .
. Target . Realisasi | Target 2017
No Program Capaian - Capaian . Terhad
(Outcome) 2016 201 5017 Capaian | 2021 erhadap
2017 Target
2021
Pengelolaan
1 | Arsip Secara 90% | 90% 50% 55,55 100% 50%
Baku
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Jumlah OPD,
Desa/Kelurahan
yang dibina
dalam
Pengelolaan
Arsip Dinamis

10%

38%

14%

36,84

82%

17%

Persentase
Pelaksanaan
Sistem Kearsipan
sesuai Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NPSK)

90%

40%

5%

12,50

100%

5%

Sumber : Dinas Arpusda Kab. Wonosobo, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa Indikator Kinerja
Program tidak mencapai target karena Keterbatasan SDM di
bidang kearsipan baik secara kaulitatif maupun kuantitatif.
Secara kuantitatif adalah masih terbatasnya jumlah arsiparis
maupun petugas pengelola arsip yang cukup memadai. Secara
kualitatif, masih sedikit petugas pengelola arsip yang memiliki
standar profesi yang ideal.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan
Urusan Kearsipan antara lain :

1.

Masih adanya paradigma yang menempatkan arsip sebagai
posisi marginal dan membebankan tugas kearsipan pada
petugas arsip atau arsiparis semata

Kurangnya apresiasi perangkat terhadap bidang kearsipan yang
menjadikan arsip tidak mendapat perhatian secara
proporsional sehingga penataan dan penyimpanan arsip belum
sesuai dengan kaidah atau aturan kearsipan yang baku

Masih terbatas dan belum terstandarisasinya sarana kearsipan
di masing-masing OPD sehingga menyebabkan arsip tidak
tertata secara sistematis (tidak sesuai dgn prosedur yg
ditetapkan)

Belum adannya aturan yang tegas pada tataran operasional
bidang kearsipan sehingga belum bisa menerapkan sanksi
terhadap pelanggaran di bidang kearsipan

C. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT
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Tabel II.C.1.1

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
2021

Persentase
kenaikan luas
lahan
perikanan
(Ha)

-15,34%

3,50%

-15,34%

-438,29

5,8%

-264%

Persentase
kenaikan
produksi ikan
konsumsi (kg)

5,55%

3,6%

8,67%

240,78

10%

87%

Persentase
kenaikan
produksi
benih ikan

(kg)

1,33%

2,6%

2,47%

95,00

5%

49%

Rata-rata
konsumsi
ikan per
kapita
(kg/kapita/th)

13,43

13,45

25,38

188,70

13,84

183%

Hasil
Produksi
Perikanan
Tangkap (ton)

491,46

779.954

626,12

80,28

906.682

0%

Rasio anggota
kelompok tani
ikan terhadap
jumlah petani
ikan/nelayan

9,65%

50,20

9,65%

0,19

50,4

0%

Pengolahan
hasil
perikanan
(ton)

43,94
ton

18,00%

7,10%

39,44

33,98%

21%

Persentase
ekport hasil
perikanan
terhadap total
ekport non
migas

16%

2,90%

16%

551,72

10%

160%
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Produksi perikanan Tahun 2017 dibandingkan dengan target
produksi adalah 118,19%. Produksi perikanan pada Tahun 2017
berjumlah 9.819.487 kg, di atas target daerah Tahun 2017 yang
berjumlah 8.308.610 kg. Jumlah produksi perikanan tersebut juga
meningkat dibandingkan capaian Tahun 2016 yang berjumlah
9.102.300 kg.

Produksi perikanan terdiri atas produksi perikanan budidaya
pembesaran sebanyak 9.193.361 kg dan penangkapan sebanyak
626.126 kg. Produksi perikanan budidaya pembesaran terdiri atas
kolam, karamba, KJA Aqua Farm Nusantara dan KJA petani,
sedangkan penangkapan terdiri atas penangkapan di sungai,
waduk dan telaga.

Produksi perikanan budidaya pembesaran sebanyak 9.193.361 kg
dilihat dari jenis ikannya terdiri atas Ikan Nila sebanyak 8.439.043
kg, Ikan Lele sebanyak 567.620 kg, Ikan Mas sebanyak 120.443 kg,
Ikan Grasscarp sebanyak 34.946 kg, lkan Bawal sebanyak 16.160
kg, Ikan Nilem sebanyak 6.565 kg, lkan Tawes sebanyak 4.545 kg
dan Ikan Gurami sebanyak 4.040 kg.

Produksi kolam Tahun 2017 sebanyak 4.056.000 kg, diatas target
2017 yaitu 3.107.000 kg. Produksi karamba Tahun 2017 sebanyak
18.700 kg, diatas target 2017 yaitu 16.000 kg. Produksi KJA Aqua
Farm Nusantara Tahun 2017 sebanyak 4.975.500 kg, diatas target
2017 yaitu 4.200.000 kg sedangkan produksi KJA Petani sebanyak
143.161 kg, diatas target daerah yaitu 130.000 kg. Sehingga secara
keseluruhan capaian produksi perikanan budidaya pembesaran
sejumlah 123% dibandingkan target produksi Tahun 2017.
Keberhasilan capaian produksi tersebut menunjukkan bahwa
program-program  perikanan  budidaya pembesaran dapat
dilaksanakan dengan baik.

Sebaliknya produksi dari hasil penangkapan di sungai, waduk dan
telaga yang berjumlah 626.126 kg masih berada di bawah target
daerah Tahun 2017 yaitu 855.610 kg. Oleh karena itu perlu upaya-
upaya untuk menumbuhkan kesadaran warga agar kelestarian
perairan umum sebagai habitat ikan dapat terjaga dan hasil
perikanan tangkap meningkat. Selain itu upaya dari pemerintah
adalah dengan penebaran benih ikan bekerjasama dengan pegiat
pelestarian lingkungan antara lain Green River Community (GRC),
Komunitas Anak Mancing dan Peduli Alam Kejiwan (KAMPAK),
Gerakan Anak Muda Pecinta Air Tawar (GEMPITA) Mangunrejo,
Komunitas Mancing Mania Wonosobo (KMMW) Kembaran Kalikajar,
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Palaska, Laskar Fishing Adventure Sruni Jaraksari, Komunitas
Peduli Ikan dan Sungai (KPIS) Garung, Kelompok Masyarakat
Pengawas Perairan Umum (Pokmaswas) Wadaslintang dan
kelompok pegiat pelestarian lingkungan lain yang ada di Kabupaten
Wonosobo.

Konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2017 adalah
107,50% dibandingkan dengan target daerah. Konsumsi ikan terdiri
atas jumlah konsumsi ikan segar dan ikan olahan seperti ikan asin
produk olahan lainnya. Konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo
pada tahun-tahun terakhir berhasil melampaui target daerah,
artinya kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi ikan semakin
meningkat.

Luas lahan perikanan pada Tahun 2017 masih sama dengan Tahun
2016 sebesar 221,8 ha, atau menurun 15,34% dibandingkan Tahun
2015 sebagai tahun dasar RPJMD sehingga belum mencapai target
yang diharapkan pada Tahun 2017 yaitu kenaikan sebesar 3,50%.
Penurunan tersebut disebabkan pada Tahun 2016 luas lahan
kolam darat berkurang sebanyak 40,2 ha dan pada Tahun 2017
belum ada penambahan luas lahan perikanan.

Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi (kg) Tahun 2017
dibandingkan Tahun 2015 sebagai tahun dasar adalah sebesar
8,67%, melampaui target daerah Tahun 2017 yaitu 3,6%.
Tercapainya target capaian tidak terlepas dari keberhasilan
budidaya perikanan budidaya yaitu kolam, karamba, KJA Aquafarm
Nusantara dan KJA Petani yang produksinya berjumlah 9.193.361
kg, melampaui target daerah 2017 yaitu 7.453.000 kg. Yang perlu
mendapat perhatian lebih adalah dari perikanan tangkap karena
pada Tahun 2017 jumlah penangkapan hanya 626.126 kg, atau
hanya memenuhi capaian sebesar 73% dari target daerah.

Capaian produksi benih ikan Tahun 2017 adalah sebesar
58.359.940 ekor, sedangkan capaian produksi benih ikan Tahun
2015 sebagai tahun dasar adalah 56.950.575 ekor, sehingga
persentase kenaikan  produksi benih ikan pada Tahun 2017
dibandingkan Tahun 2015 adalah sebesar 2,47%, masih di bawah
target kenaikan produksi benih ikan 2017 sebesar 2,6%. Produksi
perikanan budidaya pembenihan Tahun 2017 terdiri atas Ikan Mas
sebanyak 3.187.460 ekor, Ikan Nila sebanyak 33.244.402 ekor dan
Ikan Lele sebanyak 21.928.078 ekor. Belum tercapainya target
produksi benih ikan disebabkan oleh masih minimnya penggunaan
induk unggul bersertifikat oleh pembenih ikan, sehingga langkah
yang perlu dilakukan adalah dengan fasilitasi penggunaan induk
ikan yang unggul oleh Dinas Kabupaten, UPT Provinsi dan UPT
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KKP.

Konsumsi ikan per kapita pada Tahun 2017 menggunakan
perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dengan menjumlahkan
Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT), Konsumsi Luar Rumah
Tangga dan Konsumsi Tidak Tercatat, sehingga didapat angka
25,38 kg/kapita/tahun. Jumlah dan jenis konsumsi ikan terkait
dengan berbagai faktor yaitu : (1) pengetahuan gizi dan teknik
pengolahan ikan yang masih terbatas, (2) kemudahan mendapatkan
ikan yang bervariasi, (3) harga ikan yang dinilai bergengsi (udang,
cumi, kakap merah) cukup mahal dibandingkan daya masyarakat
pada umumnya, (4) citra/image/gengsi ikan sebagai makanan
acara khusus belum berkembang, (5) masih terdapatnya nilai
budaya, tabu, mitos dan pantangan sekelompok masyarakat
mengenai dampak negatif konsumsi ikan dan (6) promosi konsumsi
ikan yang belum optimal. Konsumsi ikan per kapita Kabupaten
Wonosobo sudah memenuhi target daerah, hal ini menunjukkan
kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi ikan sudah semakin
meningkat. Selanjutnya ada beberapa langkah stategis yang dapat
dilakukan untuk lebih meningkatkan angka konsumsi ikan antara
lain menyusun peta kebutuhan ikan berdasarkan preferensi
konsumen, mengembangkan sistem informasi pemasaran,
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan
serta promosi produk perikanan melalui festival, lomba aneka
masakan hasil perikanan dan inovasi produk perikanan.

Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun 2017 sebanyak
626,126 ton, belum memenuhi target daerah yaitu 779,954 ton.
Namun jika dibandingkan dengan hasil produksi perikanan
tangkap pada Tahun 2016 sebanyak 491,46 ton, maka sudah
terdapat peningkatan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap antara lain adalah
dengan menjaga kelestarian perairan umum misalnya dengan
menjaga kebersihan sungai, waduk dan telaga dan penggunaan alat
tangkap ikan yang sesuai anjuran sehingga tidak mengancam
kelestarian sumberdaya perikanan.

Rasio anggota kelompok tani ikan terhadap jumlah petani
ikan/nelayan masih sama dengan Tahun 2016 adalah 9,65%,
masih jauh dari target daerah Tahun 2017 sebanyak 50,20%.
Kelompok ikan di Kabupaten Wonosobo berjumlah 234 kelompok
dengan rata-rata jumlah anggota 10 orang, sedangkan jumlah
petani ikan adalah 24.240 orang. Rendahnya jumlah pembudidaya
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ikan dan atau nelayan yang bergabung dalam kelompok tani ikan
dikarenakan kurangnya kesadaran para pelaku utama dan pelaku
usaha di bidang perikanan dalam hal tujuan dan manfaat
berkelompok, hal ini menyebabkan kurang efektifnya pembinaan
oleh para penyuluh perikanan di lapangan. Untuk menanggulangi
problem diatas, maka dalam pembentukan kelompok perikanan
dan atau nelayan harus bersumber atas dasar kesadaran,
keinginan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya
secara bersama-sama dengan tujuan peningkatan produktivitas
sekaligus peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Wonosobo pada Tahun
2017 adalah sebesar 44,82,94 ton, meningkat 7,1% dibandingkan
Tahun 2015 sebagai tahun dasar, sehingga belum memenuhi target
daerah Tahun 2017. Namun demikian dilihat dari tahun ke tahun,
tren pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Wonosobo terus
meningkat yaitu 41,84 ton pada Tahun 2015, kemudian meningkat
menjadi 43,94 ton pada Tahun 2016 dan terus naik menjadi 44,82
ton pada Tahun 2017. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam
meningkatkan pengolahan ikan di Kabupaten Wonosobo adalah
dengan mengadakan pelatihan pengolahan ikan bagi pelaku usaha
perikanan sejak Tahun 2017.

Persentase ekspor hasil perikanan terhadap total ekspor non migas
di Kabupaten Wonosobo adalah 16%, yaitu oleh PT. Aquafarm
Nusantara. PT Aquafarm Nusantara mempunyai lahan perikanan di
Danau Toba, Waduk Kedungombo dan Waduk Wadaslintang.
Jumlah produksi PT. Aquafarm Nusantara di Waduk Wadaslintang
pada Tahun 2017 sebanyak 4.975.500 kg, selanjutnya hasil
produksi Aquafarm diolah di pabrik yang berlokasi di Semarang
dengan hasil berupa fillet ikan yang menjadi bahan ekspor.

Permaslaahan yang terdapat dalam urusan kelautan dan perikanan
adalah:

1. Masih minimnya penggunaan induk unggul bersertifikat oleh
pembenih ikan

2. Masih terjadi penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai
anjuran (strom, racun) sehingga mengancam Kkelestarian
sumberdaya perikanan

3. Berkurangnya produksi ikan karena penangkapan dengan alat
yang tidak sesuai mengakibatkan ikan yang masih kecil ikut
mati/tertangkap
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2. URUSAN PARIWISATA

Kunjungan wisatawan mengalami penurunan pada Tahun 2017.
Kunjungan wisatawan pada Tahun 2016 sejumlah 1.121.575 orang,
sedangkan pada Tahun 2017 kunjungan wisatawan menurun
menjadi 1.099.432 orang, artinya ada penurunan sejumlah 22.143
orang atau 1,97%. Jumlah wisatawan tersebut di atas adalah jumlah
dari seluruh destinasi wisata yang dikelola pemerintah kabupaten.
Penurunan kunjungan ini disebabkan adanya perbaikan jembatan
Balley selama kurang lebih 2 bulan karena adanya longsor. Penyebab
lain adalah daya tarik wisata daerah kurang diperhatikan secara
khusus sehingga belum terlalu menarik minat wisatawan, serta
beberapa daya tarik wisata belum memenuhi standar ramah HAM,
disabilitas dan lansia.

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan di destinasi wisata yang
dikelola  pemerintah  kabupaten  menyebabkan  penurunan
pendapatan dari sektor pariwisata, yang mengakibatkan kontribusi
sektor pariwisata terhadap PDRB menurun. Pada Tahun 2016
persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sejumlah
0,032% sedangkan pada Tahun 2017 persentase kontribusi sektor
pariwisata terhadap PDRB sejumlah 0,0304%.

Tabel II.C.2.1
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepariwisataan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

. %
[0)
In(zhka‘.tor Realisasi Realisasi %o Target | Capaian
Kinerja

. Target . Realisasi .
Capaian Capaian . Capaian 2017
Program 2016 | 2017 | “9017 | ©C@PAAN | T5001 | terhadap
(Outcome) 2017 2021

Persentase
kenaikan
kunjungan
per obyek
wisata 28,95% | 10,00% | 26,40% | 264,02 30% 88%
terhadap
seluruh
kunjungan
wisata

Persentase
kontribusi
sektor 2,33% 9,50% 1,64% 17,28 15% 11%
pariwisata
terhadap
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
Capaian
2021

%
Capaian
2017
terhadap
2021

PAD

Persentase
kenaikan

kunjungan
wisatawan

28,95%

10,00%

26,40%

264,02

30%

88%

Persentase
Kenaikan
Kunjungan
wisatawan
Nusantara

29,41%

10,00%

26,85%

268,52

30%

90%

Persentase
kunjungan
wisatawan

mancanegara

terhadap
seluruh
wisatawan

0,22%

10,00%

0,23%

2,30

30%

1%

Rata-rata

lama tinggal

wisatawan

2,4

0,4

16,67

13%

Jumlah
komunitas
ekonomi
kreatif

16

400,00

200%

Persentase
komunitas

kreatif yang

terfasilitasi
dalam

ruang/arena

kreasi

31,43%

40%

50,00%

125,00

100%

50%

Persentase

orang kreatif
yang menjadi

wirausaha

11,87%

10%

31,51%

315,10

30%

105%

10

Persentase
produk
kreatif yang
terfasilitasi
pameran

45,16%

10%

87,50%

875,00

30%

292%

11

Persentase

0,20%

6,25%

3125,00

1%

625%
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
Capaian
2021

%
Capaian
2017
terhadap
2021

kerjasama
pariwisata
terhadap
seluruh
MOU

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2017
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Persentase kenaikan kunjungan wisatawan pada Tahun 2017
sudah memenuhi target karena terdapat persentase kenaikan
sebesar 26,40%, jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan
Tahun 2015 sebagai tahun dasar. Namun jika dibandingkan
dengan Tahun 2016, maka terjadi penurunan jumlah kunjungan
wisatawan.

Persentase kenaikan kunjungan per obyek wisata terhadap
seluruh kunjungan wisata pada Tahun 2017 dibandingkan dengan
Tahun 2016 masing masing adalah Kawasan Dataran Tinggi Dieng
sebesar -1,49%, Lembah Dieng 0,47%, Telaga Menjer -0,05%,
Kalianget 1,07%, Gelanggang Renang Mangli 0,16%, Waduk
Wadaslintang 0,36% dan Dieng Plateau Theater sebesar -2,54%.
Total persentase kenaikan kunjungan wisatawan Tahun 2017
dibandingkan dengan Tahun 2016 adalah sebanyak -1,97%.

Dari jumlah total wisatawan sebanyak 1.099.432 orang, sebanyak
1.096.937 orang merupakan wisatawan Nusantara. Persentase
kenaikan kunjungan wisatawan Nusantara sebesar 26,85%
dibandingkan dengan jumlah wisatawan Nusantara Tahun 2015
sebagai tahun dasar, sehingga sudah memenuhi target. Namun
jika dibandingkan dengan Tahun 2016, jumlah wisatawan
Nusantara Tahun 2017 menurun sebesar 1,98%.

Jumlah wisatawan mancanegara pada Tahun 2017 sejumlah
2.495 orang. Persentase jumlah wisatawan mancanegara adalah
0,23% dari jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2017. Masih
rendahnya  jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara
disebabkan ketertarikan wisatawan mancanegara ke Wonosobo
(Dieng) menurun karena harga penerimaan negara bukan pajak
naik, tiket untuk wisatawan mancanegara belum dibedakan
sehingga perhitungan jumlah belum optimal, usaha industri
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pariwisata belum memenuhi standar nasional dan perubahan
landscape dan ahli fungsi kawasan.

Kontribusi sektor pariwisata pada Tahun 2017 sejumlah
Rp3.742.363.000,00 memberikan kontribusi sebesar 1,64%
terhadap PAD. Masih jauh di bawah target Tahun 2017 sejumlah
10%. Kontribusi sektor pariwisata yang masuk PAD berasal dari
destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten,
sedangkan destinasi wisata yang dikelola oleh desa tidak masuk
dalam PAD. Pada Tahun 2017 berkembang destinasi-destinasi
wisata yang pengelolaannya masih dikelola oleh desa yaitu Bukit
Cinta Maron, Sikunir, Sendangsari, Gianti, Lipursari, Ropoh,
Winongsari, Seroja Tlogo, Gunung Prau, Erorejo, Mergolangu dan
Reco. Destinasi wisata yang dikelola desa memberikan kontribusi
kunjungan wisatawan sebesar 355.753 pengunjung selama Tahun
2017.

Rata-rata lama tinggal wisatawan pada Tahun 2017 hanya selama
0,4 hari, artinya kebanyakan wisatawan tidak menginap ketika
mengunjungi destinasi wisata di Wonosobo, padahal target lama
menginap pada Tahun 2017 adalah selama 2,4 hari. Rendahnya
angka lama menginap disebabkan oleh kurangnya atraksi wisata
malam hari dan kurangnya aktivitas wisatawan di daya tarik
wisata sehingga kurang bisa menahan wisatawan untuk
menginap. Untuk itu perlu ditunjang dengan adanya kerjasama
dengan biro tour yang membuat paket-paket wisata di beberapa
destinasi wisata di Wonosobo, juga perlu lebih banyak
diselenggarakan event-event wisata yang menarik, terutama di
malam hari. Selain itu unsur-unsur pendukung pariwisata seperti
kuliner yang beragam, homestay/penginapan yang bersih, serta
kemudahan akses ke destinasi wisata juga perlu diperhatikan
demi mendukung kenyamanan wisatawan selama tinggal di
Wonosobo, dan membuat wisatawan berkeinginan untuk tinggal
lebih lama di Wonosobo.

Jumlah komunitas kreatif di Kabupaten Wonosobo yang terdata
pada Tahun 2017 berjumlah 16 komunitas yang terdiri dari
komunitas seni pertunjukan, fotografi, kriya, seni rupa dan
fashion. Diharapkan di tahun berikutnya akan semakin banyak
komunitas kreatif karena di Wonosono ada banyak orang kreatif.
Dari 16 komunitas tersebut ada 8 komunitas kreatif yang
terfasilitasi dalam ruangan/arena kreasi.
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Terdapat 146 orang kreatif di Kabupaten Wonosobo pada Tahun
2017 di bidang fashion, kuliner, fotografi, kriya, seni rupa, seni
pertunjukan, desain produk, musik, desain komunikasi visual,
penerbitan dan arsitektur. Dari 146 orang kreatif tersebut, 46
diantaranya menjadi wirausaha. Dari jumlah produk kreatif 46
produk, yang sudah terfasilitasi pameran sebanyak 14 produk,
yaitu Kuliner Republik Enthok, Kuliner Olahan Masakan Pete dan
Jengkol, Mie Ongklok, Tiwul Instan, Produk Olahan Singkong,
Fashion (Desain Kaos), Kerajinan Batik Wonosobo, Ikat Saba,
Kerajinan Limbah, Olahan Carica, Kerajinan Sulaman, Kerajinan
Topeng, Souvenir dan Kerajinan Kertas. Hal ini menunjukkan
semangat kreativitas komunitas/orang kreatif di Wonosobo dalam
membuat produk-produk kreatif.

Pada Tahun 2017, terdapat 1 buah MoU kerjasama pariwisata
dengan Indonesia Power, dari total 16 MoU di Kabupaten
Wonosobo, sehingga persentase kerjasama pariwisata terhadap
seluruh MoU di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2017 adalah
6,25%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan pariwisata
dan upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Menurunnya fungsi kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagai
kawasan konservasi lingkungan, budaya dan pariwisata

2. Eksplorasi alam yang berlebihan wuntuk pertanian,
perumahan, dan industri kawasan Dieng dan Wonosobo
secara umum yang berdampak pada perubahan landscape
kawasan sehingga minat kunjungan menurun.

3. Kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap
keberlangsungan dan perkembangan pariwisata perlu untuk
ditingkatkan.

4. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia, baik pada
pengelola, maupun pelaku usaha pariwisata.

5. Kurangnya daya dukung transportasi maupun kualitas
infrastruktur jalan maupun aksesibilitas lainnya.

6. Kenyamanan dan keamanan wisatawan yang dirasakan
masih kurang.

7. Manajemen dan tata kelola kunjungan wisatawan masih
rendah dan belum terintegrasi dengan baik.

RKPD 2019 Kabupaten Wonosobo_Bab IT II-109



8. Minimnya atraksi dan kegiatan wisata di malam hari
sehingga tidak dapat memfasilitasi kunjungan wisatawan

yang melakukan long of stay (live in) di Wonosobo.

9. Belum semua daya tarik wisata dilengkapi dengan fasilitas
bagi wisatawan berkebutuhan khusus dan lansia serta
kualitas pelayanan bagi wisatawan mancanegara

3. URUSAN PERTANIAN

Produktivitas padi atau bahan pangan utama pada tahun 2017
mengalami penurunan sebesar 0,34 ton/ha. Penurunan ini
dikarenakan meningkatnya luas areal tanaman padi tidak
seimbang dengan peningkatan produksi. Peningkatan produksi
padi yang kurang optimal disebabkan adanya serangan hama dan
organisme pengganggu tanaman (tikus) serta tingginya curah
hujan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2017
mengalami penurunan sebesar 2,12% apabila dibandingkan
dengan kontribusi pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan selain
produktivitas sektor pertanian yang menurun, ternyata minat
masyarakat terhadap lapangan usaha di bidang pertanian,
kehutanan dan perikanan berkurang. Masyarakat mulai beralih
dari bekerja di lapangan usaha pertanian ke lapangan usaha non
pertanian.

Data Indikator Kinerja Urusan Pertanian Berdasarkan Indikator
RKPD Wonosobo Tahun 2017 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.C.3.1
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

Indikator L L % 7 .
. Realisasi Realisasi .. Capaian
Kinerja . Target . Realisasi | Target
No Capaian Capaian . 2017
Program 2017 Capaian | 2021 h
(Outcome) 2016 2017 2017 terhadap
2021
Produksi
1 | Tanaman 474,421 478,31 441,24 | 92,25 453,3 97%
6 44
Pangan (ton)
 Padi 167,165 | °>% | 167,855 | 101,21 | 1907 | 104%
- Jagung 77,369 | 1701 86,189 | 76,96 1%72’4 80%
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Indikator

%

%

Kinerja Reahs.a31 Target Rea11§a51 Realisasi | Target Capaian
No Capaian Capaian . 2017
Program 2017 Capaian | 2021
(Outcome) 2016 2017 2017 terhadap
2021
- Ubi kayu 207,924 182, 12 171,584 | 94,20 1611’7 104%
- Ubi jalar 21,963 18,31 15,612 | 85,26 19é21 81%
Produktivitas
p | Tanaman 5,51 5,23 5,17| 98,85 | 5,54 93%
Pangan/ Padi
(ton/ha)
Jumlah
g | Produksi 4.971.22 | 2.083.3 | #089:551 19530 | 2:24% | 1590,
Hortikultura 2 048
5 66
(kw)
Jumlah
4 | Produksi 1.462.20 | 1.392.0 | 1:010:58 | 73 o3 | 1.395. 73%
Buah-buahan 6 400
6 85
(kw)
Jumlah
Produksi
5 | Tanaman 6.274.47 | 3.147.1 | 592898 | 10a8a | 1901 080,
Biofarmaka 7 52
(kw)
Jumlah
Produksi 2.671.5 | 2.709.96 2.678. o
6 Bunga 3.189.1; 05 0 101,44 995 101%
(tangkai)
Jumlah
7 | Produksi 5,654 | 7661,17 | 135,50 | 5883 130%
Perkebunan 8.522,12 ’ ’ ’ ?
(ton)
Peningkatan
Level Pertama
8 | Sertifikasi pertama, | Kedua . ’ Lanjut
. Ketiga
untuk ketiga
Komoditas*
Persentase
Teknologi
Tepat Guna
9 | Bidang 15% 20% 15% | 75,00 50% 30%
Pertanian
yang sudah
diterapkan
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
2021

10

Persentase
Luasan Lahan
Pertanian/
Perkebunan
Ramah
Lingkungan
(Pertanian
Organik,
Pertanian
Sesuai Kaidah
Konservasi)

0,01

1%

1%

100,00

10%

10%

11

Rasio Petani
yang
Melakukan
Usaha
Pertanian
Organik

5%

5%

5%

100,00

10%

50%

12

Persentase
Produksi
Komoditas
Pertanian
Organik
terhadap Total
Komoditas
Pertanian

5%

6%

5%

83,33

20%

25%

13

Persentase
Ekspor Hasil
Pertanian
terhadap Total
Ekspor Non
Migas

0,0157

2%

1,57%

78,50

2%

79%

14

Jumlah
Populasi
Ternak Besar
(ekor)

22,218

22,888

23,229

101,49

23,96

97%

15

Jumlah
Populasi
Ternak Kecil
(ekor)

264,138

273,23

275,046

100,66

307,5
96

89%

16

Jumlah
Populasi
Unggas (ekor)

2.925.69
6

1.394.5
33

3.050.06
8

218,72

2.139.
252

143%
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
2021

17

Jumlah
Produksi Telur

(kg)

1.787.36
9

1.605.2
00

1.920.65
3

119,65

2.018.
000

95%

18

Jumlah
Produksi Susu
(liter)

744.792,
00

911.55

921,602

101,10

995,1

93%

19

Jumlah
Produksi
Daging (kg)

7.110.37
4

8.234.5
40

8.034.89
9

97,58

10.81
6.000

74%

20

Persentase
Kasus Ternak
yang
Tertangani

78%

85%

85%

100,00

100%

85%

21

Jumlah
Temuan
Teknologi
Tepat Guna
Bidang
Pertanian
yang sudah
diterapkan

S jenis

S jenis

S jenis

100,00

jenis

83%

22

Persentase
Kenaikan
Pasokan
Produk
Peternakan ke
Perusahaan
Pengolah

10%

18%

18%

100,00

30%

60%

23

Rasio Anggota
Kelompok

Tani terhadap
Petani

28,47

28,98

28,47

98,24

30

95%

24

Rasio Anggota
Kelompok
Tani Ternak
terhadap
Peternak

5,29

5,32

5,29

99,44

5,4

98%

25

Persentase
Penyuluh yang
Memiliki
Pendidikan
Formal

65%

55%

65%

118,18

90%

72%
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No

Indikator

%

%

Kinerja Rea11§a31 Target Rea11§a51 Realisasi | Target Capaian
Capaian Capaian . 2017
Program 2017 Capaian | 2021
2016 2017 terhadap
(Outcome) 2017 2021

Pertanian dan
Peternakan
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Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo,

Secara umum produksi tanaman pangan pada tahun 2017
mengalami penurunan sebesar 33.181 ton apabila dibandingkan
dengan produksi tanaman pangan tahun 2016, walaupun untuk
tanaman padi dan jagung meningkat produksinya.
produksi tanaman pangan secara umum ini juga menyebabkan
target kinerja tercapai 92,25%.
adanya serangan hama dan organisme pengganggu tanaman
(tikus) serta tingginya curah hujan. Penurunan produksi tanaman
pangan terjadi pada ubi kayu dan ubi jalar. Produksi ubi kayu
pada tahun 2016 sebanyak 207.924 ton menurun sebesar 36.340
ton pada tahun 2017 sehingga produksinya menjadi 172.584 ton.
Produksi ubi jalar pada tahun 2016 sebanyak 21.963 ton
menurun sebesar 6.351 ton pada tahun 2017 sehingga
produksinya menjadi 15.612 ton. Kenaikan produksi tanaman
pangan terjadi pada tanaman padi dan jagung. Produksi padi pada
tahun 2016 sebanyak 167.165 ton meningkat sebesar 690 ton
pada tahun 2017 sehingga produksinya menjadi 167.855 ton.
Produksi jagung pada tahun 2016 sebanyak 77.369 ton
meningkat sebesar 8.820 ton pada tahun 2017 sehingga
produksinya menjadi 86.189 ton. Kenaikan produksi padi dan
jagung didukung pula dengan adanya Program Peningkatan
Produksi Pertanian/ Perkebunan yang dilaksanakan melalui
Kegiatan Pendampingan UPSUS PAJALAL

Penurunan

Penurunan ini dikarenakan

Produktivitas tanaman pangan/padi pada tahun 2017 mengalami
penurunan sebesar 0,34 ton/ha apabila dibandingkan dengan
produktivitas pada tahun 2016, sehingga target kinerja tahun
2017 hanya tercapai 98,85%. Produktivitas tanaman pangan/
padi tahun 2016 sebesar 5,51 turun menjadi 5,17 pada tahun
2017. Penurunan produktivitas padi dikarenakan adanya
serangan hama dan organisme pengganggu tanaman (tikus) serta
tingginya curah hujan.
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Target capaian jumlah produksi sayur-sayuran pada tahun 2017
tercapai sebesar 196,30%. Karena target jumlah produksi sayur-
sayuran yang direncanakan sebanyak 2.083.366 kw terealisir
sebanyak 4.089.552 kw, walaupun jumlah produksi sayur-
sayuran pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 881.673
kw apabila dibandingkan dengan jumlah produksi sayur-sayuran
pada tahun 2016.

Target capaian jumlah produksi buah-buahan pada tahun 2017
tercapai sebesar 73,03%. Target jumlah produksi buah-buahan
yang direncanakan sebanyak 1.392.085 kw terealisir sebanyak
1.016.586 kw. Jumlah produksi buah-buahan pada tahun 2017
mengalami penurunan sebesar 445.620 kw apabila dibandingkan
dengan jumlah produksi buah-buahan pada tahun 2016 sebanyak
1.462.206 kw. Tidak tercapainya target jumlah produksi buah-
buahan karena adanya curah hujan yang tinggi di wilayah
Kabupaten Wonosobo.

Target capaian jumlah produksi tanaman Biofarmaka tercapai
sebesar 124,84 %, karena dari target yang direncanakan sebanyak
3.147.152 kg telah tercapai 3.928.988 kg, walaupun apabila
dibandingkan jumlah produksi tanaman Biofarmaka pada tahun
2016 sebanyak 6.274.477 kg mengalami penurunan sebanyak
2.345.489 kg, sehingga jumlah produksi tanaman Biofarmaka
pada tahun 2017 menjadi sebanyak 3.928.988 kg. Penurunan
jumlah produksi tanaman Biofarmaka ini disebabkan karena
curah hujan yang tinggi.

Target jumlah produksi bunga tercapai 101,44%, karena dari
target yang direncanakan sebanyak 2.671.525 tangkai terealisir
sebanyak 2.709.960 tangkai, walaupun apabila dibandingkan
jumlah produksi bunga pada tahun 2016 sebanyak 3.189.117
tangkai mengalami penurunan sebanyak 479.157 tangkai,
sehingga jumlah produksi bunga pada tahun 2017 menjadi
sebanyak 2.709.960 tangkai. Demikian pula dengan target
jumlah produksi perkebunan tercapai 135,50%. Target jumlah
produksi perkebunan yang direncanakan sebanyak 5.654 ton
terealisir sebanyak 7.661.17 ton.

Peningkatan Level Sertifikasi Komoditas pada tahun 2017 tercapai
pada Level Pertama dan Ketiga, sedangkan Level Kedua tidak
tercapai. Sertifikasi Komoditas Pertanian dibutuhkan sebagai
salah satu syarat ekspor. Kriteria Komoditas Pertanian Level
Pertama adalah komoditas bebas pestisida, sedangkan Kriteria
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Level Kedua adalah kandungan pestisida diambang batas dan
Kriteria Level Ketiga adalah kandungan pestisida masih bisa
ditolerir.

Persentase Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian yang sudah
diterapkan tercapai sebesar 15%. Perlu upaya dan inovasi untuk
menerapkan Teknologi Tepat Guna sehingga dapat semakin
meningkatkan kinerja di Bidang Pertanian. Teknologi Tepat Guna
yang ada saat ini adalah SLPTT, SLPHT, penggunaan pupuk
organik, teknologi alat tanam dan alat panen serta teknologi
pengolahan produk pertanian. Persentase pemakaian teknologi
tepat guna di Kabupaten Wonosobo memang masih kecil, sehingga
sangat dibutuhkan inovasi teknologi yang sesuai dengan
karakteristik dan kondisi pertanian di Kabupaten Wonosobo.

Persentase Luasan Lahan Pertanian/ Perkebunan Ramah
Lingkungan (Pertanian Organik, Pertanian Sesuai Kaidah
Konservasi) pada tahun 2017 tercapai sebesar 1%, hal ini artinya
target kinerja tercapai 100%, karena dari target yang
direncanakan sebesar 1% dapat tercapai 1% juga. Pertanian
Sesuai Kaidah Konservasi berarti usaha pertanian yang
dilaksanakan memperhatikan kaidah-kaidah perlindungan tanah
dan memperhatikan kemampuan tanah agar tanah yang
digunakan memberikan hasil yang optimal dan lestari.

Rasio petani yang melakukan usaha pertanian organik tahun
2017 masih sama dengan tahun 2016 yakni tercapai 5%. Rasio
petani yang melakukan usaha pertanian organik masih rendah di
Kabupaten Wonosobo, karena pada umumnya petani memiliki
pemahaman bahwa dengan menggunakan pupuk kimiawi akan
lebih cepat meningkatkan hasil panennya. Sistem pertanian di
Kabupaten Wonosobo masih semi organik, artinya untuk pestisida
sudah menggunakan pestisida alami namun pupuknya masih
menggunakan pupuk kimiawi atau untuk sistem pengairannya
masih menggunakan sistem non organik.

Kinerja Produksi Komoditas Pertanian Organik terhadap Total
Komoditas Pertanian tercapai 83,33%, target yang direncanakan
sebesar 6% terealisir 5%, masih sama dengan tahun 2016. Target
tidak tercapai 100% karena masih banyak petani yang
menggunakan pupuk kimiawi guna meningkatkan hasil panennya.
Perlu upaya agar Persentase Produksi Komoditas Pertanian
Organik terhadap Total Komoditas Pertanian lebih meningkat lagi.
Produksi komoditas pertanian organik telah dilakukan pada
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tanaman salak dan padi.

Persentase Ekspor Hasil Pertanian terhadap Total Ekspor tahun
2017 masih sama dengan tahun 2016, yakni sebesar 1,57%.
Ekspor hasil pertanian ini berupa ekspor benih bunga dan
sayuran, salak, gula kelapa, kentang, lobak, red bit serta kopi.

Jumlah Populasi Ternak Besar pada tahun 2016 sebanyak 22.218
ekor meningkat 1.011 ekor, sehingga menjadi sejumlah 23.229
ekor pada tahun 2017. Capaian kinerja mencapai 101,49 %.
Faktor yang berpengaruh terhadap tercapainya target kenaikan
jumlah populasi ternak besar adalah karena peternak banyak
membeli ternak besar dari luar daerah yang disebabkan harga
ternak luar daerah lebih murah, selain itu meningkatnya jumlah
populasi ternak juga didukung dengan berbagai kegiatan yang
telah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan.

Jumlah Populasi Ternak Kecil pada tahun 2016 sebanyak
264.138 ekor meningkat 10.908 ekor, sehingga menjadi
sejumlah  275.046 ekor pada tahun 2017. Capaian kinerja
mencapai 100,66 %. Faktor yang mendukung tercapainya target
kenaikan jumlah populasi ternak kecil adalah karena laju
pertumbuhan populasi yang lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan pengurangannya.

Jumlah Populasi Unggas pada tahun 2016 sebanyak 2.925.696
ekor meningkat 124.372 ekor, sehingga menjadi sejumlah
3.050.068 ekor pada tahun 2017. Capaian kinerja mencapai
218,72%. Tercapainya target kenaikan jumlah populasi unggas
dikarenakan tingginya minat masyarakat untuk beternak unggas.

Jumlah produksi telur pada tahun 2016 sebanyak 1.787.369 kg
meningkat 133.284 kg sehingga menjadi sejumlah 1.920.653 kg
pada tahun 2017. Capaian kinerja mencapai 119,65%. Produksi
telur bersumber dari telur ayam layer, ayam buras/ lokal, itik, itik
manila (entog) dan puyuh. Faktor yang berpengaruh terhadap
peningkatan produksi telur utamanya adalah adanya peningkatan
populasi ternak ayam layer, pada tahun 2016 jumlah populasi
ayam layer 45.757 ekor meningkat sebanyak 20.776 ekor,
sehingga menjadi sejumlah 66.533 ekor pada tahun 2017.

Jumlah produksi susu pada tahun 2016 sebanyak 744.792 liter
mengalami peningkatan sebanyak 176.810 liter, sehingga jumlah
produksi susu pada tahun 2017 menjadi 921.602 liter. Target
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yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar 911.550 liter,
sehingga target kinerja tercapai 101,10%. Faktor yang
berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produksi susu adalah
meningkatnya minat masyarakat untuk beternak dan memelihara
sapi perah akibat tingginya permintaan susu sapi.

Jumlah produksi daging pada tahun 2016 sebanyak 7.110.374 kg
meningkat 924.525 kg sehingga menjadi sejumlah 8.034.899 kg
pada tahun 2017. Capaian kinerja tercapai 97,58% dari yang
direncanakan. Pada tahun 2017 permintaan daging sapi cukup
tinggi oleh konsumen, sehingga banyak jagal yang mengambil sapi
dari luar daerah, utamanya dari Temanggung, karena harganya
lebih murah dengan kualitas ternak yang sama.

Pada tahun 2017 semua kasus ternak dapat tertangani dengan
baik seluruhnya. Kasus-kasus tersebut kebanyakan berkaitan
dengan masalah penyakit ternak.

Temuan Teknologi Tepat Guna Bidang Peternakan dapat
diterapkan seluruhnya pada tahun 2017. Ada 5 jenis Teknologi
Tepat Guna Bidang Peternakan yang sudah diterapkan di
Kabupaten Wonosobo yakni teknologi pengolahan limbah ternak,
teknologi pengolahan pupuk cair, teknologi pengolahan pupuk
padat, teknologi pengolahan daging dan teknologi pembuatan
pakan ternak.

Persentase Kenaikan Pasokan Produk Peternakan ke Perusahaan
Pengolah pada tahun 2016 sebesar 10%, meningkat 8% sehingga
menjadi 18% pada tahun 2017. Target yang direncanakan telah
tercapai seluruhnya, hal ini didukung dengan adanya Program
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan serta Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak yang telah
dilaksanakan. Pasokan Produk Peternakan yang meningkat adalah
pasokan susu ke Koperasi Pesat di Purwokerto, dengan
meningkatnya produksi susu maka Kabupaten Wonosobo dapat
lebih meningkatkan pasokannya.

Rasio anggota kelompok tani terhadap petani tahun 2017 masih
sama dengan tahun 2016 yakni sebesar 28,47%. Target yang
direncanakan sebesar 28,98% tidak tercapai. Tidak ada
penambahan petani yang masuk menjadi anggota kelompok tani.
Saat ini kelompok tani di Kabupaten Wonosobo berjumlah 1.383
kelompok yang terdiri dari 370 kelompok tani pemula, 577
kelompok tani lanjut, 395 kelompok tani madya dan 41 kelompok
tani utama.
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Rasio anggota kelompok tani ternak terhadap peternak tahun
2017 masih sama dengan tahun 2016 yakni sebesar 5,29%.
Target yang direncanakan sebesar 5,32% tidak tercapai. Minat
peternak untuk ikut bergabung dalam kelompok tani ternak perlu
terus dikembangkan agar mereka dapat memperoleh kemudahan
untuk mengakses bantuan dari Pemerintah, bahkan yang lebih
penting dalam kelompok tani ternak mereka dapat menimba ilmu
dan bekerja sama sehingga akan berdampak pada kemajuan
usahanya.

Persentase penyuluh yang memiliki pendidikan formal pertanian
dan peternakan tahun 2017 masih sama dengan tahun 2016
yakni sebesar 65%, namun persentase ini telah melebihi dari
target yang direncanakan yakni sebesar 55%. Tercapainya target
sebesar 118,18% tidak terlepas dari Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2017 melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh Pertanian/Perkebunan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pertanian
dan upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian

2. Infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura
belum optimal

3. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT

4. Penggunaan pupuk pestisida anorganik yang belum sesuai
anjuran

5. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani, terbatasnya
pengetahuan, ketrampilan sikap petani dalam pengembangan
pertanian dan perikanan

6. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang
mau kerja di sektor pertanian

7. Masuknya komoditas pertanian import yang menyaingi produk
petani

8. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat
sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman
dikonsumsi

9. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian yang
semakin mengkhawatirkan

4. Urusan Perdagangan
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Capaian kinerja urusan perdagangan bisa dilihat dari indikator
kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di mana pada
tahun 2017 sebesar 17,18%. Kontribusi ini meningkat 3,24% dari
tahun 2016, dan jika dilihat dari nilainya mengalami kenaikan
yaitu sebesar Rp. 2.551.521,52,- di tahun 2016 naik menjadi Rp
2.816.336,46,- di tahun 2017. Capaian ini didorong oleh semakin
berkembangnya perdagangan barang-barang di tingkat lokal,
meskipun pasar induk belum terbangun akan tetapi perdagangan
kecil berupa toko-toko banyak bermunculan.

Sedangkan untuk indikator ekspor bersih perdagangan di tahun
2017 sebesar $ 48.443.690,38 kondisi ini meningkat sebesar 2,6%
dibandingkan tahun 2016. Capaian ini hanya disumbang oleh
ekspor bersih perdagangan yang berasal dari sepuluh perusahaan
tahun 2017

yang ada di

Kabupaten Wonosobo karena di

Kabupaten Wonosbo tidak melakukan impor perdagangan.

Tabel II1.C.4.1

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
2021

Rasio
ketersediaan
kebutuhan
bahan pokok

0,8

0,88

0,8

90,91

80%

Rasio
ketersediaan
pupuk dan
pestisida

0,1

0,2

0,9

450

0,5

180%

Persentase
kenaikan
UDKM

15%

16%

15%

93,75

30%

50%

Koefisien harga
rata-rata
pemerintahan
dan pasar

5,5

5,5

91,67

30%

1833%

Rasio Metrologi
Legal yang di
tera ulang

19,1

21

20

95,24

2,50%
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
2021

Rasio
kerjasama
pemerintah
daerah bidang
perdaganganter
hadap semua
kerjasama

0,04

0,08

0,05

62,5

25

0,20%

Persentase
kenaikan
negara tujuan
ekspor

25%

11%

25%

238,1

12,5%

200%

Nilai Ekspor
bersih
perdagangan
(USD)

47.208.9
97,90

54.200.
000,00

48.443.6
90,38

89,38

66,7
juta
USD

73%

Persentase
los/kios yang
dimanfaatkan

60%

65%

85%

130,77

90%

94%

10

Persentase
pasar
Tradisional
yang
direvitalisasi

54%

46%

100%

217,39

70%

143%

11

Penurunan
pedagang kaki
lima yang
berjualan di
tempat yang
bukan

peruntukannya

0,3

0,3

50

2%

1500%

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Wonosobo, 2017

Apabila dilihat dari capaian kinerja RKPD 2017 terdapat 11
capaian kinerja urusan perdagangan di mana 4 indikator dalam
status sudah tercapai, 4 indikator tidak tercapai dan 3 indikator
tidak tercapai dan perlu upaya keras, yaitu Rasio kerjasama

pemerintah daerah bidang perdagangan

terhadap

s€mua

kerjasama, Nilai Ekspor bersih perdagangan (USD), Penurunan
pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan
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peruntukannya. Sehingga masih perlu upaya keras untuk lebih
mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program
kemitraan, peningkatan daya saing produk serta pembinaan dan
pemberdayaan PKL.

Dalam melaksanakan urusan Perdagangan, beberapa
permasalahan diantaranya:

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana perdagangan yang lebih
refresentatif untuk kelancaran distribusi barang dan jasa.

2. Tingginya jumlah unit usaha industri non formal dan
perdagangan tanpa ijin

3. Belum terbentuknya unit Kerja Pengawasan Metrologi Legal
pada unit Perlindungan Konsumen Disdagkopukm Kab.
Wonosobo, sehingga tugas-tugas dibidang pengawasan belum
dapat dilaksanakan secara optimal.

4. Minimnya tertib niaga bagi para pelaku usaha perdagangan

S. Jaminan ketersediaan sembilan bahan pokok di pasaran belum
maksimal.

6. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas, banyak produk
asing yang masuk ke Indonesia sehingga tingkat persaingan
produk lokal semakin tinggi.

7. Masih kurangnya ketersediaan sarana/lokasi bagi pedagang
kaki lima sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang
berjualan tidak pada peruntukannya

8. Pelaksanaan pembangunan pasar induk berjalan sangat lambat
karena pedagang belum mau menempati tempat relokasi yang
telah disediakan serta masih adanya masalah intern di pihak
penyedia jasa.

5. Urusan Perindustrian
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, pada tahun 2017 rata-
rata menyumbang 16,83%. Jika dibandingkan tahun 2016
mengalami peningkatan 0,29%. Sementara untuk pertumbuhan
industri pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,88%
dibandingkan Tahun 2016.

Penurunan pertumbuhan industri ini disebabkan berkurangnya
jumlah industri informal yang produktivitasnya belum begitu
tinggi sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap
pendapatan daerah. Sehingga di satu sisi kontribusinya
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mengalami peningkatan tetapi di sisi lain pertumbuhan industri
mengalami penurunan.

Berdasarkan kualifikasi usahanya, terdapat lima kualifikasi
industri yaitu industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan,
kimia dan bahan bangunan, serta industri logam. Industri pangan
khususnya olahan makanan dan minuman masih menjadi
andalan di Kabupaten Wonosobo. Sampai pada tahun 2017
jumlah unit usahanya mencapai 14.540 unit atau sebesar 82,11%.
Sebagian besar dari industri pangan tersebut merupakan industri
pengolahan berbasis potensi lokal. Hal ini tidak mengherankan
karena Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang kaya
dengan hasil pertanian yang unggul, seperti singkong yang dapat
diolah menjadi beraneka jenis makanan ringan, carica yang
merupakan produk khas Kabupaten Wonosobo.

Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, industri pangan juga masih
mendominasi. Industri pangan menyumbang kontribusi 69,81%,
disusul usaha kerajinan yang menyumbang serapan tenaga kerja
sebesar 19,98%. Demikian pula dari segi nilai produksi, industri
pangan memberikan sumbangan yang terbesar.

Data di atas menunjukkan bahwa dilihat dari jumlah unit usaha,
industri di Kabupaten Wonosobo terus mengalami pertumbuhan.
Hal ini berarti sektor industri akan terus memberi kontribusi
signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo,
walaupun di sisi lain kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih
berkutat pada kisaran angka 16%. Hal ini menuntut adanya upaya
pengembangan dan inovasi agar sektor ini memberi nilai tambah
yang semakin besar terutama bagi pelaku industri yang sebagian
besar merupakan industri kecil dan menengah. Pengembangan
sentra-sentra menjadi klaster industry merupakan salah satu
pilihan jalan yang diambil, sebab dengan pengembangan ini
diharapkan akan terjadi kemitraan yang saling menguntungkan,
meningkatkan efisiensi kolektif serta mendorong terciptanya
inovasi. Antara lain klaster carica, klaster gula jawa, klaster batik,
klaster singkong, sentra opak, sentra tralis dan lain-lain.

Berikut adalah data capaian kinerja urusan perindustrian tahun
2017 berdasarkan dengan indikator RKPD Tahun 2017 di
Kabupaten Wonosobo.

Tabel IV.C.5.2
Capaian kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
2021

Pertumbuhan
industri kecil
(o)

3,12

5,65

5,5

97,35

6,25

88%

Pertumbuhan
industri
menengah (%)

0%

4%

0,00

9%

0%

Pertumbuhan
industri besar
(%)

0,00

0,5%

0%

Persentase
kenaikan
Kapasitas
produksi
Industri

250%

4,00%

2,33%

58,25

9%

26%

Persentase
industri kecil
yang berijin

62,00%

70,00%

59,53%

85,04

90%

66%

Persentase
kenaikan
Jumlah Tenaga
kerja sektor
industri

3,24%

6,00%

-2,78%

-46,33

15%

-19%

Persentase
usaha industri
baru, jenis
usaha industri
baru,
penetapan
industri
inti/prioritas

11%

25%

1,24%

4,96

49%

3%

Persentase
pertumbuhan
klaster dengan
status maju

0%

8%

40,00%

500,00

20%

200%

10

Persentase
klaster yang
memiliki SOP

33%

40%

40,00%

100,00

100%

40%

11

Persentase
kenaikan
jumlah klaster

0,3333

20%

20,00%

100,00

40%

50%
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No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

12

Persentase
kenaikan
Perkembangan
Serapan tenaga
kerja pada
sentra industri
potensial

3,75%

Target
2017

6,00%

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
2021

2,61%

43,50

15%

17%

13

Persentase
kenaikan
pelaku usaha
industri
potensial (per
sentra)

3,23%

6,00%

0,57%

9,50

15%

4%

14

Jumlah
produk yang
berstandar
nasional

100,00

33%

15

Jumlah produk
yang
berstandar
internasional

0,88%

0,00

1%

16

Persentase
merk produk
industri
bersertifikat
halal

30%

40%

0,19%

0,48

100%

0%

17

% IKM yang
memperoleh
sertifikasi good
manufacturing
product

4,2

4,4

4,34

98,64

5,2

83%

18

Produk

unggulan yang
sudah
ditetapkan
dengan SK

75,00

50%

19

Persentase
kenaikan
produksi
unggulan
daerah

0,02

10%

6,00%

60,00

30%

20%
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o)
Indikator . . % & .
L Realisasi Realisasi o Capaian
Kinerja . Target . Realisasi | Target
No Capaian Capaian . 2017
Program 2017 Capaian | 2021
2016 2017 terhadap
(Outcome) 2017 2021
% IK yang telah
oo |memanfaatkan | 5575 | 7 o5 4,37| 60,28| 8,26 53%
teknologi tepat
guna

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2017
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Berdasarkan RKPD Tahun 2017, setidaknya terdapat 20 indikator
capaian kinerja. Guna mencapai target kinerja tersebut, didukung
dengan 6 program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah, Program Penataan Struktur Industri, Program
Pengembangan Sentra Industri Potensial, Program Pengembangan
Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi, Program Pengembangan
Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal, dan Program
Peningkatan kemampuan Teknologi Industri.

Dilihat dari indikator pertumbuhan industri kecil, capaian
indikator ini adalah sebesar 5,5%. Persentase kenaikan Kapasitas
produksi Industri 2,33%. Persentase industri kecil yang berijin
59,53%. Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri
baru, penetapan industri inti/prioritas 1,24%. Persentase
pertumbuhan klaster dengan status maju 40%. Persentase klaster
yang memiliki SOP 40%. Persentase kenaikan jumlah klaster 20%.
Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada
sentra indutri potensial 2,61%. Persentase kenaikan pelaku usaha
industri potensial (per sentra) 0,57%. Jumlah  produk yang
berstandar nasional 1. Jumlah produk yang berstandar
internasional 0,88%. Persentase merk produk industri bersertifikat
halal 0,19%. % IKM yang memperoleh sertifikasi good
manufacturing product 4,34.

Guna meningkatkan daya saing industri daerah, serangkaian
upaya dilakukan antara lain adalah sertifikasi produk, baik
sertifikasi halal, sertifikasi good manufacturing produk, serta
pemenuhan standar nasional maupun Dengan
memenuhi standarisasi sistem produksi akan membeli nilai lebih
bagi suatu produk. Untuk itu indikator pada Program Peningkatan
Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi, ditetapkan empat indikator,
yaitu Jumlah produk berstandar nasional, jumlah produk

internasional.
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berstandar internasional, presentase merk produk bersertifikat
halal, dan persentase IKM yang memperoleh sertifikat good
manufacturing product. Tabel di atas menunjukkan bahwa utuk
indikator produk berstandar nasional, baru terdapat 3 produk
berstandar nasional Dbersertifikat SNI, sementara produk
berstandar internasional belum ada.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan
urusan perindustrian dan upaya yang dilakukan antara lain:

1. Lemahnya daya saing industri lokal

2. Lemahnya struktur industri dan kelembagaan industri yang
didominasi oleh IKM

3. Lemahnya inovasi dan diversifikasi produk

Urusan Transmigrasi

Indikator kinerja kunci urusan transmigrasi, yaitu trasmigrasi
swakarsa. Capaian indikator ini dihitung dari jumlah transmigran
swakara dibanding jumlah transmigran. Jumlah transmigran yang
ditempatkan pada tahun 2016 maupun 2017 sebanyak 5 KK,
semuanya adalah transmigran umum dan tidak satu pun
merupakan transmigran swakarsa. Transmigran swakarsa adalah
transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang
bersangkutan secara  perorangan atau kelompok, baik
bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan Badan Usaha
atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah.

Tabel II.C.6.1
Capaian kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

o %Capaian
Indikator Realisasi Realisasi D 2017
o . Target . Realisasi | Target
No | Kinerja Program | Capaian 2017 Capaian Capaian | 2021 terhadap
(Outcome) 2016 2017 b Target
2017
2021
Persentase
j | kenaikan 0,4 | 10,00% 0 0,00 10% 0
jumlah
transmigran
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrast, 2017
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Berdasarkan RPJMD 2016-2021 hanya terdapat satu indikator
kinerja urusan transmigrasi, yaitu persentase kenaikan jumlah
transmigran. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017
terjadi stagnasi jumlah transmigran dari tahun sebelumnya (2016)
ditempatkan 5 Kepala Keluarga di Kabupaten Morowali Provinsi
Sulawesi Tengah, sedangkan tahun 2016 berhasil ditempatkan 5
Kepala Keluarga di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan
Utara. Stagnasi jumlah penempatan ini tidak lain disebabkan
penentuan alokasi transmigran yang diatur oleh Dinas Tenaga
Kerja Transmigrasi dan Kependudukan provinsi Jawa Tengah
bersama seluruh dinas yang mengampu urusan transmigrasi se-
Jawa Tengah. Karena terbatasnya alokasi nasional yang kemudian
dibagi ke provinsi menjadi variabel utama penentuan jumlah
tarnsmigran pada setiap kabupaten.

Pelaksanaan program penempatan transmigran terus diupayakan
untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu memberikan
pelayanan penempatan yang layak dan manusiawi bagi calon
transmigran melalui rangkaian upaya penjajagan calon lokasi
penempatan yang dilanjutkan dengan kerjasama penempatan yang
tertuang dalam MoU yang di dalamnya mengatur tugas dan
tanggung jawab para pihak baik pemerintah daerah asal
transmigran maupun pemerintah daerah tujuan penempatan
transmigran, serta layanan penempatan yang layak bagi calon
transmigran. Rangkaian proses itu semestinya bisa menjamin
transmigran bisa mendapatkan lokasi penempatan dan fasilitasi
bagi mobilitas penduduk dan meningkatan minat masyarakat
bertransmigrasi dengan memberikan jaminan bagi calon
tansmigran untuk memperoleh tempat tinggal dan penghidupan
yang layak sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Pada
tahun 2017 jumlah calon transmigran yang ditempatkan sejumlah
5 KK, sementara pendaftar sebanyak 21 KK. Terbatasnya jumlah
alokasi penempatan, yang ditetapkan berdasarkan kuota nasional,
menjadikan tidak semua peminat transmigrasi terdaftar bisa
ditempatkan.

Dalam pelaksanaan urusan transmigrasi terdapat beberapa
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaanya di lapangan yaitu
sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar tidak sebanding dengan kuota penempatan
yang ditetapkan.

2. Kurangnya perhatian terhadap kelangsungan usaha dan hidup
para transmigran, karena pelaksanaan transmigrasi cenderung
berorientasi pada upaya pemindahan penduduk dan
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pemenuhan fasilitas pemukiman serta penyiapan lahannya saja
3. Kondisi daerah tujuan penempatan transmigrasi yang masih
minim fasilitas kondisi lingkungan alam dan sosial budaya
mempengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti program
transmigrasi
4. Penyerahan lahan kepada transmigran sering kali terkendala
bahkan sampai bertahun tahun transmigran tidak mendapat
lahan yang dijanjiakan secara penuh

E. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1. Fungsi Penunjang Perencanaan

Tabel IILE.1.1
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No

Indikator
Kinerja Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

Persentase
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
ditetapkan tepat
waktu

100%

90%

96%

106,67

100%

96%

Persentase
kesesuaian
Program dalam
RKPD dengan
program dalam
RPJMD

100%

100%

84,7%

84,7

100%

84,70%

Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja SKPD
dengan program
dalam RKPD

DTD

90%

100%

111,11

100%

100%

Peringkat dan
status kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah

29.632

>3
(sangat
tinggi)

2,93

97,67

>=3
(sangat
tinggi)
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No

Indikator
Kinerja Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

Presentase OPD
menyusun
dokumen
perencanaan
(Renja OPD)
tepat waktu

100%

90%

100%

111,11

100%

100%

Persentase
serapan
kegiatan dan
anggaran

89%

100%

85,74%

85,74

100%

86%

Persentase
aparat
perencana yang
memiliki
sertifikat diklat
perencanaan

100%

35%

100%

285,71

60%

167%

Persentase
keterisian
format data dan
informasi dalam
sistem informasi
pembangunan
daerah

100%

100%

70,00%

70

100%

70%

Persentase
ketersediaan
data dan
informasi
perencanaan
pembangunan
daerah

7%

100%

90,00%

90

100%

90%

10

Persentase
dokumen
perencanaan
sosial budaya
yang
terimplementasi
dalam kegiatan
OPD

70%

100%

80,00%

80

100%

80%

11

Persentase
kenaikan
produksi produk

2,88

5%

3,00%

60

5%

60%
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No

Indikator
Kinerja Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

unggulan dalam
OVOP dan
ODOP

12

Persentase
Kenaikan
jumlah/jenis
produk
unggulan dalam
OVOP dan
ODOP

133,33

5%

14,29%

285,8

5%

286%

13

Jumlah
pengembangan
kawasan
pedesaan
berbasis OVOP

27

50

5000

5000%

14

Persentase
kenaikan
Jumlah desa yg
menjadi pusat
pertumbuhan

6%

1%

16,67

18%

6%

15

Tingkat
aksesibilitas
(panjang Jalan/
Luas wilayah)

0,792

79,47

1,01%

0,01

80

0,01%

16

Persentase
kegiatan PD
yang sesuai
dengan
perencanaan
wilayah dan
sumber daya
alam

0,5

75%

8,54%

11,39

90%

9%

17

Persentase
KSCT (kawasan
strategis cepat
tumbuh) yang
dilegalisasi

0%

30%

0%

90%

0%

18

Persentase
Panjang jalan
kawasan
perbatasan

45%

48%

48,24%

100,5

60%

80%
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No

Indikator
Kinerja Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

dalam kondisi
baik dan sedang

19

Persentase
kecamatan yang
sudah memiliki
pemetaan detail
rawan bencana

100%

42%

40%

95,24

100%

40%

20

Persentase
Desa Rawan
bencana yang
terpasang EWS
(early warning
system)

20%

8%

10%

125

20%

50%

21

Persentase
dokumen
rencana
kontinjensi yang
tersusun
terhadap total
jenis bencana

75%

35%

35%

100

75%

47%

22

Rapor
ketangguhan
bencana

sedang

baik

Sedang

Baik

23

Persentase
dokumen jenis
bencana yang
sudah tersusun
dalam rencana
kontinjensi

100%

42%

50%

199,99

100%

50%

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2017
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Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan bisa dilihat
dari indikator RKPD 2017. Di mana dari 23 indikator, 10 indikator
sudah tercapai, 4 indikator tidak tercapai, 9 indikator tidak
tercapai dan perlu upaya keras. Indikator yang tidak tercapai dan
perlu upaya keras ada di semua program urusan perencanaan.
Untuk meningkatkan capaian tersebut perlu diintensifkan
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 1) koordinasi dalam
pengelolaan data dan informasi sehingga akan tepat sasaran, 2)
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meningkatkan sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian, 3)
memperkuat keterkaitan proses perencanaan, proses
penganggaran dan proses politik dalam menterjemahkan dokumen
perencanaan menjadi dokumen anggaran.

Dalam melaksanakan
permasalahanyang dihadapi adalah:

urusan Perencanaan, beberapa

1. Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
sehingga masih ada program maupun indikator program yang
belum sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021.

2. Data atau informasi dalam mendukung penyusunan
perencanaan teknokratik masih lemah/tidak ada data/kurang
valid/sering berubah-ubah sehingga dalam membuat proyeksi
arah pembangunan mengalami kesulitan karena data tidak
lengkap.

3. Prioritas usulan perencanaan pembangunan masih didominasi
pembangunan fisik sementara pembangunan sumber daya
manusia/pemberdayaan masyarakat belum tergali.

4. Dalam perencanaan pembangunan usulan kegiatan CSR belum
terakomodasi sehingga CSR dalam melakukan kegiatan sering
tidak terdokumentasi.

S. Kurang tepatnya sasaran kegiatan pembangunan sehingga

kegiatan tidak berkelanjutan.

2. Keuangan

Tabel. ILE.2.1
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Keuangan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
. . o S % Capaian
Indikator Kinerja | Realisasi Realisasi .
. Target . Realisasi | Target 2017
No. Program Capaian Capaian .
(Outcome) 5016 2017 2017 Capaian | 2021 |terhadap
2017 Target
2021
1 | Opini BPK WTP WDP WTP 100 WTP 100%
Persentase
Pelaporan
2 | Capaian Kinerja 0,90 100% 90% 90 | 100% 90%
dan Keuangan
Tepat Waktu
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No.

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

persentase
tersedianya 7
layanan
informasi jasa
konstruksi
tingkat
kabupaten pada
sistem informasi
pembinaan jasa
konstruksi
(SIPJAK]I)

80%

83%

80%

96,39

100%

80%

Persentase
tersedianya
layanan IUJK
dengan waktu
penerbitan
paling lama 10
hari kerja
setelah
persyaratan
lengkap

100%

100%

100%

100

100%

100%

%XKetepatan
waktu
penyampaian
laporan
keuangan dan
kinerja
berdasarkan PP
No 58 Tahun
2005

90%

100%

100%

100

100%

100%

% Ketepatan
waktu
penyampaian
laporan
pertanggungjaw
aban
pelaksanaan
APBD

90%

100%

100%

100

100%

100%

% SKPD yang
melaporkan
inventaris

80%

75%

85%

113,33

100%

85%
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No.

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

barang tepat
waktu.

Persentase
kenaikan PAD

7,40%

5%

10,95%

219

25%

44%

Rasio realisasi
PAD

110%

100%

106%

105,51

100

1%

10

Persentase
belanja pegawai
terhadap total
belanja

47,54%

Menur
un

43,90%

Menuru

Menur
un

11

Persentase
Realisasi Belanja
Modal

73,57%

80%

64,39%

80,49

99%

65%

12

Persentase
Realisasi
belanja
pemeliharaan
infrastruktur

98%

100%

94,82%

94,82

100%

95%

13

Persentase
belanja Modal
Terhadap Total
Belanja Daerah

17,12%

Mening
kat

17,93%

Meningk
at

Menin
gkat

14

Persentase
belanja barang
dan jasa
terhadap total
belanja

19,25%

Mening
kat

19,21%

Menuru

Menin
gkat

15

Persentase
realisasi belanja
barang dan jasa

85,54%

90%

90,10%

100,11

100%

90%

16

Rasio PAD
terhadap Total
Pendapatan
Daerah

12,54%

13,75%

13,04%

94,84

20

1%

17

Rasio SILPA
terhadap Total
Pendapatan
Daerah

11,43%

10,79%

15,30%

141,81

3%

18

Persentase
peningkatan
BUMD

70%

70%

70%

100

80%

88%
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No.

Indikator Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

Berkinerja baik

19

Persentase
Kontribusi
pendapatan
BUMD terhadap
PAD

6,12%

6,86%

11,25%

163,99

8,39%

134%

20

Persentase
Realisasi
belanja barang
/jasa (eks BAU)

85,00%

100%

78,29%

78,29

100%

78%

21

Persentase
Realisasi belanja
pelayanan
administrasi
perkantoran

79,83%

100%

80,00%

80

100%

80%

22

Persentase
Realisasi belanja
pemeliharaan
sarpras aparatur

97,86%

100%

97,32%

97,32

100%

97%

23

Persentase aset
daerah dalam
kondisi baik

80%

78%

80,00%

102,56

85%

94%

24

Persentase
realisasi belanja
modal sarpras
aparatur

73,56%

95%

91,45%

96,26

99%

92%

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2017
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Berdasarkan tabel di atas,realisasi Persentase Kenaikan PAD
tahun 2017 mengalamii peningkatanyang cukup signifikan
dibandingkanrealisasi capaian tahun 2016 yaitu mengalami
kenaikan sebesar 3,55%. Jika dibandingakan dengan target
capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,95%
sedangkan Rasio Realisasi PAD ditargetkan 100% realisasinya
105,51. Rasio PAD terhadap total pendapatan juga mengalami
kenaikan walaupun kenaikannya kecil sebesar 0,50 %
dibandingkan pada tahun 2016 yaitu 12,54 %, menjadi 13,04 %.
Persentase peningkatan BUMD berkinerja baik belum ada
peningkatan, yaitu masih tetap sama dari tahun 2016
persentasenya hanya 70 % hingga tahun 2017. Persentase
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kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD sudah ada
peningkatan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2016 sebesar
6,12 % pada tahun 2017 sebesar 11,25 %, mengalami kenaikan
yang cukup signifikan hampir dua kali lipat.

Untuk persentase aset dalam kondisi baik pada tahun 2017 sudah
ada peningkatan, dimana ditargetkan sebesar 78 % sudah ada
peningkatan menjadi 80%; sedangkan Opini BPK belum dapat
diketahui dikarenakan pada saat penyusunan ini proses
pemeriksaan BPK belum selesai/baru mulai pemeriksaan
pendahuluan, yang ditargetkan opini BPK pada tahun 2017 WTP.
Untuk persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah
mengalami penurunan dari tahun 2016 48 %, tahun 2017 menjadi
43,90%, hal ini disebabkan belanja pegawai satuan pendidikan
SMA/SMK/MA sejak tanggal 1 Januari 2017 menjadi tanggung
jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, persentase belanja modal
terhadap total belanja daerah dan persentase belanja barang dan
jasa terhadap total belanja mengalami kenaikan sesuai yang
targetkan dalam Renstra BPPKAD dan RPJMD. Sedangkan
persentase Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dari
73,57a5 pada tahun 2016 menjadi 64,39% pada tahun 2017, hal
ini karena adanya anggaran belanja modal yang tidak terserap
yaitu kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo sebesar 114
milyar. Persentase realisasi Belanja Pemeliharaan Infrastruktur
pada Tahun 2016 sebesar 98* sedangkan pada tahun 2017 hanya
tercapai 94,82%, hal ini karena adanya sisa tender sehingga tidak
terserap 100%. Perentase realisasi belanja barang dan jasa (Eks
BAU) mengalami penurunan dari 85% pada Tahun 2016 menjadi
78,29 pada tahun 2017, hal ini terjadi karena adanya penyesuaian
rekening sehingga terjadi pergeseran belanja jasa ke belanja
modal. Persentase Realisasi Belanja Modal sarpras aparatur Tahun
2016 sebesar 73,56% mengalami peningkatan pada Tahun 2017
menjadi sebesar 91,45%.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan,
beberapa permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan
antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, hal ini
disebabkan oleh pembayaran pajak dan retribusi tidak lancar
akibat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dan
Retribusi masih rendah, petugas pungut tidak langsung setor
Kas daerah, masih ada komponen-komponen pajak dan
retribusi yang belum tergali potensinya sertapengelolaan
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3.

potensi PAD yang belum optimal.

2. Efisiensi dan efektivitas belanja SKPD dalam pelaksanaan
APBD belum optimal

3. Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
SKPD masih di
Kurangnya jumlah SDM pengelola keuangan daerah,

bawah

100%

penyebabnya antara lain

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan

Tabel. II.LE.3.1
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Realisasi
Capaian
2016

Target
2017

Realisasi
Capaian
2017

%
Realisasi
Capaian

2017

Target
2021

%
Capaian
2017
terhadap
Target
2021

Persentase
capaian
sasaran
kinerja
pegawai
dengan target

82%

85%

117,53%

138,27

90%

131%

Persentase
struktur
jabatan dan
eselonering
yang terisi

93%

100%

88,78%

88,78

80%

111%

Persentase
pejabat yang
telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
formal sesuai
dengan
bidang
tugasnya

73%

62%

120,24%

193,94

100%

120%

Persentase
Pejabat yang
telah

70%

75%

59,73%

79,64

90%

66%
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%

Indikator Realisasi Realisasi 70 Capaian
Kinerja Target Realisasi | Target 2017
Program

2017 Capaian Capaian | 2021 | terhadap

(Outcome) 2016 2017 2017 Target

2021

No Capaian

memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan

Persentase
pegawai ASN
yang
mendapat

S | Hukuman
Disiplin
(Berat,
Sedang,
Ringan)

0,000009

% 0% | 0,0800% 90 0% 8%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2018

Pada tahun 2017 Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
ditargetkan 85% atau 6.122 PNS dari total PNS sejumlah 7.202
PNS sedangkan realisasinya mencapai 7.195 atau 117%,
sedangkan 7 orang PNS tidak mencapai target kinerja karena
melakukan pelanggaran disiplin PNS. Dibandingkan tahun lalu
capaian SKP meningkat 34% dari 82%. Kenaikan capaian SKP
disebabkan oleh meningkatnya kemampuan PNS dalam menyusun
target kinerja individu. Sedangkan persentase struktur jabatan
eselenoring yang terisi hanya 82,65 persen. Dari total 686 jabatan
struktural masih ada 119 jabatan yang tidak terisi karena proses
pensiun dan belum diisi kembali serta beberapa UPTD (Unit
Pelaksana Teknis Daerah) karena adanya rencana penghapusan
UPTD.

Prosentase Pejabat yang telah mengikuti persyaratan pendidikan
formal yang sesuai dengan bidang tugasnya ditargetkan sebesar
62% dimana ada 425 pejabat dari 686 total jumlah pejabat
struktural. Jumlah Pejabat yang telah mengikuti persyaratan
pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugasnya mencapai
511 pejabat. Persyaratan Pendidikan dalam jabatan menjadi
ukuran dalam pengisian jabatan struktural. Sedangkan persentase
pegawai ASN yang mendapat hukuman disiplin 0,08%. Angka
capaian persentase hukuman disiplin tergolong turun apabila
dibandingkan dengan capaian tahun lalu . PNS yang dijatuhi
hukuman disiplin tahun 2016 mencapai 7 orang sedang tahun
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2017 terdapat 6 orang.

Permasalahan yang dihadapi dalam fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian dan diklat antara lain:

1. Ketimpangan kompetensi ASN dengan tingkat pendidikan dan
kemampua dalam melaksanakan tugasnya

2. Belum teraplikasikannya sistem karier dalam manajemen
kepegawaian

3. Belum maksimalnya upaya penegakan hukum.

4.  Penelitian Dan Pengembangan

Kegiatan kelitbangan selama tahun 2017 yang dilakukan oleh
beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo
secara umum terdiri dari kegiatan yang dilakukan dengan
menfasilitasi masyarakat yang melakukan inovasi produk secara
mandiri dan kegiatan dengan melakukan riset bekerjasama
dengan lembaga lain. Berbagai kegiatan riset maupun kajian yang
dilakukan menghasilkan berbagai temuan dan rekomendasi-
rekomendasi kebijakan yang bermanfaat untuk kegiatan
perencanaan dan pembangunan selanjutnya. Sementara berbagai
kegiatan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat juga
menghasilkan produk-produk baru yang memiliki keunggulan dan
daya saing tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan  Teknologi kegiatan penelitian dan
pengembangan pada prinsipnya diupayakan dalam rangka
peningkatan penguasaan terhadap Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, serta menginformasikan hasil-hasil penelitian dan
pengembangan tersebut seluas-luasnya kepada masyarakat.
Berbagai hasil kegiatan kelitbangan baik berupa inovasi produk
atau layanan maupun rekomendasi-rekomendasi kebijakan
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berbasis daya saing dan juga mendorong proses perencanaan dan
pembangunan yang lebih baik serta tepat sasaran sehingga pada
akhirnya dapat mendorong upaya peningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Penyusunan berbagai dokumen dan produk perencanaan
pembangunan maupun kebijakan pembangunan lainnya
semestinya diupayakan dan didorong agar berdasarkan kepada
hasil riset dan kajian ilmiah sehingga lebih berkualitas, tepat
sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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Berbagai riset dan kajian ilmiah diharapkan tidak berhenti hanya
sebatas saran dan rekomendasi kebijakan yang berhenti pada
ekspose hasil kajian saja, namun benar-benar dapat diaplikasikan
dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Selain itu, inovasi
produk-produk dan layanan publik juga diharapkan dilakukan
dengan memperhatikan trend dan kebutuhan masyarakat
sehingga hasilnya ermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Permasalahan dalam wurusan Penelitian dan Pengembangan
dianataranya:

1. Hasil kegiatan litbang dalam bentuk riset dan kajian ilmiah
belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perencanaan dan
pengambilan kebijakan pembangunan dan sebaliknya tidak
semua perencanaan dan kebijakan pembangunan diambil
berdasarkan riset dan kajian ilmiah

2. Kegiatan kelitbangan dan inovasi belum menjadi prioritas
dalam kegiatan pembangunan terutama dalam menghasilkan
berbagai inovasi layanan publik dan inovasi produk-produk
berbasis teknologi

3. Masih minimnya upaya alih teknologi, kekayaan intelektual
serta hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga litbang.
Selain itu belum maksimalnya penyebarluasan informasi hasil-
hasil penelitian dan pengembangan, perekayasaan dan inovasi
kepada masyarakat luas.

4. Masih rendahnya budaya, kesadaran dan motivasi masyarakat
untuk melakukan penguasaan terhadap Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) serta melakukan penelitian, pengembangan,
perekayasaan dan inovasi sederhana yang bermanfaat bagi diri
sendiri dan masyarakat secara mandiri.

F. FUNGSI LAIN
1. Kerjasama Daerah

Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak lain
merupakan langkah strategis mengingat berbagai keterbatasan
yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan banyaknya peluang
kerjasama yang menguntungkan. Sejauh ini kerjasama masih
dilakukan secara sporadis oleh masing-masing sektor maupun
OPD dan belum ada format kerjasama yang integratif antar
berbagai sektor. Untuk mencapai manfaat yang lebih optimal perlu
diformulasikan kerjasama Pemkab Wonosobo dengan pihak-pihak
lain secara integral antar berbagai sektor sehingga manfaat bagi
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pembangunan Wonosobo bisa lebih dapat dirasakan.

Kerjasama daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 363 pada prinsipnya didasarkan pada pertimbangan efisiensi
dan efektivitas pelayanan publikserta saling menguntungkan. Oleh
karenanya kegiatan kerjasama daerah dianggap berhasil ketika
kerjasama tersebut menghasilkan efisiensi dan efektifitas publik
maupun menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah dan
pihak yang diajak kerjasama tersebut.

Berbagai upaya kerjasama yang telah dilakukan selama tahun
2017 perlu dievaluasi secara berkala dan menyeluruh untuk dapat
menyusun format kerjasama yang lebih integratif dan menyeluruh
dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang berpotensi melakukan
kerjasama juga perlu didata dan dikaji ulang sehingga kerjasama
yang akan dilakukan bisa lebih optimal.

Permasalahan yang terdapat di urusan Kerjasama diantaranya:

1. Kerjasama dengan daerah yang berbatasan langsung
terutama yang memiliki eksternalitas baik ekonomi aupun
sosial secara lintas daerah belum dilakukan secara optimal.

2. Beberapa kerjasama dilaksanakan secara mandiri oleh OPD
yang menangani dan tidak berkoordinasi dengan TKKSD
sehingga informasi mengenai manfaat dan bentuk kerjasama
kurang tersampaikan kepada banyak pihak.

3. Terdapat peluang kerjasama dengan daerah lain yang
memiliki kelebihan atau keunggulan dalam pengelolaan
pembangunan

4. Terdapat peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang
memiliki sumber daya yang lebih besar dan berkualitas tetapi
masih belum tergarap dengan baik.

2. Urusan Pengawasan

Tabel II.LF.2.1
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No.

%
Indikator o o % Capaian
L Realisasi Realisasi .
Kinerja Capaian Target Capaian Realisasi | Target 2017
Program 2% 16 2017 218 17 Capaian | 2021 |terhadap
(Outcome) 2017 Target
2021
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Persentase
tindak
lanjut hasil
1 | pemeriksaan | 70,15% | 78,77% | 78,12% | 99,17% | 100% 78%
aparatur
internal dan
BPK

2 | Level APIP 1,3 1,3 2 200,00% 2 1005

Persentase
kasus yang
dilaporkan Belum
3 | melalui q 5% 0% 0,00% 30% 0%
whistle ada
blowing
system

Persentase
OPD yang
menerapkan
SPIP

0% 20% 2,13% 10,65% | 100% 2%

Capaian kinerja urusan pengawasan jika dilihat dari indikator yang
ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo yang
tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2017, indikator yang
tercapai adalah persentase tindak lanjut atas pemeriksaan yaitu
78,12%, namun jika dirinci berdasarkan tingkatannya, tindak
lanjut atas pemeriksaan BPK berada pada level paling rendah
hanya 69,13%, dibandingkan dengan Tindak Lanjut atas
pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wonosobo 73,42% dan
Prosentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah 91,81%, bahkan jika dibandingkan capaian tahun
2016 mengalami penurunan. Untuk level APIP capaian 2017 sudah
tercapai yaitu pada level 2; Infrastructure (APIP mampu menjamin
proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi
terjadinya korupsi). Namun target yang ditetapkan dalam RPJMD
ini perlu direview mengingat pelevelan APIP 1-5. Sedangkan untuk
persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing sistem
masih O, hal ini disebabkan aplikasi masih tergolong baru dan
belum disosialisasikan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kompetensi
Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan surat Menteri PAN dan RB
Nomor B/241/S.PP.03/2017 tentang Program Penguatan
Penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional, mengamanatkan bahwa semua pengaduan masyarakat
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agar dilaporkan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(LAPOR-SPAN), sehingga pengaduan masyarakat melalui Whistle
Blowing Sistem (WBS) tidak digunakan. Namun demikian
mengingat sistem ini masih baru dan belum disosialisasikan
kepada masyarakat maka untuk sementara pada tahun 2017
pengaduan masyarakat masih dilakukan secara manual.

Indikator lain dalam urusan pengawasan adalah persentase OPD
yang menerapkan SPIP, dari target yang ditetapkan dalam RKPD
tahun 2017 sebesar 20% baru tercapai 2,13% . Hal ini disebabkan
masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap pentingnya
SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan
masing-masing perangkat daerah.

Permasalahan yang dihadapi
pengawasan antara lain:

dalam penyelenggaraan urusan

1. Temuan terhadap pemeriksaan tiap tahun meningkat

namun kemauan dan kesadaran untuk menindaklanjuti

atas pemeriksaan dari masing-masing perangkat daerah

sebagian besar masih kurang.

Level APIP masih rendah

3. Pengaduan masyarakat rendah

4. Pemahaman terhadap pentingnya SPIP
penyelenggaraan pemerintahan daerah masih rendah

N

dalam

3. Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel II.F.3.1

Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan

Perundang-Undangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%
0,
Indikator | Realisas Realisas /0 Capaian
. . Targe . Realisas
No Kinerja 1 ¢ 1 ; Target 2017
Program Capaian Capaian . 2021 | terhada
2017 Capaian
(Outcome) 2016 2017 p Target
2017
2021
Rasio
| | realisasi "10/25" | 0,28 06| 2143| 10/2°
Propemperd
a
p | Persentase 100% | 100% |  100% 100 | 100% | 100%
Raperda
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yang
diset

DPRD

ujui

yang

yang

menj

Rasio Perda

dibatalkan
terhadap
raperda dan
3 | raperbup 0,1 0,1 0 0 0,1 0%

ditetapkan

Perda dan
Perbup

adi

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase Rasio
realisasi Propemperda pada tahun 2017 mencapai 214,3% hal
ini berarti realisasi capaian tahun 2017 lebih dari dua kali lipat
target capaian dan realisasi capaian Perda yg ditetapkan pada
tahun 2017mencapai 100% atau secara keseluruhan disetujui
oleh DPRD. Persentase Realisasi Rasio Perda yang dibatalkan
terhadap raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi Perda
dan Perbup pada tahun 2017adalah 0% hal ini menunjukkan
bahwa target tahun 2017 telah tercapai. Secara rinci peraturan
daerah yang diterbitkan pada tahun 2017 adalah sebagai
berikut :

Tabel II.F.3.2
Peraturan Daerah yang dihasilkan Tahun 2017

No | No Perda Tentang Tgl Penetapan

1. 1 Tahun | Ruang Terbuka Hijau 10 April 2017
2017

2. 2 Tahun | Penyelenggaraan Keolahragaan 10 April 2017
2017

3. 3 Tahun | Penyelenggaraan Usaha Hiburan 10 April 2017
2017

4. 4 Tahun | Pengelolaan Barang Milik Daerah 10 April 2017
2017

S. 5 Tahun | Penyelenggaraan Kearsipan 10 April 2017
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No | No Perda Tentang Tgl Penetapan
2017
6. 6 Tahun | PertanggungjawabanPelaksanaan
2017 Anggaran Pendapatan Dan Belanja 21 Agustus
Daerah Kabupaten =~ wonosobo 2017
Tahun Anggaran 2016
7. 7 Tahun | Penyelenggaraan Perpustakaan 21 Agustus
2017 2017
8. 8 Tahun |Rencana Induk Pembangunan 21 Acustus
2017 Kepariwisataan Kabupaten 2(%1117
Wonosobo Tahun 2017-2032
9. 9 Tahun | Hak Keuangan dan Administratif
2017 Pimpinan dan Anggota Dewan 21 Agustus
Perwakilan Rakyat Daerah 2017
Kabupaten Wonosobo
10 | 10 Tahun |Pencabutan Peraturan Daerah
2017 Kabupaten Wonosobo Nomor 22
Tahun 2008 tentang Penyesuaian 21 Agustus
Penyebutan Peristilahan dan 2017
Ketentuan Pidana dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo
11 | 11 Tahun |Pencabutan Peraturan Daerah
2017 Kabupaten Wonosobo Nomor 7
Tahun 2009 tentang Retribusi 21 Agustus
Penggantian Biaya Cetak Dokumen 2017
Kependudukan dan Akta
Pencatatan Sipil
12 | 12 Tahun |Pencabutan Peraturan Daerah
2017 Kabupaten Wonosobo Nomor 6 91 Aeustus
Tahun 2007 tentang Ketentuan o glil -
Usaha Pertambangan Bahan
Galian gol C
13 | 13 Tahun | Perubahan Kedua Atas Peraturan
2017 Daerah  Kabupaten = Wonosobo
Nomor 10 Tahun 2011 tentang | 19 September
Penyertaan Modal Pemerintah Kab. 2017
Wonosobo Pada Badan Usaha
Milik Daerah
14 | 14 Tahun | Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten 30 Oktober
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No | No Perda Tentang Tgl Penetapan

2017 Wonosobo Tahun Anggaran 2017 2017

15 | 15 Tahun | Anggaran Pendapatan Dan Belanja
2017 Daerah  Kabupaten = Wonosobo
Tahun Anggaran 2018

29 Desember
2017

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, 2017

Dalam melaksanakan Fungsi lain Urusan Hukum dan Penataan

Peraturan Perundang-Undangan, beberapa permasalahan yang

dihadapi yaitu:

1. Masih  terdapat peraturan perundang-undangan yang
diterbitkan oleh pemerintah pusat yang tidak saling

mendukung antar kementerian/lembaga sehingga pelaksanaan
di daerah menjadi tidak jelas.

2. Masih terdapat ketentuan dalam perundang-undangan
dirasakan kurang peka atau bahkan bertentangan dengan
realitas kondisi di daerah sehingga sering mengalami berbagai
kendala dalam penerapannya.

4. Urusan Administrasi Pemerintahan

Tabel II.LF.4.1
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

%

Realisasi Realisasi 70 Capaian
Indikator Kinerja Capaian Target Capaian Realisasi | Target 2017
Program (Outcome) 2016 2017 5017 Capaian | 2021 | terhadap
2017 Target
2021

Persentase
penerapan SPP dan 71,01% 70% | 76,60% 109,43 | 100% 77%
SOP pada OPD

Rata-rata
persentase
pencapaian SPM
oleh OPD

80% | 100% 80% 80,00 100% 80%

Persentase unit
pelayanan yang
melaksanakan 70,90% | 100% 100% 100,00 | 100% 100%
layanan sesuai
dengan SOP
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Persentase unit
pelayanan publik
4 | yang menerapkan 70,90% 80% | 83,30% 104,13 | 100% 83%
unit pengaduan
publik

Rata-rata nilai
integritas B B .
Pelayanan Publik (74.18) B (76,80) 100 B 100%

OPD

Persentase
6 | kecamatan yang 100% 65% | 100,00% | 153,85 | 100% 100%
menerapkan PATEN

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Wonosobo, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja
pada Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2017 berdasarkan
Indikator RPJMD 2016-2021 secara keseluruhan hampir
memenuhi target. Dari 6 indikator, hanya 1 indikator saja yaitu
rata-rata persentase pencapaian SPM oleh OPD yang belum
memenuhi target capaian (80%).

Sejak tahun 2016, semua kecamatan di Kabupaten Wonosobo
telah menerapkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
(PATEN). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien
sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) bagi percepatan reformasi birokrasi di
daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang
baik (good local governance) untuk meningkatan kualitas
penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Diharapkan  dengan
diterapkannya PATEN di semua wilayah maka kecamatan memiliki
prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga
posisinya sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari
“dilayani” menjadi “melayani”. Salah satu contoh penerapan paten
adalah pelayanan akta kelahiran dan kematian. Melalui layanan
ini masyarakat yang mengurus akta kelahiran maupun akta
kematian cukup datang di kecamatan, tidak perlu datang ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, akta kelahiran
dan kematian yang sudah jadi akan diantar langsung oleh petugas
Kantor Pos Indonesia karena pada tahun 2017, Pemerintah
Kabupaten Wonosobo dengan PT. Pos Indonesia telah menjalin
kerjasama dalam hal layanan akta kelahiran dan kematian.
Pengalihan layanan akta dari Disdukcapil ke kecamatan tersebut,
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merupakan salah satu bentuk inovasi layanan Paten, yang
didukung penuh kantor pos. Inovasi ini memudahkan warga,
selain lebih dekat juga tidak perlu keluar biaya terlalu banyak.

Dalam melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan,
beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Belum terbitnya regulasi yang mengatur kelembagaan terkait
urusan kesehatan (pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
di bidang kesehatan), urusan pemerintahan umum (kesatuan
bangsa dan politik dan penanggulangan bencana) berdampak
pada kelembagaan perangkat daerah yang belum sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah
2. Masih terdapat “overlapping” pelaksanaan urusan
pemerintahan

3. Belum tersedianya dokumen Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja berdasarkan struktur Perangkat Daerah yang
ditetapkan oleh Bupati akan berdampak pada belum bisa
dilaksanakannya  Evaluasi Jabatan. Evaluasi Jabatan
diperlukan untuk menentukan peringkat jabatan yang akan
digunakan sebagai dasar penentuan besaran tunjangan kinerja.

4. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Instansi
Pemerintah (SAKIP) belum optimal yang ditunjukkan dengan
hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB, predikat
Kabupaten Wonosobo masih CC.

5. Belum maksimalnya implementasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada
Perangkat Daerah.

6. Inkonsistensi indikator, tingkat kesulitan indikator yang
berbeda, dan indikator yang belum operasional dalam
pencapaian SPM

7. Belum maksimalnya pelayanan yang sudah didelegasikan di
Kecamatan
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